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BUPATI KETAPANG
PROVINSI KALIMATAN -BARAT

PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN DAN.NON
PERIZINAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, BIDANG
PERDAGANGAN DAN INDUSTRI, BIDANG PENDAPATAN DAERAH DAN
BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KETAPANG,

Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan ketertiban
penyelenggaraan operasional dan administrasi,
meningkatkan kualitas pelayanan serta kelancaran
kegiatan pemerintahan di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Ketapang, perlu adanya Standar
Operasional Prosedur;

b. bahwa untuk lebih menjamin percepatan dan
konsistensi operasional dan administrasi pelayanan,
perlu mengevaluasi dan menyempurnakan Standar
Operasional Prosedur:

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar
Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang, Bidang Perdagangan dan Industri, Bidang
Pendapatan Daerah dan Bidang Administrasi
Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Ketapang

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820});

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
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. Undang—Undané Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5475);

Undang-Undang -Nomor 20 Tahun 2008 tentang
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4866);

Undang-Undang Nomor 235 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038};

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 3  Tahun 2014 tentang
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5492};

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor S679);

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4532);

Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang
Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 329, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5797);



Menetapkan

12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-
DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha
Perdagangan sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
07/M-DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan Ketiga
Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-
DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha

Perdagangan;
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-
DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan

Pendaftaran Perusahaan sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2017 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang
Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan; -

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010
tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan
Bangunan;

15. Peraturan Menteri Rondevagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang

Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan;

16. Peraturan Menterii Perdagangan Nomor 90/M-
DAG/PER/12/2014 tentang Penataan dan Pembinaan
Gudang;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016
tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan
Akta Kelahiran;

18. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan  Pelayanan  Publik  Kabupaten
Ketapang (Berita Daerah Kabupaten Tahun 2012
Nomor 123);

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL

PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG,
BIDANG PERDAGANGAN DAN INDUSTRI, BIDANG .
PENDAPATAN DAERAH DAN BIDANG ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL. DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ketapang.
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2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Ketapang.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang

selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang.

5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur
pembantu Kepala Daerah dan Dewan - Perwakilan Rakyat Daerah
dalam Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah. »

6. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah
pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai
dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah
berdasarkan indikator teknis, administrasif dan prosedural sesuai
dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja
yang bersangkutan. :

7. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam
rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas
barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh
penyelenggara pelayanan publik.

8. Pelaksana pelayanan publik yang selanjutnya disebut Pelaksana
adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di
dalam Organisasi Penyelenggara yang bertugas melaksanakan
tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik.

nallh

BABII
RUANG LINGKUP

Pasal 2

SOP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang, yang perinciannya
sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

(1) SOP pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

a. bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;

b. bidang perdagangan dan perindustrian;

c. bidang pendapatan daerah;

d. bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

(2) Format SOP meliputi: urajan kegiatan, pelaksana, mutu baku yang
terdiri dari persyaratan/kelengkapan, waktu dan output (keluaran),
serta keterangan. . '

(3) Pelaksanaan SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
disesuaikan atas pertimbangan kebutuhan, perkembangan tuntutan
peningkatan pelayanan dan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyesuaian SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi
perubahan dan penyederhanaan tahapan dan prosedur, perubahan
dan penyederhanaan persyaratan, pérubahan pelaksana prosedur dan
perubahan dan pengurangan waktu rata-rata pemprosesan izin dan
non perizinan.
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(5) Penyesuaian SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan
oleh Bupati.

(6) DPMPTSP dan seluruh PD terkait wajib memenuhi SOP sebagaimana
ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.

(7) DPMPTSP bersama seluruh PD terkait wajib mengevaluasi SOP
pelayanan secara berkala. .

(8) DPMPTSP dan seluruh PD terkait wajib menyediakan dan
menyebarluaskan informasi berkaitan dengan SOP pelayanan kepada
masyarakat. ‘

Pasal 4

(1) Masyarakat berperan serta secara aktif dalam penerapan SOP.
(2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
a. melakukan pengawasan penerapan SOP;
b. memberi masukan dalam penerapan SOP;
c. melakukan penilaian penerapan SOP;
d. melakukan pengaduan terhadap prosedur yang tidak sesuai dengan
SOP;
e. memenuhi semua prosedur pada saat meminta layanan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

‘Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 26 Januari 2018

BUPATI KETAPANG,
Ttd

MARTIN RANTAN

Diundangkan di Ketapang
pada tanggal 26 Januari 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG,
Ttd
HERONIMUS TANAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2018 NOMOR 8
Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. K PANG,

7

EDY RADIANSYAH, SH, MH
NIP. 19709617 200003 1 001




LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KETAPANG

NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN
DAN NON PERIZINAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG, BIDANG PERDAGANGAN DAN INDUSTRI,
BIDANG PENDAPATAN DAERAH DAN BIDANG ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DAN.PENCATATAN SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KATAPANG

. |
1. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang:

SOP Pelayanan Izin Mendirikén Bangunan (IMB)

. SOP Pelaksanaan Review Gambar Teknis IMB secara Elektronik
SOP Peninjauan dan Inspeksi Lapangan IMB

. SOP Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dengan Retribusi
SOP Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tanpa Retribusi
SOP Review Perizinan dan Non Perizinan Secara Elektronik
SOP Peninjauan dan Inspeksi Lapangan

. S0P Penanganan Pengaduan

SOP Pelayanan Pembetulan atau Perbaikan Surat/Sertifikat Izin
SOP Pelayanan Keberatan dan Ba.ndmg

. SOP Pelayanan di Front Office
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Bidang Perdagangan dan Perindustrian:

SOP Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tanpa Retribusi
SOP Review Perizinan dan Non Perizinan Secara Elektronik

SOP Peninjauan dan Inspeksi Lapangan

SOP Penanganan Pengaduan

SOP Pelayanan Pembetulan atau Perbaikan Surat/Sertifikat Izin
SOP !Pelayanan Keberatan dan Banding

SOP Pelayanan di Front Cffice

. SOP ;Pelayanan Perizinan Secara Paralel

PR 00 TP

Bidang Pendapatan Daerah:

SOP Pendaftaran dan Pendataan

SOP Penetapan

SOP Pembayaran Pajak

SOP Permohonan Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak
SOP Penagihan

SOP Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan Dan
Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administrasi

SOP Keberatan dan Banding

SOP Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

e oo TP
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Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil:

SOP Pelayanan Kartu Keluarga (KK)

. SOP Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-e¢l)
SOP Pelayanan Akta Catatan Sipil

. SOP Pelayanan Surat Keterangan Pindah

SOP Pelayanan Secara Paralel/Simultan

SOP Pelayanan Pembetulan atau Perbaikan KK/KTP-el/Surat
Keterangan Pindah

SOP Pelayanan Pembetulan atau Perbaikan Akta Catatan Sipil
. SOP Pelayanan Pengaduan/Keluhan Pelanggan
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KATAPANG

SOP Pelayanan Izin Mend1r1kan Bangunan (IMB)

SOP Pelaksanaan Review Gambar Teknis IMB secara Elektromk
SOP Peninjauan dan Inspeksi Lapangan IMB

SOP Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dengan Retribusi
SOP Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tanpa Retribusi
SOP Review Perizinan dan Non Perizinan Secara Elektronik
'SOP Peninjauan dan Inspeksi Lapangan

SOP Penanganan Pengaduan - '

SOP Pelayanat Pembetulan atau Perbaikan Surat/Sertifikat Izin
SOP Pelayanan Keberatan dan Banding

SOP Pelayanan dl Front Office
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PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
SEKRETARIAT DAERAH

Nomor SOP 01/0R-B/2017

Tanggal Pembuatan 08 Desember 2017
Tanggal Revisi 08 Desember 2019
Tanggal Efektif 01 Januari 2018
Disahkan oleh SEKRETARIS DAERAH

Nama Standar Operasional Prosedur (SOP)

PELAYANAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB}

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Ge'lung

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Ta:hun 2010 tentang Pedoman Pemberian Ezin
Mendirikan Bangunan ]

1. Pendidikan minimal D3/setingkat
2. Memahami ketentuan tata ruang
3. Memahami ketentuan bangunan
4, Dapat mengoperastkan program/aplikasi perizinan

Keterkaitan

Perzlatan/perlengkapan

1, SOP Pelaksanaan Review Secara Elektronik

2. SOP Peninjauan dan Inspeksi Lapangan IMB

3. SOP Pelayanan Perizinan Secara Paralel

4. SOP Pelayanan Front Office

5. SOP Pelayanan Keberatan dan Banding

6. SOP Penerbitan Produk Hukum

7. SOP Penerbitan SKRD

8. SOP Pelayanan Pembetulan atau Perbaikan Surat/Sertifikat Izin
9. SOP Penanganan Pelanggaran TMB

10. SOP Surat Masuk dan Surat Keluar

Komputer dengan Program fAplikasi perizinan
Sambungan Internet/Intranet

GPS

Alat Komuniksasi (HP atau HT)

Kendaraan Operasional

Al

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

Jika pelaksanaan prosedur tidak tertib akan mengakibatkan penumpukan berkas
permohonan dan keterlambatan penerbitan surat/izin

1. FAont Office : buku register izin
2. Tim Teknis DPMPTSP : paraf pada lembar ke-2 (untuk lembar untuk ars
3. Tim Teknis Dinas PU dan TR : pemetaan penggunaan ruang

ip)
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A. Prosedur Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK)/Advice Planning

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Tim Teknis | Tim Teknis Dinas Kepala . Keterangan
Pemohon Front Office DPMPTSP £U dan TR DPMPTSP Bupati Kelengkapan Waktu Output
Mengisi fqrm aplikasi/permohonan, menentukan tipe bangunan dan romer antian dan
1. |identifikasi awal kebutuhan persyaratan serta perhitungan awal syarat sebagalknana 3 merit berkas permohonan
retribusi Standar Pefayanan
Memberikan informasi dan penjelasan Rencana Tata Ruang Rencana Tata Ruzng
Kota, Tata Bangunan dan Lingkungan . k4 mﬁmﬁ;’f" _ )
2. |(GSB,GSS,KDB,KLB,RMJ,DMJ) untuk lokasi yang bersangkutan, (GSBGSSKOBKAE, | Bmemt [ PeTEEsEnyeng ol
penielasan tarif retribusi, serta benchmarking/modeling dengan RM;::}EE;EM
IMB yang telah terbit jika diperlukan oleh Pemohon bersangkutan
Rencana TR
A Kota,Tata Bangunan
3 Meli_akuk:lwn koqsulta_si dengan Tim Teknis apabila memeriukan Y (ssdgmm, 3 menit perjelasan yang baik ]
penjelas :n lebih lanjut RM,OM) sk dan memadal !
' lokasi yang {
[ bersangkutan }
. SOP [eview
Memproses penerbitan SKRK (cetak dan penandatanganan) 3 se-ara
4. |sebagaimana SOP Review secara Eleldronik dan SOP Surat berkas pemohonan :;‘f{'ﬁgg”;l't |1sf) SKRK e dan
Masuk dan Surat Keluar Mersu dan Surat
—l Kehzar
5 Melakukan pemberitahuan dan penyerahan SKRK kepada 3 SKRK dan tanda 3menit tanda terima yang
* |Pemochon terima penyerahan m elah tersimpen
B. Prosedur Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Pendahuluan
1 Mengisi form aplikasi/permohonan, memastikan kelengkapan 'm?; m'ﬂaflt da:a S morit borka
" |berkas dan mengurutkan sesuai nomor persyaratan mammin o edkas pematonan
Memberikan perhitungan awal perkiraan besaran retribusi, dan 3 ] -
2. |benchmarking/modeling dengan IMB yang telah terbit jika Hovrgcianton | 3menit | berkas pemonoran
diperlukan kembali oleh Pemohon
Melakukan k itasi d Tim Teknis untuk berikal ¥
elakukan konsultasi dengan Tim Teknis untuk memberikan ) penjatasan yang baik
3- | penjelasan lebih lanjut gambar teknis yang dimohonkan > berkas permotionen | 3 ment dan memadel
I
v
4 Memberikan tanda terima yang juga betisikan jadwal inspeksi dan peckas permmoh 3 merit e tort
" |namor tracking jadwal inspeksi lapangan '—ﬁ S permoncazsn mer fanda terma
'y ¥ - L/




Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Tim Teknis | Tim Teknis Dinas Kepala . Keterangan
Pemochon Front Office DPMPTSP PU dan TR DPMPTSP Bupati Kelengkapan Walktu Cutput
5 Me!akukaq ent_ry data permohonan dan upload garbar kedalam g herkas pesmohonan omenit  |dataeniry dan gembar
sistem aplikasi ter-upload
|
Mereview gambar teknis secara elektronik: L
& a. Ceklist berdasarkan tipe/kategori bangunan data entry dan gambar
" |b. Konsultasi dengan Tim Review ter-upload
c. Pemenuhan Standar Bangunan 1 hari ceidist eniry dat2 dan e
poin-peinrevist Blekironik
v/
Menyusun pain-poin revisi gambar apabila terdapat perubahan atau data entry dan gambar
7 P P
" |penyesualan ter-upload
I
Pemerosesan sesual tipe: ’
a. Tipe|, tanpa pemyataan/catatan dari lingkungan sekitar !
g, |b- Tipell, tanpa atau dengan pernyataan/catatan dari lingkungan 1
sekitar ' i
¢. Tipe lli, waji dengan pernyataan/catatan dart lingkungan 1 et kepuhusan syarat So;s:;ew
sekitar tambahan Elekirordk
Menentukan kebutuhan persyaratan tambahan untuk Tipe |l dan
g Tipe Il dengan melihat keterkaitannya dengan sektor lain (jika
" |memang diperlukan) (industri, lingkungan hidup, kebakaran, bina
marga, perhubungan, sumber daya air dan kesehatan)
Melakukan peninjauan dan inspeksi lapangan:
a. Verifikasi gambar teknis di lapangan, persetujuan atau revisi berkas permohonark N _ | SOP Perninjauan
10, gambar - - / dan cekfst entry data 1 hari Pefsaﬁ;:’::‘:‘:i" PO gan inspeksi
N n-poin revi Lapangan
b. Pematokan awal \ serta poin-poin revis
¢. Perhitungan volure rencana bangunan
1. Meriwsi a!au mer_nperbatkl gambar telmis sesuai poin-pzoin revisi poir-poinrevii 2hart renist gambar
Tim Teknis apabila terdapat perubahan atau penyesuatan
y i
12 Meminta pemyataan/catatan dari lingkungan sekitar dengan pemy;t‘_;’::c‘mm shart Ca;:f‘e:j:‘ﬁan:bﬁ:a "
* |memperlihatkan gambar yang telah di verifikasi oleh Tim Teknis dan gambar teknis keberatan
) A
13 Merivisi gambar teknis sesuai dengan catatan apabila ferdapat cataten pertmbangan 2 bari evist garmbar
* | pertimbangan atau keberatan dari lingkungan sekitar [j . ataukeberatan
8 L 2 & L d
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« Pelaksana Mutu Baku
No. egiatan Tim Tekni Tim Teknis DI Keterangan
Pemohon Front Office E;r:M;Tg:f mpued::,snl(nas Dgl‘?'li:’a'I!:P Bupati Kelengkapan Waktu Output &
Memproses penerbitan. SKRD (cetak dan penandatanganan) Q
14, |sebagaimana SOP Penerbitan SKRD dan SOP Surat Masuk dan perhitingan valume 1 harl SKRD SOP Pencttitan
Surat Keluar rencana bangunan SKRD
SOP
. Pelaksanaan
Mempros-es penerbltan,lMi:’: Fendahutuan (cetak dan A SKRD dan hasd Review socara
15. |penandatanganan) sebagaimana dan SOP Surat Masuk dan Surat verifikasi gambar 1 kari IMB Pendahutuan | Elektronik dan
Keluar teknis di lapangan SOP Surat
Masuk dan Surat
Kekiar
Melakukan pemberitahuan dan penyerahan SKRD dan 1MB SKRO. M8
16. ¥ N Pendatuiuan dan 2 merit tanda terima yang
Pendahuluan kepada Pemchon C \ tenda tedma telah tersimpan
] peryerahan
G. Prosedur izin Mendirikan Bangunan (IMB) Asli |
|
[
" Melakukan pemberitahuan selesainya pelaksanaan pembangunan nomar amian dan
- latau penundaan jika terjadi penundaan spratschogaimar | 3ment berkas pennohonan
2. |Mefakukan entry dan penjadwalan inspekst lapangan berkas permohonan 3menit data engi:;n tanda
\
Memberikan tanda terima yang juga berisikan Jadwal inspeksi dan
. , penyerahan tanda
3 |nomor tracking jadwa! inspeksi lapangan tenda terima Zmenit terima
Melakukan peninjauan dan inspeksi lapangan:
a. Verifikasi bangunan di lapangan, persetujuan jika telah sesuai ' )
N persetujuanvpoin-poin
dengan IMB Pendahuluan revisl gambar dan
4. |b. Revisi gambar, perhitungan ulang volume SKRD dan atau < < ,/ IMB Pendahtuan 1 hari perhitingan ulang
denda jika terjadi perubahan volume bangunan \ “““:ni’;':gn’s‘“‘
C. Pembatalan IMB dan atau pembongkaran bangunan bagi yang
melanggar
e r - . ,
5 Merivisi gambar teknis jika terdapat perubahan atau penyesuaian,
" |atau pembongkaran bangunan jika melanggar
poin-peln revisi revisi soP
0 gambarssurat 2hari gambar/bangunan Penanganan
peringatan yang telah dibongkar |Pelanggaran IMB
6 Memastikan Pemchon melakukan revisi gambar, atau
" |perhbongkaran bangunan jika melanggar ﬁj
- e * o



Pelaksana Mutes Baku
No. Kegiatan Tim Teknis | Tim Teknis Dinas Ke Keter
pala . angan
Pemohon Front Office DPMPTSP PU dan TR DPMPTSP Bupati Kelengkapan Waktu Cutput
EOP Review
Memproses penerbitan SKRD apabila terdapat revisi bar d ; i secara Elektranik
7. P p S pa pat revisi gambar dan perhifungan uang 1 hari SKRD dan SOP Surat
perhitungan ulang volume bangunan valume bangunan Masuk dan Surat
Kelar
\
) ] IMB Pendahuluan dan P5°l‘;"°“"“‘"
8. |Memproses penerbitan IMB Asli > < has] vesifist ? harl IMB Asf oP Surat wasek
J bangunan di fapangan dan Surat Kelwar
\
Melakukan pemberitahuan dan penyerahan SKRD da sli SKRD, M3 Asl dan
0. np an peny D dan IMB Asli ( ) sarda terima 3menlt tanda ferima yang
kepada Pemohon | penyerahan telzh tersimpan
1)
]
]
o ., Py °




Nomor SOP 02/0R-B/2017
PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG T el T :
Tanggal Efektif 01 Januari 2018
SEKRETARIAT DAERAH Disahkan oleh SEKRETARIS DAERAH

Nama Standar Operasional Prosedur (SOP)

PELAKSANAAN REVIEW GAMBAR TEKNIS IMB SECARA ELEKTRONIK

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana
{ 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung 1. Pendidikan minimal D3/setingkat
2. Peraturan Pemerintah Nomar 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 2.  Memahami ketentuan tata ruang
Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung ) 3, Memahami ketentuan bangunan
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian 1zin 4. Dapat mengoperasikan program/aplicasi perizinan

Mendirikan Bangunan |

Keterkaitan Peralatan/periengkapan

1. SOP Pelayanan lzin Mendirikan Bangunan (IMB) 1. Komputer dengan Program fAplikasi perizinan

2. SOQP Peninjauan dan Inspeksi Lapangan IMB 2, Sambungan Internet/Intranet

3. SOP Pelayanan Perizinan Secara Paralel 3. GPS

4. SOP Pelayanan Front Office 4. Alat Komuniksasi (HP atau HT)

5. SOP Pelayanan Keberatan dan Banding 5. Kendaraan QOperasional

6. SOP Penerbitan Produk Hukum .

7. SOP Penerbitan SKRD

8. SOP Pelayanan Pembetulan atau Perbalkan Surat/Sertifikat Izin

9. SOP Penanganan Pelanggaran IMB

10. SOP Surat Masuk dan Surat Keluar

Peringatan Pencatatan dan pendataan
Jika pelaksanaan prosedur tidak tertib akan mengakibatkan penumpukan berkas 1. Front Office + buku register izin
permohonan dan keterlambatan penerbitan surat/izin 2. Tim Teknis DPMPTSP : register upload gambar

3. Tim Teknis Dinas PU dan TR : register review gambar




Prosedur Pelaksanaan Review Gambar Teknis IMB Secara Elektronik

Pelaksana WMutu Baku
No. Kegiatan - - wakt Output Keterangan
Tim Teknis DPMPTSP Tim Teknis Dinas PU dan TR Pemehon Kelengkapan aktu P
Memastikan seluruh tugas entry data terisi dengan benar dan berkas permehonan ) data enlry dan
1. |menjamin keberhasilan upload gambar teknis dengan ( ) ."’":;ci"":;:;;’ Smenit gambar tet-upload
berpedoman pada best practice checkiist practen
Memastikan Tim Teknis OPD terkait metakukan review secara data entry dan ] nolifkasikonfimasi
2. |elektronik dengan melihat ketersediaan akun akdif dan alternatif < - Sambarteruplosd, 3 merit atau aematy
pengganti keanggotaan Tim aar® perds
3 Melakukan review dan ceklist berdasarkan tipefkategori dan
" |kriteria yang telah ditentukan:
a. review dengan berpedoman pada best practice checklist
penjadwalan review manual jika kriteria tidak
b. memungkinkan (gambar teknis terlalu kompleks atau I
lainnya) ‘
permintaan pengulangan upload jika gambar tidak f
c. memenuhi ketentuan pencetakan (jenis file, margin, data entry dan data erlry dan
enamaan, dll) pambas ter-uplaad persetuuanipenanda
s . 3 serta pedoman best angambar dan poin-
\ proclics chocklist poin revist SOP Revow
Memastikan seluruh tugas cellist review Lerisi, manyetujui atau 1 hart Etektrarik dan
4. |menandai gambar apabila terdapat revisi, dan memastikan SOP Sural
i : Masuk dan
keberhasilan review ot foar
5 Menyusun poin-pein revisi gambar apabila terdapat perubahan
* |atau penyesuaian .
. . . - 3 ifiaslionfimasi
& Me_rnasnkan Tim Teknis DPMPTSP menerima penjadwalan r Jadvral dan nolifikast ndd:"ua:am!“.
" |review manual atau mengulangi upload gambar - upload
7. |Melakukan pemberitahuan kepada Pemchon: \]/—
a. jadwal perternuan bersama Tim Teknis Dinas PU dan PR di jtwalatav peinpoin| g ey konfirmasi
- |- Kantor DPMPTSP jika dilakukan secara review manual . fevist
b. jika ada revisi teknis atau perbaikan ketentuan gambar |
- -nand;
8 Melakukan review manual bersama Pemchon dan Tim M » qambar telais 1 hasi ';Tgmm::,“l: ,,,.,:
- |DPMPTSP untuk gambar teknis kompleks atau lainnya | poin revisi
g Merivisi atau memperbaiki gambar teknis sesuai poin-poin revist penandaan gamhar 2 harf revist gambar
* | Tim Teknis apabila terdapat perubahan atau penyesuaian dan poir-pein revisl
_ ]
10. |Melakukan peninjauan dan inspeksi lapangan:
a. inspeksi IMB Pendahuluan N ;:";;fm” el perselupan aau poln
b. inspeksi IMB Asli ‘ é serta pol-paln revist pant
F Y -
.

-




Mutu Baku

Pelaksana

No. Kegiatan _ _ . Keterangan
Tim Teknis DPMPTSP Tim Teknis Dinas PU dan TR Pemchon Kelengkapan Waktu Output
Merivisi alau memperbaiki gambar teknis Sesuai poin-poin revisi
1. |Tim Teknis apabila kembali terdapat perubahan atau poln-gon revisi 2t cevisi gambar
penyesuaian pada inspeksi lapangan
— 1
Melakukan scaning dan upload gambar yang telah di teview gamhar teknis yang .
5 ams
12. secara manual dan telah diinspeksi lelah dreview ment gamtar er-pioad
Melakukan scaning dan upload gambar yang telah di dilakukan revisi gambar sesuzi .
. - A 5 menit mbar ter-upload
13. perubahan/penyesuaian sesuai inspeksi lapangan | inspeiesd tapangan = garart
1
14, Menyetujui gambar secara elektronik dengan berpedoiman a:;;: remr; ) 1 hari persetujuanter-eniry

kepada best practice persetujuan secara elektronik

X\

‘.../‘,..“
/



PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
SEKRETARIAT DAERAH

Nomor SOP ‘ 03/0R-B/2017

Tanggal Pembuatan 08 Desember 2017
Tanggal Revisi 08 Desember 2019
Tanggal Efektif 01 Januari 2018
Disahkan oleh SEKRETARIS DAERAH

Nama Standar Operasional Prosedur (SOP)

PENINJAUAN DAN INSPEKSI LAPANGAN IMB

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

! 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin

| Mendirikan Bangunan

1.

2.
3.
4

Pendidikan minimal D3/setingkat
Memahami ketentuan tata ruang
Memahami ketentuan bangunan ;
Dapat mengoperasikan program/aplikasi perizinan

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

1. SOP Pelayanan lzin Mendirikan Bangunan {IMB) 1. Komputer dengan Program /Aplikasi perizinan

2. SOP Pelaksanaan Review Secara Elekironik 2. Sambungan Internet/Intranet

3. SOP Pelayanan Perizinan Secara Paralel 3. GPS

4. SOP Pelayanan Front Office 4. Alat Komuniksasi (HP atau HT)

5. SOP Pelayanan Keberatan dan Banding 5. Kendaraan Operasional

6. SOP Penerbitan SKRD :

7. SOP Penanganan Pelanggaran IMB

8. SOP Surat Masuk dan Surat Keluar

Peringatan Pencatatan dan pendataan
Jika pelaksanaan prosedur tidak tertib akan mengakibatkan penumpukan berkas 1. Front Office : buku register izin
permohonan dan keterlambatan penerbitan suratfizin 2. Tim Teknis DPMPTSP : register peninjauan dan inspeksi lapangan

3. Tim Teknis Dinas PU dan TR : ceklist form dan berita acara
L\ &

® .



Prosedur Peninjauan dan Inspeksi Lapangan 1MB
Pelaksana Muty Baku
No. Kegiatan n Keterangan
9 Front Office Pemohon Tim Teknis OPMPTSP | 1 oons DN P | Ketengkapan | Waldu output
Memberikan informasi jadwal inspeksi dan nomor tracking
. liadwal inspeksi lapangan:
a. iqspe!fsi_]MB Pendahuluan, 2 hari setelah gambar teknis berkas permahonzan
1. disetujui { ] dan pedoman best 3 menit tanta terima
b. inspeksi IMB Asli, 2 hari setelah pemberitahuan Pemohon practics checkiist
c. inspeksi lain jika diperlukan, sebelum IM8 Asli diberikan
Mempersiapkan lokasi pembangunar, pematokan batas tanah X permbestiabuan batas tanah dan
2. |dan patek rencana bangunan setelah menerima pemberitahuan ] perselujuan gambar 2 hari rencana bangunan
petsetujuan gambar teknis (IMB Pendahuluan) leinis telah dipatok
Melakukan pemberitahuan selesainya pelaksanaan berkas permohenan ]
3. pembangunan atau penundaan jika terjadi penundaan (IMB Asli) | MBASE 3 ment tanda tefima
/
i
Meminta penjadwalan atau perubahan jadwal inspeksi via nomor| { .
4. |resmi atau jalur SMS resmi DPMPTSP jika dalam tenggat waktu ¢ tanda terima 3 menit p‘:‘;‘:x;‘“
di atas inspeksi belum dilakukan l
Memastikan Tim Teknis OPD terkait menerima dan melakukan
5 kanfirmast penjacdwalan secara elektrenik atau via telpon dengan aﬁ:ﬁ:‘:’ "I";: . & moit ""“:!:I‘;‘:r“faﬂ“i
‘ kme[ihat k;ters_?_diaan akun aktif dan alternatif pengganti sirta daftar :;mt&: penggant]
eanggotaan Tim
Memastikan jadwal kunjungan lapangan dapat berjalan dengan 5 nu“f;'ﬁsiaf;wnﬁmfﬂsi . N —
. . . . .- atau altemati menil . = lan sarpras
6. |baik, pada setiap hari kerjz, dart jam 08.000 5.d 16.00WIB penggart, dan 08.00) alam ondisl bak
dengan dukungan SDM dan sarpras yang memadai sarpras
Melakukan peninjauan dan inspeksi lapangan:
a. Verifikasi gambar teknis di lapangan, persetujuan atau revisi
gambar (IMB Pendahuluan) l'_l berkas permohenan
7. |b. Verifikasi bangunan di lapangan, persetujuan atau revisi | } > atau IMB
qambar atau pembatalan/pembongkaran {IMB Asfi) [ \ Pendahutuan
€. Pematokan atau pengukuran ulang
d.  Perhitungan velume rencana bangunan atau bangunan jadi Pe’s‘*_“fi"ﬂx"‘":"‘"
revisi garnbar dan
1 hari perhifungan valumz
o . . . SKRD/surat
8. It\ﬂﬁggl;:: gf:rr:n dan berita acara yang diperlukan secara manual torm dei berita acara peringatan
P . persetujuan/poin-pain SoP
Menyetujui gambar atau bangunan secara elektronik dengan revisi gambar dan Pelaksanaan
9. |berpedoman kepada SOP Pelaksanzan Review Secara CD perhitungan vohume Review
Elektronik SKRD/swat Secara
peringatan Elektronk

[

¢ J



PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
SEKRETARIAT DAERAH

Nomor SOP 04/0R-B/2017

Tanggal Pembuatan 08 Desember 2017
Tanggal Revisi 08 Desember 2019
Tanggal Efektif 01 Januari 2018
Disahkan oleh SEKRETARIS DAERAH

Nama Standar Operasional Prosedur (SOP)

PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DENGAN RETRIBUSL

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah

3. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedl |dukan Susunan Orgarnisasi, Tugas dan

Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan” “ata Ruang

4. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016 tentang Ked "Jdukan, Susunan Qrganisasi, Tugas dan

Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Pendidikan minimal D3/setingkat
2. Memahami ketentuan perizinan dan non perizinan
3. Dapat mengoperasikan program/aplikasi perizinan

Peralatan/perlengkapan

Keterkaitan

1. SOP Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tanpa Retribusi 1. Komputer dengan Program fAplikasi perizinan
2. S0P Pelaksanaan Review Perizinan dan Non Perizinan Secara Elektronik 2. Sambungan Internet/Intranet
3. SOP Peninjauan dan Inspeksi Lapangan 3. GPS

4. SOP Pelayanan Perizinan Secara Paralel 4. Alat Komuniksasi (HP atau HT)
5. SOP Pelayanan Front Office 5. Kendaraan Operasional

6. SOP Pelayanan Keberatan dan Banding

7. SOP Penerbitan Produk Hukum

8. SOP Penerbitan SKRD

9. SOP Pelayanan Pembetulan atau Perbalkan Surat/Sertifikat Izin

10. SOP Surat Masuk dan Surat Keluar

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

Jika pelaksanaan prosedur tidak tertib akan mengakibatkan penumpukan berkas
permohonan dan keterlambatan penerbitan surat/izin

1. Front Office : buku register izin
2. Tim Teknis DPMPTSP : register upload persyaratan
3. Tim Teknis Dinas PU dan TR : register review persyaratan

"



Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dengan Retribusi

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan 1 i Tim Teknis O Keterangan
Pemohon Front Office E:‘J;_]Fg:f m Tir:;?t FD Dg;’;{gp Bupati Kelengkapan Waktu Output g
Mengisi form aplikasi/permohonan, menentukan tipe ata jenis antian dan
1. |usaha, identifias! awal kebutuhan persyaratan dan perhitungan syarat sebagaimana 3 menit berkas permohanan
awal retribusi Standar Pelayanan
Memberikan informasi dan penjelasan kebutuhan perizinan untuk \
, |usaha yang bersangkutan, penjelasan tarif retribusi, serta Pesda, Pertup dan amemy | Peicasanyangbak
" |benchmarting/modelling dengan perizinan yang tetah terbit jika Standar Pelayanan dan memadal
diperlukan oleh Pemohen
\ -
Melakukan konsultasi der;gan Tim Teknis apabila memeriukan periclasan yang baik
. ! yang bai
3- | penjetasanlebih lanjut j berkes permohenan | 3menit dan memadai
f
i
Memberikan tanda terima yang juga berisikan nomor tracking
4, |kemajuan pemrosesan, serta jadwal dan nomer tracking inspeksl beskas permohonan 3 menit tanda lerima
lapangan Jlka memerukan kunjungan lapangan.
|
N
Melakukan entry data permohonan dan upload dokumen kedalam data entry dan
5. lsistem aplikasi berkes pemohonan omenlt | jomen terepload
Mereview kelayakan secara elektronik: SOP Review
v secara
a. Celdist berdasarkan tiperkategori usaha
5. . . celdist entry data dan
b. Konsuitasi dengan Tim Review poin-poln kelayakan
¢. Pemnenuhan Standar Teknis dan Ketentuan
Pemerosesan sesuat tipe: S0P Review
. f secara
a. Kecil caia entry dan 1 Keputusan syarat
dokum! ~uploal
7. b. Menengah enterpioad tambahan
¢. Besar
8 Menyusun poin-poin pemenuhan kelayakan apabila terdapat
* |kekurangan atau ketidaklengkapan poin-poin kelayakan
Melakukan peninjauan dan inspeksi lapangan jika dipetiukan: h
o 2 Verifikasi kelayakan di lapangan, persetujuan atau penolakan — dan ce‘?f:.lnm d:; Tt metzu:‘x\:;{m Si::;:pnéifn
. serta poin-poin pengs
b. Pemeriksaan dan penelitian g ketayakan poin kelarangan Lapangan
¢. Perhitungan volume retribusi
) | ,
) » *

¢



Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan i . OFD _ Keterangan
& Pemohon Frant Office 1[-;;‘::";;; Tim ;2'::;; P Dg:nﬁ;p Bupati Kelengkapan Waktu Output
Melengkapi atau memenuhi ketentuan sesuai poin-poin/catatan Tim g o
keku 2 hari han ketentu
10. |teknis apabila terdapat kekurangan atau ketidakengkapan pol-pein kelurengen : pemendEnketemuan
Memproses surat penolakan (cetak dan penandatanganan) bagi A poiepoi
11. |permohonan yang tidak layak sebagaimana SOP Surat Masuk dan wetidaklayakan/ alasan 1 hari Surat Penclakan
Surat Keluar . penolakan
Memproses penerbitan SKRD (cetak dan penandatanganan) ) o penertia
12. |sebagaimana SOP Penerbitan SKRD dan SOP Surat Masuk dan Pe”""r‘ggfb:;’m“ SKRD et
Surat Keluar i
|
1 hari
|, SOP Review
secara
Memproses penerbitan izin (cetak dan penandatanganan) - s,’aoaan ‘ | Bxektronkdan
Jaan SertfikavSurat Lz
13. |sebagaimana dan SOP Surat Masuk dan Surat Keluar - pers stuuan izin " | sopswat
Masuk dan Surat
Kehsar
; ; - SKRD, SertifikavSurat
14, ri\jll:ll:l;zokin pemberitahuan dan penyerahan SKRD dan Izin kepada (j i s tand torima 3rmerit tatreul:l::I :teeg;::gg
penyershan
® " ® R




PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
SEKRETARIAT DAERAH

Nomor SOP 05/0R-B/2017

Tanggal Pembuatan 08 Desember 2017
Tanggal Revisi 08 Desember 2019
Tanggat Efektif 01 Januari 2018
Disahkan oleh SEKRETARIS DAERAH

Nama Standar Operasional Prosedur (SOP)

PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN TANPA RETRIBUSI

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1.
2,

3.

4.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah i

Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organ'isasi, Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang f

Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Orga iisasi, Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modan dan Pefayanan Terpadu Satu Pintu

1. Pendidikan minimal D3/setingkat

2. Memahami ketentuan perizinan dan non perizinan
3. Dapat mengoperasikan program/aplikasi perizinan

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan

1. SOP Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dengan Retribusi 1. Komputer dengan Program /Aplikasi perizinan
2. SOP Pelaksanaan Review Perizinan dan Non Perizinan Secara Elektronik 2. Sambungan InternetfIntranet
3. SOP Peninjauan dan Inspeksi Lapangan 3. GPS

4. SOP Pelayanan.Perizinan Secara Paralel 4. Alat Komuniksasi (HP atau HT)
5. SOP Pelayanan Front Office S. Kendaraan Operasicnal

6. SOP Pelayanan Keberatan dan Banding

7. SOP Penerbitan Produk Hukum

8. SOP Penerbitan SKRD

9. SOP Pelayanan Pembetulan atau Perbaikan Surat/Sertifikat Izin

10. SOP Surat Masuk dan Surat Keluar

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

Jika pelaksanaan prosedur tidak tertib akan mengakibatkan penumpukan berkas
permohonan dan keterlambatan penerbitan surat/izin

1. Front Office
2. Tim Teknis DPMPTSP
3. Tim Teknis Dinas PU dan TR

: buku register izin
: register upload persyaratan
: register review persyaratan




A. Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tanpa Refribusi

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan ' i i s 0 Keterangan
g Pemochon Front Office E‘;‘J;:_‘g:f Tim ;Zl:;u:t PD DE;F;I!;P Bupati Kelengkapan Waktu Output
.. . . - s nemor enfian dan
1. Mengisi forrn ap‘llkasqpermohonan, menentukan tipe atau jenis syaral sebagaimana 3 menit berkas permotionan
usaha dan identifikasi awal kebutuhan persyaratan Stardar Pelayanan
Memberikan informasi dan penjelasan kebutuhan perizinan untuk k4 _
2. |usaha yang bersangkutan, serta benchmarking/modefing dengan g;ﬁ’:'f;“;aﬂ:ﬁ ament | Poripasan yenabalk
perizinan yang telah terbit jika diperiukan oleh Pemahon
N
Melakukan konsultasi dengan Tim Teknis apabila menerlukan penjelasan yang balk
3 |penjetasan lebih lanjut berkas permohonan | 3ment dan memadal
+
. . . - . W
4 Memt?enkan tanda terima yang juga berisikan nomor tracking beskas pemnohonan 3menit tanda terima
kemajuan pemrosesan
1
N
Melakukan entry data permohonan dan upload dokumen kedatam data entry dan
5 |sistem aplikasi berkes permotionzn | 10ment g pon terupload
Mereview kelayakan secara elekironik:
a. Ceklist berdasarkan tipe/kategori usaha b4 )
6 . , - 9 \ ceklist entry data dan SOP Revigw
. [b. Konsultasi dengan Tim Review < poinpoinkelayaian | oo
¢, Pemenuhan Standar Teknis dan Ketentuan, persetujuan alau /
penolakan
Pemerosesan sesuai fipe: ]
. b4 data entry dan ;
. a. Kegcil dokumen ter-upload  hai kepuusansyarat | SOF Review
* 1b. Menengah tambatian Eekonik
¢. Besar
Menyusun poin-poin pemenuhan kelayakan apabila terdapat
8 kekurangan atau ketidaklengkapan poin-poin kelay
3\
9 Melengkapi atau memenuhf ketentuan sesuai poin-poin/catatan Tim S - e
* |Teknis apabila terdapat kekurangan atau ketidaklengkapan T é porpan wn f




Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Tim Teknis Tim Teknls OPD "Kepala K Keterangan
Pemohoen Front Office DPMPTSP Terkait DPMPTSP Bupati Kelengkapan Waktu Output
Memproses surat penolakan (celak dan penandatanganan) bagi @ peinpoin
10. |permohaonan yang tidak layak sebagaimana SOP Surat Masuk dan ketidaklayakan/ alasan harl Surat Penolaken
Surat Keluar penolakan SOP Review
secara
Elektrontk dan
SOP Sural
Masuk dan Surat
11 Memproses penerbitan izin (cetak dan penandatanganan) Persetian d 1 b SertTkeVSal it Kehar
* |sebagaimana dan SOP Surat Masuk dan Surat Keluar ian 2 ‘
i . SertifikaVSurat kzin {ana terima yang
12. |Melakukan pemberitahuan dan penyerahan Izin kepada Pemchon dan tanda terinm 3menit teiah tersi
mpan
penyerahan
i
L]
" « L
K 2



PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
SEKRETARIAT DAERAH

Nomor SOP 06/0OR-B/2017

Tanggal Pembuatan 08 Desember 2017
Tanggal Revisi 08 Desember 2019
Tanggal Efektif 01 Januari 2018
Disahkan oleh SEKRETARIS DAERAH

Nama Standar Operasional Prosedur (SOP)

PELAKSANAAN REVIEW PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SECARA
ELEKTRONIK

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisast, Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah '
2. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
3. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

!
r
:

1.
2.

Pendidikan minimaj D3/setingkat
Memahami ketentuan perizinan dan non perizinan
Dapat mengoperasikan program/aplikasi perizinan

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

1. SOP Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dengan Retribusi
2. SOP Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tanpz Retribusi

3. SOP Peninjauan dan Inspeksi Lapangan

4. SOP Pelayanan Perizinan Secara Paralel

5. SOP Pelayanan Front Office

6, SOP Pelayanan Keberatan dan Banding

7. SOP Penerbitan Produk Hukum

8. SOP Penerbitan SKRD

9, SOP Pelayanan Pembetulan atau Perbaikan Surat/Sertifikat Izin
10. SOP Surat Masuk dan Surat Keluar

ik whe=

Komputer dengan Program fAplikasi perizinan
Sambungan Internet/Intranet

GPS

Alat Komuniksasi (HP atau HT)

Kendaraan Operasional

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

Jika pelaksanaan prosedur tidak tertib akan mengakibatkan penumpukan berkas
permohonan dan keterlambatan penerbitan surat/izin

1.
2.
3.

front Office : buku register izin
Tim Teknis DPMPTSP : register upload persyaratan
Tim Teknis Dinas PU dan TR : register review persyaratan

)



Prosedur Pelaksanaan Review Perizinan dan Non Perizinan Secara Elektronik

Pelaksana Mutu Baku
Ne, Kegiatan _ _ _ _ _ Keterangan
Tim Teknis DPMPTSP Titm Teknis OPD terkait Pemohon Kelengkapan waktu Output
Merr_last!kan seluruh_ tugas entry data terisi dengan benar dan berkas pemmahonan data erery dan
1. |menjamin keberhasilan upload dokumen persyaratan dengan dan pedoman best 5 menit persyaratan tee
berpedoman pada best practice checklist practica chackiist upload
Memastikan Tim Teknis OPD terkait melakukan review secara data entry dan solifikasikonfimasi
2. |elektronik dengan melihat ketersediaan akun akiif dan alternatif "g’a:f“;;' 3 metit atau akematif
anti k n Ti upioad, seta datlar pengganti
pengganti keanggotaan Tim alamdtim,
3 Melakukan review dan ceklist berdasarkan tipe/kategori dan
* | kriteria yang telah ditentukan:
a. review dengan berpedoman pada best practice checklist A
b penjadwalan review manual jika kriterta tictak
" memungkinkan (perizinan tertalu kempleks atau lainnya) J
c. permintaap per]gulanganjika upload persyaratan tidak { data ertry dan data entry dan
memenuhi (jenis file, penamaan, dlj I persyaratan ter- persetujuan/penanda
;) upload serta :;:ersyaralan dan .
pedoman best tan pemenuhan | SOP Review
e CRY \
Memastikan seluruh tugas ceklist review terisi, menyetujui atau practice checkist ketentuan secara
4. |memberi catatan apabila tidak memenuhi ketentuan, dan l 1hant Eg';;’;";:f"
memastikan keberhasilan review Masuk dan
Surat Keluar
. \
5 Menyusun catatan pemenuhan ketentuan apabila terdapat
" [kekurangan afau ietidaklengkapan
- - 0 \ . -
8 Memastikan Tim Teknis DFMPTSP menetima penjadwalan 2wt dam ks :D"ﬁkas‘fkonﬂmasi
> |review manual atau mengutangi upload persyaratan Jagwat dan notifikasi an ""{f;:;““ ter-
7. [Melakukan pemberitahuan kepada Petnohon: J
8. jadwal pertemuan bersama Tim Teknis OPD terkait i
il : fadwal atau catztan 5 menit korfinmast
Kantor DPMPTSP jika dilakukah secara review manual pemenuhan
b. jika ada catatan pemenuhan ketentuan {
A
8 Melakukan review manual bersama Pemohon dan Tim " berta - nersemwnf;:enadnda
- | DPMPTSP untuk perizinan yang kompleks atau lainnya ekas persyaratan e ::t::-f;:: s
g Memenuhi dan melengkapi sesual catatan Tim Teknis apabila penandaan ot
- |terdapat catatan pemenutan ketentuan | c;‘;’;’:;:::mn i calatan pemenuhan
<
10. [Metakukan peninjauan dan inspeksi lapangan: ?
. p J 3¢ pang \J— berkas permohonan
a.. Inspeksl utama . . , I | dan ::‘I;ﬁ::;g data 1 hari . plertsetujuan atau
b. inspeksi lanjutan (jika diperlukan) Eﬁ pemmmnn catatan pemenunan

ﬁ‘\')

L J

@



Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan N i N - Ketarangan
Tim Teknis DPMPTSP Tim Teknis OPD terkait Pemohon Ketengkapan Waktu Otitput
Memenuhi dan melengkapi sesuai catatan Tim Teknis apabila
1. |kembali terdapat catatan pemenuhan ketentuan pada inspeksi catatan pemendhan 2 hari P meman
lapangan
|
12 Melakukan scaning dan up‘!oad pe(syaratan yang telah di review | persyarzian yang Sment persysratan ter-
* |secara manual dan telah diinspeksi telah direview upload
Melakukan scaning dan upload persyaratan yang telah di pemenuhan
" . . persyaratan ter-
13- | ditakukan perubahan/penyesuaian sesuai inspeksi lapangan i::;zm:::;‘:‘n §menl Lpload
!
14 Menyetujul perizinan dengan berpedoman kepada best practice tala eniry dan .
* |persetujuan secar elektronik persz';;rl:t;n ter- hari perpetuuan ter-entry
I
” L . @)



Nomor SOP (7/0R-B/2017
T | Pembuata 08 Desember 2017
PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG D = Dosember 2013
Tanggal Efektif 01 Januari 2018
SEKRETARIAT DAERA_H Disahkan oleh SEKRETARIS DAERAH

Nama Standar Operasional Prosedur {SOP}

PENINJAUAN DAN INSPEKSI LAPANGAN

Ipasar Hukum Kualifikasi pelaksana
1. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 1, Pendidikan minimal D3/setingkat
Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah 5. Memahami ketentuan perizinan dan non perizinan
2. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 3. Dapat mengoperas’ikan program/aplikasi perizinan

Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
3. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan "
Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu [

Keterkaitan Peralatan/periengkapan

1. SOP Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dengan Retribusi 1. Komputer dengan Program /Aplikasi perizinan

2. SOP Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tanpa Retribusi 2. Sambungan Internet/Intranet

3. SOP Peninjauan dan Inspeksi Lapangan 3. GPS

4. SOP Pelayanan Perizinan Secara Parale! 4, Alat Komuniksast (HP atau HT)

5. SOP Pelayanan Front Office . 5. Kendaraan Operasional

6. SOP Pelayanan Keberatan dan Banding

7. SOP Penerbitan Produk Hukum

8. SOP Penerbitan SKRD

9. SOP Pelayanan Pembetulan atau Perbaikan Surat/Sertifikat Izin

10. SOP Surat Masuk dan Surat Keluar

Peringatan Pencatatan dan pendataan
Jika pelaksanaan prosedur tidak tertib akan mengakibatkan penumpukan berkas 1. Front Office . - buku register izin
permohonan dan keterlambatan penerbitan suratfizin 2. Tim Teknis DPMPTSP : register upload persyaratan

3, Tim Teknis Dinas PU dan TR : register review persyaratan

f 4 | . P



Prosedur Peninjauan dat Inspeksi Lapangan

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan _ Keterangan
Front Office Pemohon Tim Teknis DPMPTSP | Tim Teknis OPD terkait| Kelengkapan Waktu Qutput
Memberikan informasi jadwal inspeksi dan nomor tracking
jadwal inspeksi lapangan:
a. inspeksiutama, 2 hari sefelah berkas lengkap
1. |b. inspeksilanjutan Gika pada inspeksi utama pemohon belum @ B i | ament andia terima
dapat memenuhi ketentuan), 2 hari setelah pemberitahuan prectice cheektist
Pemohon
c. inspeksilain jika diperiukan, sebelum izin diberikan
. 3 jadwat Inspeiesi alau
2. |Mempersiapkan lokasi dan pemenuhan ketentuan i darl 2 tarl kesiapaninspeisi
Tim Teknis
Meminta penjadwalan atau perubahan jadwal inspeksi metalui N | i
3. |nomer resmi atau jalur SMS resmi DPMPTSP jika dafam tenggat | Yanda teima 3 menit .,'Z",Iféi‘;':,.
waktu di atas inspeksi belum dilakukan ( :
Memastikan Tim Teknis OPD terkait menerima dan melakukan [ data éniry dan
a konfirmasi penjadwalan secara elektrenik atau via telpon dengan ) persyatatan ter- & et notifikasi/konfimasl
- |melihat ketersediaan akun akiif dan alternatif pengganti vplozd, sesta dattar e a'ﬁ:::;:“
keanggotaan Tim alunftim
Memastikan jadwa! kunjungan lapangan dapat berjalan dengan N retifiasikonmasi ‘
5. {baik, pada setiap hari kerja, dari jam 08.000 5.d 16.00 wiB | :e':‘g‘:a'ﬁ{"::; wmeur:m()w.au 1:3: e
dengan dukungan SDM dan sarpras yang memadai sampras
tMelakukan peninjauan dan inspeksi lapangan:
a. Verifikasi lapangan, persetujuan atau catatan pemenuhan  —
8 ketentuan l berkas permohonan
" |b. Pemeriksaan dan inspeksi pemenuhan ketentuan /\ ?
c. Perhitungan velume jika diperiukan
persetujuan/eatatan
1 e k;lmtuzn dan
Mengisi form dan berita acara yang diperlukan secara manual ) pertitungan vofume
7. tuli form dan berita acara SKRD/surat
ulis tangan peringatan
i persefupren/eatatan S0P
a Menyetujui permohonan secara elektronik dengan berpedoman Q kelentuanf Pelaksznazn
- |kepada SOP Pelaksanaan Review Secara Elekironik P e g:‘:x'
peringatan Elektronik

‘\I
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Nomor SOP (8/OR-B/201/
T. | Pembuata 08 Desember 2017 -
PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG e o Desmbor 2019
Tanggal Efektif 01 Januari 2018
SEKRETARIAT DAERAH Disahkan oleh SEKRETARIS DAERAH

Nama Standar Operasional Prosedur (SOP)

PENANGANAN PENGADUAN

Pasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah

2. Peraturan Bubati Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, ser‘tafTata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
3. Peraturan}Bupati Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Pendidikan minimal D3/setingkat

2. Memahami ketentuan perizinan dan non perizinan

3. Dapat mengoperasikan program/aplikasi perizinan

4. Memiliki kemampuan yang baik dalam berkomunikasi, sopan santun, ramah dan
bertanggung jawab penuh dengan pelanggan

5. - Memiliki pengetahuan dan kemampuan yang baik dalam memahami kebutuhan

Pelanggan
Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1. SOP Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 1. Komputer dengan Program /Aplikasi perizinan
2. SOP Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dengan Retribusi 2. Sambungan Internet/Intranet
3. SOP Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tanpa Retribusi 3. GPS
4, SOP Penanganan Pelanggaran IMB 4, Aat Komuniksasi (HP atau HT)
5. SOP Peninjauan dan Inspeksi Lapangan -~ 5. Kendaraan Operasional
6. SOP Pelayanan Perizinan Secara Paralel
7. SOP Pelayanan Front Office
8. SOP Pelayanan Keberatan dan Banding
9. SOP Surat Masuk dan Surat Keluar

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

Jika pelaksanaan prosedur tidak tertib akan mengakibatkan penumpukan dan
keterlambatan penanganan pengaduan

: buku register pengaduan
1 buku register pengaduan
: buku register pengaduan

1. Front Office
2. Tim Teknis DPMPTSP
3. Tim Teknis Dinas PU dan TR




~

- Prosedur Penanganan Pengaduan
Pelaksana Mutu Baku
No. Keqgiatan . Keterangan
giata Front Office TI“;P:;:;‘E::“ Pemaohon Kelengkapan Waktu Output
e
1 |Menerima pengaduan}keluhaq atau lfritik dengan lisan a_tau tertulis, baik pongaduankeluhan atau pengaduanfkeluhan atau
secara langsungfeleponitertulis/femail/sms, atau yang dimasukkan { ) Kritk dengan lisan atay & menit Keitik dengan lisan atau
kedalam ke kotak saran tertulis fertulis diterima
2 |Melakukan pencatatan setiap keluhan kedalam buku register, melakukan

konfirmasi dan klarifikasi awal:

a. keluhan secara lisan, akan tangsung diterima dengan mendengarkan pengaduanfkeluhan ateu
dan mencatat isi keluhan tersebut, diatasi atau diselesaikan pada N pengaduan/keluhan atau sesuai keperluan Kritik lisan yang dapat
waktu tersebul, atau diteruskan kepada Tim Penanganan | kritik lisan dan register diselesaikan atay
Pengaduan ditaruskan

b. keluhan secara tertulis, diteruskan kepada Tim Penanganan pengacuanfkeluhan atau _ pengaduan/keluhian atau
Pengaduan . s d : 3 menit; Kritik tertulis yang

g Kritik tertulls dan register ! diteruskan
3 |Memeriksa setiap pengaduan, melakukan kaonfirmasi dan kiarifikasi lebib l

lanjut: f

a. jika pengaduan tersebut jelas dan berdasar, maka akan dianalisa .
langsung oleh Tim, dan akan ditetapkan rencana tindak lanjut dari N pﬁ:ﬁ:::::’:g:“;’r‘t:g“ 1 jam renzana tindak fanjut
pengaduan tersebut [:L-l P >:l

b. jika pengaduan tersebut tidak berdasar atau tidak jelas, maka pengaduanfkelihan atau
pengaduan dianggap telah tertangani dan selesai untuk kemudian p‘”fg.:‘l’_"a"”‘fa'”’f:‘alfa“ 1jam Yeitik yang telah tortangeni
dicatat dalam laporan Kyitik lisan atau terlubs dan tercatat datam laporan

24 {Melakukan konfirmasi tindak lanjut kepada masyarakat yang mengajukan .

. . g : . N wonfirasi masyarakatdan
keluhan. Jika yang bersangkutan menerima hasil rencana tindak lanjut, l: . ) ) pengaduanikeluhan yeng
maka pengaduan dianggap selesai oleh Tim, dan akan dicatat dalam rencana tincak lanjut 1iam telah tertangani, serta
laporan tercatat dalam laporan

5 |Melakukan mediasi jika yang bersangkutan fidak menerima rencana

tindak lanjut, dimana Tim c{engan masyarakat akan mencari solusi \ Konfirmasi tindak farut

bersama untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan berazaskan E:j pengaduan/keluhan atau 1 hari solust bersama

pada “win-win solution”, yang berarti tidak ada yang kalah atau dirugikan kritik

atau tidak ada yang menang dalam pengaduan tersebut

6 |Meneruskan pengaduan tersebut ke Bupati Ketapang jika masyarakat N laporan penanganan
yang bersangkutan masih belum dapat menerima solusi yang ditawarkan laporan penanganan 1 hari pengaduan yang telah
pengaduan ditereskan dan tzlah
tersimpan sebagai arsip

o« ‘! y




Nomor SOP OQ{OR—B/ZbOﬂ
T 1 Pembuata 08 Desember 2017
PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG Tangga Pembaran e 2015
Tanggal Efektif 01 Januari 2018
SEKRETARIAT DAERAH Disahkan oleh SEKRETARIS DAERAH

Nama Standar Operasional Prosedur (SOP)

PELAYANAN PEMBETULAN ATAU PERBAIKAN SURAT/SERTIFIKAT IZIN

Dasar Hulkum

Kualifikasi pelaksana

1. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah )

2. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas d&n
Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
3 Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tuga, dan
Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintll

1. Pendidikan minimal D3/setingkat
2. Memahami ketentuan perizinan dan non perizinan
3. Dapat mengoperasikan program/aplikasi perizinan

Keterkaitan

Peralatan/periengkapan

SOP Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

SOP Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dengan Retribusi
SOP Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tanpa Retribusi
SOP Penanganan Pelanggaran IMB

SOP Peninjauan dan Inspeksi Lapangan

SOP Pelayanan Perizinan Secara Paralel

SCP Pelayanan Front Office

SOP Penanganan Pengaduan

SOP Surat Masuk dan Surat Keluar

CENS TR W

Komputer dengan Program fAplikas perizinan
sambungan Internet/Intranet

GPS

Alat Komuniksasi (HP atau HT)

Kendaraan Operasional

|k L

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

Jika pelaksanaan prosedur tidak tertib akan mangakibatkan penumpukan dan
keterlambatan pelayanan pembetulan atau perbaikan surat/sertifikat izin

1. Front Office : buku register petizinan dan non perizinan
2. Tim Teknis DPMPTSP - buku register perizinan dan non perizinan
3. Tim Teknis Dinas PU dan TR + buku register perizinan dan non perizinan




Pelayanan Pembetulan atau Perbaikan Surat/Sertifikat Izin

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Petugas Front Oifice B Kasl sesual jenis
L . etugas Front Office y Petugas Front Office
aya“;:::;‘::dua"’ Tim Teknis DPMETSP Penerimaan Berkas penzl;::r;;;: non Pengambilan Izin Kelengkapan Waktu Output
1 [Meminta Pemohon untuk mengisi formulir pembetulan
dengan melampirkan Surat/Sertifikat Izin asli, beserta copy @ Surat/Sertifikat Izin Ast Sur:VSSHiﬂkat Izin Asli
berkas permohonan yang bersangkutan (jika ada) dan copy berkas 5 menit an copy berkas
permohonan permehonan, Formutir
Pembetulan
2 |Memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan pada
tempat penyimpanan (jika pemohon tidak memiliki fotocopy
berkas), dan melihat kesesuaian antara berkas
permohonan dengan Surat/Sedtifikat 1zin asli:
a. Jika kesalahan pengetikan, kepada Pemohon
diberikan potongan {embar pembetulan sebagai tanda . o
terima, dan Surat/Seriifikat Izin asli dan berkas | S”'a"'ge‘“g:i;:‘" Asl Sumuiemgkfkl;ﬂﬂ Asli
s . an - an berxas
p.errnohor_laré) |y:e;\;:g1t_Jersangku.td'£§n dll;et.‘u.skan kepada peamohonan, Formute 5 menit permohonan, Formalr
Tim Teknis PTSP untuk diperbaiki ! NP Pembetulan Pembetulan
N\
b. Jika kesalahan pada berkas permohonan, kepada '\ /
Pemohon diminta agar terlebih dahulu memperbaiki Surav/Sertifikat Izn Ash Suratf?erﬁﬁkai Izin Asll
berkas, dan kemudian mengulang permohonan dan berkas s menit . oha" berkas ah
dengan menyampalkan berkas ke Petugas permahonan, Fommulir e e, don Formull
Penerimaan Berkas Pembetulan Pembelutan
3 {Memperbaiki dan melakukan pembetulan kesalahan \ -
pengetikan pada Surat/Sertifikat |zin asli, dan diteruskan l I s”"””g::'gek:a';‘“ Ali 45 manit Kumpulan
dengan prosedur reguler penerbitan Surat/Sertifikat 1zin permehanan, Formullr | perberkas Surat/Sertifkat lzin dan
Pembetilan berkas permohonan
4 |Menerima berkas pembetulan Surat/Sertifikat fzin asli |
karena kesalahan pada berkas permohonan, dan mffx;jﬂ n;f“ ‘:a" Berkas Permohonan
diteruskan dengan prosedur reguler penerbitan ot soesoui dan | 5 menit yang telah diberi
Surat/Sertifikat lzin Formulir Pembetulan nomar urut
5 |Membuat catatan pinggir pada register Surat/Sertifikat Izin - :
mengenai alasan perbaikan atau penggantian \‘J SuratSertifikat izin 5 menit 2‘:&?‘;53‘:.““““3“':;:“
Surat/Sertifikat [zin ~ perbaikan P dibukﬁ';%
{ : -
Surat/Sertifikat 12in
. . T: i
Melakukan pemberitahuan dan penyerahan Izin kepada yang telah ene::ﬂgb";khms
6. |Pemohon dibukukan, 3ment | P Mo
dicap/stempel basah, ‘t’a"ﬁ' tela
dan dipilah ersimpan

-y,




PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
SEKRETARIAT DAERAH

Nomor SOP 10{OR-B/2017

Tanggal Pembuatan 08 Desember 2017
Tanggal Revisi 08 Desember 2019
Tanggal Efektif 01 Januari 2018
Disahkan oleh SEKRETARIS DAERAH

Nama Standar Operasional Prosedur (SOP)

PELAYANAN KEBERATAN DAN BANDING

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1

Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah

Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Pendidikan minimal D3/setingkat
2 Memahami ketentuan perizinan dan non perizinan
3, Dapat mengoperasikan program/aplikasi perizinan :

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan

1. SOP Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 1. Komputer dengan Program fAplikasi perizinan
2. SOP Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dengan Retribusi 2. Sambungan Internet/Intranet

3. SOP Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tanpa Retribusi 3. GPS

4. SOP Penanganan Pelanggaran IMB 4. Alat Komuniksasi (HP atau HT)

5. SOP Peninjauan dan Inspeksi Lapangan 5. Kendaraan Operasional

6. SOP Pelayanan Perizinan Secara Paralel

7. SOP Pelayanan Front Office

8. SOP Penanganan Pengaduan

9. SOP Surat Masuk dan Surat Keluar

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

Jika pelaksanaan prosedur tidak tertib akan mengakibatkan penumpukan dan
keterlambatan pelayanan pengaduan dan banding

1, Front Office
2. Tim Teknis DPMPTSP
3. Tim Teknis Dinas PU dan TR

: buku register keberatan dan banding
: buku register keberatan dan banding
+ buku register keberatan dan banding

P

h




A. Prosedur Pelayanan Keberatan dan Banding

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan ;. T f Keterangan
°d Pemohon Front Office E‘;‘J}f‘r‘gg Tim Teknis OFD D:f;‘;?lfgp Bupati Kelengkapan |  Waktu Output
Mengisi form keberatan yang telah disediakan atau surat form keberatan tau permohonan
permohonan ;
1. permohonan keberatan disertai alasan dan argumen yang memadal m;emn sesuatleperuen keberatan
> ermohonan
Menerima formulir atau surat keberatan dan mencatatnya ke dalam permohonan P h
. i diterima
2 |Buku Register Permchonan Keberatan keberatan et ke:nmg;gzsza-
3 Meneliti kelengkapan permohenan keberatan, dan dilakukan
" |penelitian kembali: |
a. menentukan apakah keberatan tersebut mermenuhi syarat, ) permohonan ceklst entry data dan
sesuat keriteria dan atau standar ! nebea:\;n dah-r;' form % harl puln-poinr:ar;:‘na
i ata enl pemyele
b. menentukan lingkat keberatan dan pejabat pemberi keputusan f
4 [Menyusun Laporan Hasil Penelitian. untuk tingkat keberatan yang “"ﬁ:e‘:;"r::gs:" Laporan Hasi
* | dapat diselesaikan pada tingkat Dinas PMPTSP popezyezesaan Pencliian
Sharl
Menyusun Laporan Hasil Penelitian Awal untuk tingkat keberatan A cekist entry data dan Leooran Hasl
5. |yang diselesaikan pada fingkat OPD Teknis terkait dan aiau Bupati poin-pain rencana PE::;‘?:n el
Ketapang penyelesaian
Menyampaikan Laporan Hasil Penelitian dengan dilampiri surat \ Lapozan Hasi
& permohonan keberatan kepada Kepala Dinas PMPTSP untuk diteliti - Penelitian dan Surat
- |dan dipertimbangkan apakah permohonan keberatan dapat diterima Permohonan SOP Review
atau ditolak Keperatan socare
i st SSor St
Menyampaikan Laporan Hasit Penelitian Awal dengan dilampiri 3 Laporan Hasl Masuk dan Surat
5, [surat permohonan keberatan kepada Kepala Dinas OPD terkait dan Penctian Awal dan Keputusan penoialan | - Keluar
- |atau Bupati Ketapang untuk ditefiti dan dipertimbangkan apakah N Surat Pernohonan keputusan keberatan
permohonan keberatan dapat diterima atau ditolak Keberaian
o i . Leparan Hasit
6 Memfasilitasi rapat atau pertemuan penyelesaian keberatan jika Pencliian Awal dan s herd
* |diperlukan Surat Permohonan
Keberatan
N
Membuat Surat Keputusan Penotakan Keberatan untuk keberatan keputusan peaclaken Surat Keputusan
7. lyang tidak disetujui, atau Surat Keputusan Keberatan apabila Ny keberatan atau Tt | e san
disetujui keputisan keberztan Keberatan
& -

-




Pelaksana Mutu Baku e
z - r - aterangan
No. Kegiatan Pemohon Tim Teknis Tim Teknis OPD Kepala Bupati Kelengkapan Waktu Output 5
DPMPTSP terkait DFMPTSP
Melakukan pemberitahuan dan penyerahan Surat Keputusan ! tanda terima yang
8. {Penolakan Keberatan atau Surat Keputusan Keberatan kepada Iment telah tersimpan
Pemohon Sl Kepuusen
Penolakan Keberatan
atau Swrat Keputusan
Keberatan, tanda
terima dan register
9 Mencatat kedalam buku register Keputusan Keberatan dan Cj 5 menit 5";"‘“5?:”‘1;5“
" |memberi tembusan kepada pihak terkait i
B. Prosedur Pelayanan-Banding
Permghenzn dan
1. Mengajukan permohonan banding terhadap l.(eputusan-bupati D ) SainanSusat | oo pepertisan | permohonan banding
tentang keberatannya hanya kepada Pengadilan Negeri ‘| Keb em' ""ta':u”"
Melakukan pengajuan-dengan alasan yang jelas dalam jangka s phriaisoiing _
2. |waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dan dilampiri salinan Kepuusan Perlakan | S8V Kepesbian | permohorin bandng
surat keputusan keberatan tersebut Keberatan
- inspeksi d
. Keputssan Pengadilan 2n
3. |Memastikan Pemohon memenuhi keputusan Pengadilan Negeri e Nogens | sesvalketentian | e
é Keputisan Pangedianl pemenhanatas
. . . o N Negeri atau se ketentuan
4. |Memenuhi atau mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi pemehonan bandiog permohonzn banding
. ) N N
& o &
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PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
SEKRETARIAT DAERAH

Nomor SOP 11/0R-Bf2017

Tanggal Pembuatan 08 Desernber 2017
Tanggal Revisi 08 Desember 2019
Tanggal Efektif 01 Januari 2018
Disahkan cleh SEKRETARIS DAERAH

Nama Standar Operasional Prosedur (SOP)

PELAYAMNAN DI FRONT OFFICE

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah

| 2. perzturan Bupati Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fun!;si, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
3. fieraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Safu Pintu

i.

2.
3.
4.

Pendidikan minimal D3/setingkat

Memahami ketentuan perizinan dan non perizinan

Dapat mengoperasikan program/aplikasi perizinan

Memiliki kemampuan yang baik dalam berkomunikasi, sopan santun, ramah dan

“bertangguny jawab penuh dengan pelanggan

Memiliki pengetahuan dan kemamputan yang baik datam memahami kebutuhan
Pelanggan

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

1. SOP Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 1. Komputer dengan Program /Aplikasi perizinan
2. SOP Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dengan Retribusi 2. Sambungan Internet/Intranet
3. SOP Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tanpa Retribusi 3. GPS
4, SOP Penanganan Pelanggaran IMB 4, Alat Komuniksasi (HP atau HT)
5. SOP Peninjauan dan Inspeksi Lapangan 5. Kendaraan Operasional
6. SOP Pelayanan Perizinan Secara Paralel
7. S0P Penanganan Pengaduan
B. SOP Surat Masuk dan Surat Keluar -
{Peringatan Pencatatan dan pendataan

Jika pelaksanaan prosedur tidak tertib akan mengakibatkan penumpukan berkas
permohonan dan keterlambatan penerbitan suratfizin

1.
2. Tim Teknis DPMPTSP
3. Tim Teknis Dinas PU dan TR

: buku register izin dan non perizinan
: buku register upload persyaratan
: buku register review gambar/persyaratan

Front Office

")



Prosedur Pelayanan di Front Office

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Petugas Meja Tim Teknis | Tim Teknis OPD Kepala Petugas Mej P j Ket
ja etugas Meja e
Pemohon Pela;;zl:lag 1,2 DPMPTSP terkatt DPMPTSP Pelayanan 4 Pelayanan 5 Kelengkapan Walktu Output
1. |Mendaftar dan menyerahkan permohonan ke Petugas meja pelayanan untuk antrian dan
bidang perizinan dan non perizinan ( ) berkas sesual antlan | berkas permohonzn
penmohanan
2. |- Mencatat nomor pendaftaran berkas
- Memberikan resi pendaftaran
- Memeriksa kelengkapan persyaratan
- Berkas TIDAK LENGKAP dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi berka
. . s 5 menit berkas permchonan
- Berkas LENGKAP dilanjutkan ke Tim Teknis DPMPTSP selaku pengolah . permohenan
- Menginformasikan kepada pemohon jadwal verifikasi lapangan (bila
diperfukan})
3. |- Melakukan entry data dan.upload persyaratan kedalam sistem - f ,
Melakukan verifikasi tapangan bersama Tim Teknis OPD terkait \ I "ng:: dm‘::a" Pfo'?:E:;n‘e’a'n
- Memastikan Pemohon melakulan revisi gambar atau pemenuhan ketentuan, cekist dan jadwal 1bad W|W¢Eﬂ
atau pembongkaran bangunan jika melanggar } peninjauzn pemenuhan
1 {apangan ketentsan
4. |- Melakukan e-review dan verifikasi lapangan | .
- Menyetujui atau menoclak penerbitan izin/rekomendasiflainnya 4 De;k::dvla"g telah d;zf;ﬁ :2:‘9 t;?::k. s::d Pelaksanazn
- Menyusun revisl gambar atau catatan, pemenuhan ketentuan jika diperiukan cekdstdanjadwal | 1 e Penondas Tim | Beidron & 5P
penyesuaian atau perubahan peninjauan Tekisdan | Pmﬁrﬁﬂm
- Menghitung retribusi izin apangzn Pengesatian Gabar [Peic! L2panses
5. |- Mencetak surat keputusan izin / rekomendasi / lainnya - o
Mencetak surat penolakan/keterangan seperiunya berkas - draft suratsertfikat s
: 15 meni izin atau surat P Penertitan
Mencetak Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) : lmn?ﬁnsewm perberkas | pemciakan, den SKRD
6. |- Mengoreksi dan memaraf surat izin/rekomendasiflainnya k! dratt
- Meneruskan ke Kepala DPMPTSP curatisertfkatizin|  ment | Oroftsuatisertilat
yang telah dparafl izinyang telah diparaf
L
7. |- Mengoreksi dan memaraf surat Zin/rekomendasifainnya W ot
- Meneruskan ke Bupati cwateefitin|  amemt | GEsuasertfict |
| yang telah diparzf i2in yang telah ciparaf .
8. |Mengoreksi dan menandatangani surat izinfrekomendasiflainnya o
draft - suratfsertifikat izin
suratisertifikat izin 5 menil yang telah
yang feleh diparal ditandatangani
9. |Member nomor izinfrekomendasi dan menyerahkan ke petugas meja layanan, 7 — euratiserificatizn f:‘.’::‘m’ lrk}m S0P Surat Masik
serta mendokumentasikan bukli pemrosesan (arsip) yang felah Smerit  |cundoth, sua berias s Sura Kol
ditandatangani nermv?;ﬂ;n“ :::9 telah | oo elotagn Artip
10. |Menerima pembayaran retribusi berdasarkan besaran yang tefah ditetapkan di +
dalam SKRD, dan menyerahkan tanda/bukti pembayaran/pelunasannya kepada s sOP
Permohan ' ped | SKRD Bmerit | E02ke2SKRD | pooningan
ﬁ yarg felah tersimpan Retribusi

* L 4 . | .




Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Petugas Meja . - . . . : K
- Tim Teknis | Tim Teknis OPD Kepala Petugas Meja | Petugas Meja et
Pemohon Felas;aaza; 1,2 DPMPTSP terkait DPNPTSP Pelayanan 4 Pelayanan 5 Kelengkapan Waktu Qutput
11. |Menyerahkan surat izin/rekomendasifainnya ke pemohon disertai bukti Suratsertiikatizin( 3 menil Tandabuid
- Lt N yang lelah penenmaan berkas
penyerahan‘ setelah pernohon membayar retribusi izin (peayanan petizinan Q dibusakan, dicap, dan fanda/buk
dengan retribusi) dan dipilah pelunasan yang talah
tersimpan
12 M 'y - + l
1]
. |Mengisi kuisioner tingkat kepuasan pelayanan i Kuisioner tingkat
lailsioner atati N kepuasan pelayanan
sejenisnya 3 meni yang sudah dl Is|
pemechon
|
i
|
- (X




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

)

2.

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KATAPANG

Bidang Perdagangan dan Perindustrian:

S RV Y

SOP Pelayanian Perizitian dait Non Perizinan Tanpa Retribusi-
SOP Review Perizinan dan Non Perizinan Secara Elektronik
SOP Peninjauan dan Inspeksi Lapangan

SOP Penanganan Pengaduan

SOP Pelayanan Pembetulan atau Perbaikan Surat/Sertifikat Izin
SOP Pelayanah Keberatan dan Banding

SOP Pelayanan di Front Office

SOP Pelayanan Perizinan Secara Paralel

N J



PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
SEKRETARIAT DAERAH

Nomor SOP . 12/OR-B/2017

Tanggal Pembuatan 08 Desember 2017
Tanggal Revisi 08 Desember 2019
Tanggal Efektif 01 Januari 2018
Disahkan oleh SEKRETARIS DAERAH

Nama Standar Operasional Prosedur {SOP)

PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN TANPA RETRIBUSI

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1.
2.

3.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah

Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Koperast, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan
Perindustrian

Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Pendidikan minima! D3/setingkat
2. Memahami ketentuan perizinan dan non perizinan i
3. Dapat mengoperasikan program/aplikasi perizinan !

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

1
2
3
4
5.
6.
7
8
9.
1

S0P Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dengan Retribusi

SOP Pelaksanaan Review Perizinan dan Non Perizinan Secara Elektronik
SOP Peninjauan dan Inspeksi Lapangan

SOP Pelayanan Perizinan Secara Paralel

SOP Pelayanan Front Office

SOP Pelayanan Keberatan dan Banding

SOP Penerbitan Produk Hukum

SOP Penerbitan SKRD

SOP Pelayanan Pembetulan atau Perbaikan Surat/Sertifikat Izin

0. SOP Surat Masuk dan Surat Keluar

Komputer dengan Program /Aplikasi perizinan
Sambungan Internet/Intranet

GPS

Alat Komuniksasi (HP atau HT)

Kendaraan Operasional

vk o

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

Jika pelaksanaan prosedur tidak tertib akan mengakibatkan penumpukan berkas
permohonan dan keterlambatan penerbitan suratfizin

1. Front Office : buku register izin

2. Tim Teknis DPMPTSP : register upload persyaratan

3. Tim Teknis Dinas Koperasi, Usaha  : register review persyaratan
Kecil dan Menengah, Perdagangan

dan Perindustrian

‘ i

@




A. Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tanpa Retribusi
Pelaksana Mutu Baku -
Ma. Keqiatan ir 5 Tim Teknis Dinaz Kop, K la . eterangan
g Pemohon Front Office B:J ;_';;:: UKM,rPerdJagmf:: dan DP;l‘;’aTS p Bupati Kelengkapan Wakitu Output
; — " - nomor anfrian dai
1 Mengisi form aplikasi/permohenan, menentukan tipe atau jenis syaret seha;;?ma:a 3 menit berkas permotonan
* |usaha dan identifikasi awal kebutuhan persyaratan Standar Pelayanan
Memberikan informasi dan penjelasan kebutl_.lhan pen’z?nan untuk A Pecda. Perbup dan - perietasan yangbak
2. |usaha yang bersangkutan, serta henchmarking/modefiing dengan Standar Pelayanan dan memadal
perizinan yang telah terbit jika diperlukan oleh Pemohen
i .
4 |Melakukan konsultasi dengan Tim Teknis apabila memerlukan ] berkas pemihonan 3menit Pﬁ?ﬂm"gﬂ:’a“‘
" |penjelasan lebih lanjut }
i
N\
4 Memberikan tanda terima yang juga berisikan nomor tracking berkas permohonan 3 menit tanda tesima
" |kemajuan pemrosesan
5 |Melakukan entry data permohonan dan upload dokumen kedalam berkas permohonan 10 menit dmem.:;:a 4
- 77 | sistem aplikasi
Mereview kelayakan secara elektronik: .
. . . N ;
a. Ceklist berdasarkan tipefkategori usaha \ cokast enty data dan SD:e E:;ew
6. {b. Konsultasi dengan Tim Review <— poin-polnketayakan | pogan
¢. Pemenuhan Standar Teknis dan Ketentuan, persetujuan atau /
penolakan
Pemerosesan sesuai fipe:
; data entry dan 1kari SOP Review
a, Kecil dokumen ter-upicad Keputusan syarat <ecara
7. b. Menengah tomaian Elekironik
c. Besar
8 Menyusun poin-poin pemenuhan kelayakan apabila terdapat poin-poin Kelayakan
" |kekurangan atau ketidaklengkapan
v
9 Melengkapi atau memenuhi ketentuan sesuai poin-poin/catatan Tim poin-poin kekurangan 2han perenuhan Keleniuan
* | Teknis apabila terdapat kekurangan atau ketidaklengkapan | ﬁj
et - o —e—




Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Tim Teknis Tim Teknis Dinas Kop, Kepala " Keterangan
B Kelengkapan Waktu Output
Pemohcn Front Office DPMPTSP UKM.':zr;‘d';g;nﬂu:“n dan DPMPTSP upati gkap:
Memproses surat penolakan (cetak dan penandatanganan) bagi Q poin-poin
10. |permohonan yang tidak layak sebagaimana SOP Surat Masuk dan kefdekayaken/ alasan 1 i Surat Penolakan
Surat Keluar penclakan SOP Review
secara
Elekironk dan
S0P Sural
Masuk dan Sural
N 4 Kehsar
1. Memprc_:ses penerbiian izin (cetak dan penandatanganan) Persetsuan lzin 1 beari Sertifikat/Surat zin
sebagaimana dan SOP Surat Masuk dan Surat Keluar
Sertifikal/Surat fzin .
. . ! . tanda i
12. |Melakukan pemberitahuan dan penyerahan Izin kepada Pemohon i é) aen‘anda e 3 menit g f;r':aw"::g
penyerahan
{
f
I
«




PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
SEKRETARIAT DAERAH

Nomor SOP 13/0OR-B/2017

Tanggal Pembuatan 08 Desember 2017
Tanggal Revisi 08 Desember 2019
Tanggal Efektif 01 Januari 2018
Disahkan oleh SEKRETARIS DAERAH

Nama Standar Operasional Prosedur {SOP)

PELAKSANAAN REVIEW PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SECARA
ELEKTRONIK

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

3.

1. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

i Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah

2.| Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
f Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan
' Perindustrian
Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Pendidikan minimal D3/setingkat
2. Memahami ketentuan perizinan dan non perizinan
3. Dapat mengoperasikan program/aplikasi perizinan

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

1. SOP Pelayanan Petizinan dan Non Perizinan Dengan Retribusi 1. Komputer dengan Program fAplikasi perizinan
2. SOP Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tanpa Retribusi 2. Sambungan Internet/Intranet
3. SOP Peninjauan dan Inspeksi Lapangan 3. GPS

4. SOP Pelayanan Perizinan Secara Paralel 4. Aat Komuniksasi (HP atau HT)
5. SOP Pelayanan Front Office 5. Kendaraan Operasional

6. SOP Pelayanan Keberatan dan Banding

7. SOP Penerbitan Produk Hukum

8. SOP Penerbitan SKRD

8, SOP Pelayanan Pembetulan atau Perbaikan Surat/Sertifikat Izin

10. SOP Surat Masuk dan Surat Keluar

Peringatan Pencatatan dan pendataan

Jika pelaksanaan prosedur tidak tertib akan mengakibatkan penumpukan berkas
permohonan dan keterlambatan penerbitan surat/izin

1. Front Office : buku register izin

Tim Teknis DPMPTSP : register upload persyaratan

3. Tim Teknis Dinas Koperasi, Usaha  : register review persyaratan
Kecil dan Menengah, Perdagangan

™

dan Perindustrian

|

* ]




Prosedur Pelaksanaan Review Perizinan dan Non Perizinan Secara Elektronik

a. inspeksi utama
b. inspeksilanjutan {jika dipeslukar)

perkas permehonan
dan cekfisl entry data

seda catatan
pamenuban

1 hari

pareetyuan atau
catalan pefenuhan

&)

N Pelaksana Mutu Baku
0. i
Kegiatan fim Teknis DPMPTSP Tlin Teknls Dinas Kop, UKIM.‘I. Pemchan Kelengkapan wiaktn Qutput
erdagangan dan Perindustrian
Memastikan se!uruh‘ tugas entry data terisi dengan benar dan D berkas pamohanan data erdry dan
1. |menjamin keberhasilan upload dokumen persyaratan dengan dan pedaman bast 5 menit persyaratan ter-
berpedoman pada best practice checkfist practics cheekfist wpiead
Mermastikan Tim Teknis OPD terkait melakukan review secara > data erery e notifikasifoafirmast
2. elek‘tronik_dengan melihat ketersediaan akun akiif dan alternatif Iv u:,::dfifnznj::“a, Fmenlt =‘a::“:;_l‘"
pengganti keanggotaan Tim alumtim pengd
3 Melakukan review dan ceKlist berdasarkan tipe/kategori dan
* |kriteria yang telah ditentukan:
a.  review dengan berpedoman pada best practice checklist
o - - - . T
b peniadwalan review manual jika kriteria tidak !
- memungkinkan (perizinan terlalu kompleks atau [aitinya) ;
o permintaan pengulangan jika upload persyaratan tidak data entry dan data erdry dan
- memenuhi {jenis file, penamaan, dii) persyaratan ter. « perseluuan’penanda
upload sera an p:rsy:ratar:;:n
pedoman best calatan permel n
Memastikan seluruh tugas ceklist review terisi, menyetujui atau practice checklst . kesealuan et dan
4. |memberi catatan apabila tidak memenuhi ketentdan, dan I " SOP Surat
memastikan keberhasilan review Masuk dan
5 Menyusun catatan pemenuhan ketentuan apabila terdapat
- {kekurangan atau ketidaklengkapan
. . . . . notifikasifonfirmasi
6. Memastikan Tim Teknis DPMPTSP menerima penjadwalan | jachwal dan notifiasi tan persyaralan te-
review manual atau mengulangi upload persyaratan upload
7. IMelakukan pemberitahuan kepada Pemohon: —1
a. jadwal pertemuan bersama Tim Teknis OPD terkait di fedwat atas catatan 5 menit \onfimasi
Kantor DPMPTSP jika dilakukan secara review manual pemenchan
b. jika ada catatan pemenuhan ketentuan —
. - persetujuan/penanda
g, Melakukan review manual bersama Pemehon dan Tim J | - ! l berkas persyarsian L hatt an persyaratan dan
DPMPTSP untuk perizinan yang kompleks atau lainnya | | eatalan pemenuhan
g Memenuhi dan melengkapi sesuai catatan Tim Teknis apabila p;:y’:;f::zm 2 b catatanp emanuhan
terdapat catatan pemenuhan ketentuan catatan pemenchan
- — T
10. |Melakukan peninjauan dan inspeksi lapangan:. B ‘LI__j




Pelaksana Myt Bakw Keterangan
No, Kegiatan Tim Teknls DPMPTSP P::::I: "!l'::n:‘s Dinas Kc_)péll‘JsI::v:;n Pemohon Kelengkapan Wakiu Output
ingan dan Perindt
Memen‘uhl dan melengkapi sesuai catatan Tim Teknls_ apabila catatan pemenshan 2has pementan
11, |kembali terdapat catatan pemenuhan ketentuan pada inspeksi ketertuan kelonfuan
lapangan
|
Melakukan scaning dan upload persyaratan yang telah di review persyaralan yang 5 menit persyarstan tec-
12- 1 secara manual dan telah diinspeksi tetah direview uplaad
13 Melakukan seaning dan upload persyaratan yang felah di k,":f;‘,f:’:::ﬁ. 5 menit Pe"{;‘:g“;‘“"
" |dilakukan perubahan/penyesuaian sesual inspeksi lapangan Inspeksi tapangan
oo { l
14 Menyetujui perizinan derngan berpedoman kepada best praclice | ;’i';:f:gf’(; 1 hari persetujuan ter-entry
" |persetujuan secara elektronik ’ upload
AN

o




PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
SEKRETARIAT DAERAH

Nomor SOP 14/0OR-Bf2017

Tanggal Pembuatan 08 Desember 2017
Tanggal Revisi 08 Desember 2019
Tanggal Efektif 01 Januari 2018
Disahkan oleh SEKRETARIS DAERAH

Nama Standar Operasional Prosedur (SOP)

PENINJAUAN DAN INSPEKSI LAPANGAN

.|Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1.

Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, serta Tata I(erja Sekretariat Daerah

Peraturan Bupati homor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, serta Tata ,kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecll dan Menengah, Perdagangan dan
Perindustrian

Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Pendidikan minimal D3/setingkat

3. Memahami ketentuan perizinan dan non perizinan
3. Dapat mengoperasikan program/aplikasi perizinan

Keterkaitan

Peralatan/petlengkapan

1. SOP Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dengan Retribusi 1. Komputer dengan Program /Aplikasi perizinan
2. SOP Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tanpa Retribusi 2. Sambungan Internet/Intranet
3. SOP Peninjauan dan Inspeksi Lapangan 3. GPS

4, SOP Pelayanan Perizinan Secara Paralel 4, Alat Komuniksasi {(HP atau HT)
5. SOP Pelayanan Front Office 5. Kendaraan Operasional

6. SOP Pelayanan Keberatan dan Banding

7. SOP Penerbitan Produk Hukum

8. SOP Penerbitan SKRD

9. SOP Pelayanan Pembetulan atau Perbaikan Surat/Sertifikat Izin

10. SOP Surat Masuk dan Surat Keluar

Peringatan Pencatatan dan pendataan

Jika pelaksanaan prosedur tidak tertib akan mengakibatkan penumpukan berkas.
permohonan dan keterlambatan penerbitan surat/izin

=

Front Office

Tim Teknis DPMPTSP

3. Tim Teknis Dinas Koperasi, Usaha
Kecil dan Menengah, Perdagangan

™

dan Perindustrian

: buku register izin

: register upload persyaratan
: register review persyaratan

.

N




e — ——

Prosedur Peninjauan dan Inspeksi Lapangan

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Keterangan
9 Front Office Pemohon F:::Lﬁm:;;mﬂ Tim Teknis OPD terkalt| Kelengkapan Waktu Oulpul €
Memberikan informasi jadwal inspeksi dan nomor tracking
jadwal inspeksi l[apangan:
a. inspeksi utama, 2 hari setelah berkas lengkap
1. |b. inspeksi lanjutan (ika pada inspeksi utama pemohen belum Q m‘,dmm' best 3 menit tanda lerima
dapat memenuhi ketentuan), 2 hari setelah pemberitahuan practics checkist
Pemchon
c. inspeksilain jika diperiukan, sebelum izin diberikan
A jadwal inspelsi atau
2. |Mempersiapkan lokasi dan pemenuhan ketentuan ‘ | permbecitabuan dari 2ban kesiapan inspeksi
Tim Teknis .
Meminta penjadwalan atau perubahan jadwal inspeksi mefalut 3
3. |nemeor resmi atau jalur SMS resmi DEMPTSP jika dalam tenggat l | tanda lesima 3 ment pmﬂ
waktu di atas inspeksi belum dilakukan
Memastikan Tim Teknis OPD terkait menerima dan melakukan Gala entry dan
4 |konfitmasi penjadwalan secara elektronik atau via telpon dengan persyamatan ler- U Lot
* |melihat ketersediaan akun akfif dan altematif pernigganti upload, seda daftar penggarti
keanggotaan Tim donin
Memastikan jadwal kunjungan lapangan dapat berjalan dengan folifikasikonfirmas ‘ .
5. |baik, pada setiap hari kesja, dari jam 08.000 s.d 16.00 WIB ‘ | :e'::;m’:‘ 30 '“em"j'_w(;"‘w '::::: ::: ;;':':i:
dengan dukungan SDM dan sarpras yang memadai sarpras
Mealakukan peninjauan dan inspeksi lapangan:
a. Verifikasi [apangan, persetujuan atau catatan pemenuhan
6 ketentuan I[\ r’ > perkas p .
* |b. Pemeriksaan dan inspeksi pemenuhan ketentuan \
c. Perhitungan volume jika diperlukan
persetujuan/catatan
N - - . 1hatt kelentuan dan
P - - perhitungan volyms
7. Me_nglsn form dan berita acara yang diperiukan secara manual e dan besita acars SKRDIual
tulis tangan peringatan
-« perselujuanicatatan Sop
8 Menyetujul permchenan secara elektronik dengan berpedoman ( , Bm:::.’:l,ﬁfm Pm;z;ae:fa“
* |kepada SOP Pelaksanaan Review Secara Elektrontk P KRt Secan
peringatin Elektronik

o




PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
SEKRETARIAT DAERAH

Nomor SOP 15/0R-B/2017

Tanggal Pembuatan 08 Desember 2017
Tanggal Revisi 08 Desember 2019
Tanggal Efektif 01 Januari 2018
Disahkan oleh SEKRETARIS DAERAH

Nama Standar Operasional Prosedur (SOP)

PENANGANAN PENGADUAN

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1,

Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah
Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan
Perindustrian

Pendidikan minimal D3/setingkat

Memahami ketentuan perizinan dan non perizinan

!" Dapat mengoperasikan program/aplikasi perizinan

] Memiliki kemampuan yang baik dalam berkomunikasi, sopan santun, ramah dan
bertanggung jawab penuh dengan pelanggan

!

1,
2.
3.
4.

3. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 5. Memiliki pengetahuan dan kemampuan yang baik dalam memahami kebutuhan
Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pelanggan
Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1. SOP Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 1. Komputer dengan Program fAplikasi perizinan
2. S0P Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dengan Retribusi 2. Sambungan Internet/Intranet
3. SOP Pelayanan Perizinan dan Nen Perizinan Tanpa Retribusi 3. GPS
4, SOP Penanganan Pelanggaran IMB 4, Alat Komuniksasi (HP atau HT)
5. SOP Peninjauan dan Inspeksi Lapangan 5. Kendaraan Operasional
6. SOP Pelayanan Perizinan Secara Paralel
7. SOP Pelayanan Front Office
8. SOP Pelayanan Keberatan dan Banding
9. SOP Surat Masuk dan Surat Keluar

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

Jika pelaksanaan prosedur tidak tertib akan mengakibatkan penumpukan dan
keterlambatan penanganan pengaduan

1. Front Office : buku register pengaduan
2. Tim Teknis DPMFTSP : buku register pengaduan

3. Tim Teknis Dinas Koperasi, Usaha  : buku register pengaduan
Kecil dan Menengah, Perdagangan '

dan Perindustrian

-




P<usedur Penanganan Pengaduan

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan i Keterangan
g Front Office Tm;l::;:;g::an Pemohen Kelengkapan Wakitu Qutgout
1 |Menerima pengaduanlkeluhaq atau l"(l’ltlk dengan lisan atau tertulis, baik pengaduanfieluhan atzu pengaduanikeluhan atau
secara langsungfteleponftertulisfemail/sms, atau yang dimasukkan ( ) kriti% dengan lisan atau 5 menit keitik dengan fisan atau
kedalam ke kotak saran tertulis testulis diterima
2 |Metakukan pencatatan setiap keluhan kedalam buku register, melakukan

konfirmasi dan Klarifikasi awal:

a. keluhan secara lisan, akan langsung diterima dengan mendengarkan pengaduan/keluhan atau
dan mencatat isi ke[uh_an tersebut, diatasi.alau diselesaikan pada W pengaduankeluhan atau cosuai keperiuan Kritik lisan yang dapat
waktu tersebut, atau diteruskan kepada Tim Penanganan kritik lisan dan register P diselesaikan atau

P g
Pengaduan | diteruskan

b. keluhan secara tertulis, diteruskan kepada Tim Penanganan pengaduantkelufran atau

Pengaduan [ Pe_‘fgad"al’_"k:'”ha“ atau 3 menit kritik tertulis yang
;: kritik tertulis dan register diteruskan
3 |Memeriksa setiap pengaduan, melakukan konfirmasi dan klarifikasi lebih !

lanjut:

a. jika pengaduan tersebut jelas dan berdasar, meka akan dianalisa
langsung aleh Tim, dan akan ditetapkan rencana tindak lanjut dari \ P::g:f;::’:g:“;‘;:{’;“ 1jam rencana tindak lanjit
pengaduan tersebut |: . D

b. jika pengaduan tersebut tidak berdasar atau tidak jelas, maka pengaduan/keluhan atau
pengaduan dianggap telah tertangani dan selesai untuk kemudian "E'Tg,:“_”a“r‘fa'“"ta’r‘tjl‘ia“ 1jam kritik yang telah tectangani
dicatat dalam laporan riti lisan aleu tartlis dan tercatat dalam laporan

"4 |Melakukan konfirmasi tindak lanjut kepada masyarakat yang mengajukan \ e ot
keluhan. Jika yang bersangkutan menerima hasil rencana tindak lanjut, I: k;:n';'::z;:}:zﬁ::n yanzn
maka pengaduan dianggap selesai oleh Tim, dan akan dicatat dalam rencana tindak lanjut 1jam telah tectangar, serta
laporan tercatat dalam laporan

5 | Melakukan mediasi jika yang bersangkutan tidak menerima rencana

tindak lanjut, dimana Tim dengan masyarakat akan mencari solusi Kanfirmasi tindak lasjut

bersama untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan berazaskan ‘:\j pengaduan/keluhan atau 1 hari solusi bersama

pada “win-win solution”, yang berarti tidak ada yang kelah atau dirugikan kritike

atau tidak ada yang menang dalam pengaduan tersebut

5" [Meneruskan pengaduan tersebut ke Bupati Ketapang jika masyarakat taporan penanganan
yang bersangkutan masih belum dapat menerima solusi yang ditawarkan laparan penanganan 1 b peagaduan yang telah

pergaduan

diteruskan dan telah

tersimpan sebagai arsip

»

I\




PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
SEKRETARIAT DAERAH

Nomor SOP 16f0OR-Bf2017

Tanggal Pembuatan 08 Desember 2017
Tanggal Revisi 08 Desember 2019
Tanggal Efektif 01 Januarl 2018
Disahkan oleh SEKRETARIS DAERAH

Nama Standar Operasional Prosedur (SOP)

PELAYANAN PEMBETULAN ATAU PERBAIKAN SURAT/SERTIFIKAT IZIN

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah

2. Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan
Perindustrian

3 Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsl, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Madal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Pendidikan minimal D3/setingkat

2. Memahami ketentuan perizinan dan non perizinan ;
3. Dapat mengoperasikan program/aplikasi perizinan

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan

1. SOP Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dengan Retribusi 1. Komputer dengan Program fAplikasi perizinan
2. SOP Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tanpa Retribusi 2. Sambungan InternetfIntranet

3. SOP Peninjauan dan Inspeksi Lapangan 3. GPS

4. S0P Pelayanan Perizinan Secara Paralel 4. Alat Komuniksasi (HP atau HT)

5. SOP Pelayanan Front Cffice 5. Kendaraan Operasional

6. SOP Penanganan Pengaduan

7. SOP Surat Masuk dan Surat Kefuar

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

Jika pelaksanaan prosedur tidak tertib akan mengakibatkan penumpukan dan
keterlambatan pelayanan pembetulan atau perbaikan surat/sertifikat izin

1. Front Office

Tim Teknis DPMPTSP

3. Tim Teknis Dinas Koperasi, Usaha
Kecil dan Menengah, Perdagangan

™~

dan Perindustrian

: buku register perizinan dan non perizinan
: buku register perizinan dan nan perizinan
- buku register perizinan dan non perizinan

*

»

2
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1




3
Péia

‘a

sanan Pembetulan atau Perbaikan Surat/Sertifikat [zin
Pelaksana Muty Baku
No.’ Kegiatan Petugas Front Office Kasl sesual jenls Petugas Front Office
g Layanan Pengaduan/ Tim Teknls DPMPTSP ’:et:g:i:;::l"égr[f:: perizlna-n dan nen Peggambilan lzin Kelengkapan Waktu Output
Komplatn perizinan
1 |Meminta Pemohon untuk mengisi formulir pembetulan ySertikal tzin ASE Surat/Sertifikat Izin Asli
dengan melampirkan Surat/Sertifikat Izin asli, beserta copy Surat/Sertiika ) dan copy berkas
- dan copy berkas 5 menit permohonan, Formuir
berkas permohonan yang bersangkutan (jika ada) permohanan Pembetulan
2 |Memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan pada
tempat penyimpanan (jika pemohon tidak memiliki fotocopy
berkas), dan melihat kesesuaian antara berkas
permohonan dengan Surat/Sertifikat 1zin asli:
a. Jika kesalahan pengetikan, kepada Pemohon
diberikan potongan lembar pembetulan sebagai tanda Suraly/Sertifikat kzin Ast Surat/Sertifikat 1zin Asli
terima, dan Surat/Sertifikat [zin asli dan berkas ' dan berkas 5 menit dan berkas .
permohonan yang bersangkutan diteruskan kepada ' Pemohoﬂ:"“ 'l’oﬂﬂuﬁf Pe”“;':n“::l-u‘:::““ J
Tim Teknis DPMPTSP untuk diperbaiki J / Pembetulan
b. Jika kesalahan pada berkas permchonan, kepada ikat f2in Ash Sural/Sertifikat 1zin Asli
Pemohon diminta agar terlebin dahulu memperbaiki S“‘“"g::‘;e il ' _ dan berkas
berkas, dan kemudian mengulang permohonan permabonan, Formuir | 5 e 2;1“;:&‘3&?;5&5’“‘:
dengan menyampaikan berkas ke Petugas Pembetulan Permbtulan
Penerimaan Berkas
2 |Memperbaiki dan melakukan pembetulan kesalahan \ SuraSertfikal lzin Ast ) Kumputan
pengetikan pada Surat/Sertifikat Izin asli, dan diteruskan l danberkas 15menll | o vsonifiat tzin dan
dengan prosedur reguler penerbitan Surat/Sertifikat 1zin Pe’“‘;:‘r’r’l‘::t-uf:n"““i" perberk®S | pedas permohonan
4 [Menerima berkas pembetulan Surat/Sertifikal lzin asli N SuralSestificat tzin Asf dan Berkas Permohonan
karena kesalahan pada berkas permohonan, dan be‘*‘l’:h";““:‘;;“;::“ 5 menit yang telah diber
diteruskan dengan prosedur reguler penerbitan ;:ﬂnulilf‘:’emlhe.lulan nomor urut
Surat/Sertifikat |1zin
5 |Membuat catatan pinggir pada register Surat/Sertifikat |zin \ SuraySertifikat Lzin ) Surat/Sertifikat lzin
mengenal alasan perbaikan atau penggantian N perbaikan § menit Perbag;::kfgm‘a"
Surat/Sertifikat Izin
L SuratiSertifikat Izin Tanda/bukt
. . yang telah .
6. |Melakukan pemberitahuan dan penyerahan Izin kepada é dibukukan, 3 ment pe"i,“a"r‘l:i';[::’kas
Pemohon, dicaplstem!:)e_l basah, tersimpan
dan dipilah
L 2




PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
SEKRETARIAT DAERAH

Nomor SOP 17{OR-Bf2017
Tanggal Pembuatan 08 Desember 2017
Tanggal Revisi 08 Desember 2019

Tanggal Efektif 01 Januari 2018

Disahkan oleh SEKRETARIS DAERAH

Nama Standar Operasional Prosedur (SOP)

PELAYANAN KEBERATAN DAN BANDING

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 1. Pendidikan minimal D3/setingkat
Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah ' 2. Memahami ketentuan perizinan dan non perizinan
2. Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susuhan Organisasi, Tugas dan 3. Dapat mengoperasikan program/apfikasi perizinan
Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengafh, Perdagangan dan
Perindustrian :
3. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1. SOP Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dengan Retribusi 1. Komputer dengan Program fAplikasi perizinan
2. SOP Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tanpa Retribusi 2. Sambungan Internet/Intranet
3. SOP Peninjauan dan Inspeksi Lapangan 3. GPS
4. SOP Pelayanan Perizinan Secara Paralel. 4. Alat Komuniksasi (HP atau HT)
5. SOP Pelayanan Front Office 5. Kendaraan Operasional
6. SOP Penanganan Pengaduan
7. SOP Surat Masuk dan Surat Keluar
Peringatan Pencatatan dan pendataan

Jika pelaksanaan prosedur tidak tertib akan mengakibatkan penurmnpukan dan
keterfambatan pelayanan pengaduan dan banding

1. Front Office

Tim Teknis DPMPTSP

3. Tim Teknis Dinas Koperasi, Usaha
Kecil dan Menengah, Perdagangan

: buku register keberatan dan banding
: buku register keberatan dan banding
- buku register keberatan dan banding

bl

dan Perindustrian

~

i 3 p 3




A. Prosedur Pelayanan Keberatan

Pelaksana Mutu Baku Keterangan
N 1 l Tirn Tekeds iy Hop, .
No Kegiatan Pemchon Front Office E:‘J ;I.;gips UKM, Purdau:n:m dan nsﬁlﬁ;p Bupati Kelengkapan Walktu Output
Pedpdustdan
. o keberatan atau |’
1 Mengisi form keberatan yang telah disediakan atau surat [:L Pe,;‘;.;ﬁm“ sesual kepeduan Pi::::‘a‘m"
* | permohionan keberatan disertai afasan dan argumen yang memacal keberatan
. - A pemeohonan
2 Menerima formulir atau surat keberatan dan mencalatnya ke dalam P:mﬂma" 3menit keberatan diterima
- |Buku Register Permohonan Keberatan eheretan danteregister
3 Meneliti kelengkapan permohonan keberatan, dan dilakukan
* |penelitian kembali: |
a. menentukan apakah keberatan ter;ebut memenuhi syarat, permanonzn , cekdstentry data dan
. keberatan dan form 5 hari poln-poin rencana
sesuai keriteria dan atau standar | data entry pemyelesaian
b. menentukan tingkat keberatan da| pejabat pemberi keputusan
N Mist data dat
4 Menyusun Laporan Hasil Penelitian untuk tingkat keberatan yang C:m:ﬂy,en;m“ ‘-ag::fe';'t::ﬂ
" |dapat diselesaikan pada tingkat Dinas PMPTSP penyelesaian
Shani
Menyusun Laporan Hasil Penelitian Awal untuk tingkat keberatan cetist entry data dan Laporan Hasi
5. |yang diselesaikan pada tingkat OPD Teknis terkait dan atau Bupati meef;‘;m Penefitian Awal
Ketapang
Menyampaikan Laporan Hasil Penelitian dengan dilampiri surat N Laporan Hasit
6 permohenan keberatan kepada Kepala Dinas PMPTSP untuk ditelit - Pe";"‘:fn':ﬂ" Sural SOP Revi
* |dan d(:perﬁrnbangkan apakah permohonan keberatan dapat diterima eeboraton st
atau ditolak Eleidronik dan
5 harl SOP Surat
Menyampaikan Laparan Hasit Penelitian Awal qengan dilamp‘lr.i I Laporanasit Jepasan pem‘akan- Masu:: :xrsurat
5 surat parmohonan keberatan kepada Kepala Dinas OPD terkait dan Fs'e"e“‘f""‘“:")::ﬂ keberatan atau
* |atau Bupati Ketapang untuk diteliti dan dipertimbangkan apakah o e keputusan keberatan
permohonan keberatan dapat diterima atau ditolak ) ]
Laporan Hasil
Memfasilitasi rapat atau pertemuan penyelesatan keberatan jika Peneliian Awal dan 1 hast
6. diperluk Surat Permohonan
Iperiukan Keberatan
Membuat Surat Keputusan Penclakan Keberatan untuk keberatan repisengercaan . e ahecaton
7. [yang tidak disetujui, atau Surat Keputusan Keberatan apabila atay Surat Kepulisan
zliseglujui I P P V4 keputusan keberatan Keberatan
L 2



Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Tim Teknis Tim Teknis Binas Kop, Kepaia . Keterangan
\i Kelengkapan Waktu Qutput
Pemohon Front Cffice DEMPTSP um.;ercanang_a:dm DPMPTSP Bupati gkap
Melakukan pemberitahitan dan penyerahan Surat Keputusan g {anda tadma yzng
8. |Penolakan Keberatan atau Surat Keputusan Keberatan kepada 3menit tefzh ersimpan
Sural Keputissan
Pemohon Penclakan Keberatan
I atau Surat Keputusan
Keberatan, tanda
terima dan register
: ; h
9 Mencatat kedalam buku register Keputusan Keberatan dan Cb Sment sirat kepulsan
* memberi tembusan kepada pihak terkait - teregister
B. Prosedur Pelayanan Banding
. . " Permohonan dan ]
1 Mengajukan permchonan banding terhadap keputusan bupati CD Satnan Surat sesuai b perhuan a0 banding
* |tentang keberatannya hanya kepada Pengadilan Negeri “EP‘“‘:;Z‘;:;“:'W“ !
|
. \ .
Melakukan pengajuan dengan alasan yang jelas dalam jangka P;TW:;:?H
2. wakiu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dan ditampiri salinan Kep mwf;"Pemlakan sasvai keperiuan | permohonan banding
surat keputusan keberatan tersebut Keberalan
‘ W
. . - . Ke i . inspeksi d
3. |Memastikan Pemohon memenuhi keputusan Pengadilan Negeri < P”“’f“;;;.’-"-‘a 30| ¢ psua keteriuan '“:;:pm:“
N )
. i L j Keputusan Pengadian pemenghan alau
4. |Memenuhi atau mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi ( ) pem‘xg:: :;‘;mng sesuaiketenluzn | o anonan banding




PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
SEKRETARIAT DAERAH

Nomor SOP 18/0R-B/2017

Tanggal Pembuatan 08 Desember 2017
Tanggal Revisi 08 Desember 2019
Tanggal Efektif 01 Januari 2018
Disahkan oleh SEKRETARIS DAERAH

Nama Standar Operasional Prosedur (SOP)

PELAYANAN DI FRONT OFFICE

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

Perindustrian

1. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah ;

2. Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan QOrganisasi, Tugas ¢an
Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan }

3. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1.

P

W

Pendidikan minimal D3/setingkat

Memahami ketentuan perizinan dan non perizinan

Dapat mengoperasikan program/aplikasi perizinan

Memiliki kemampuan yang baik dalam berkomunikasi, scpan santun, ramah dan
bertanggung jawab penuh dengan pelanggan

Memiliki pengetahuan dan kemampuan yang baik daiam memahami kebutuhan
Pelanggan

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

1. SOP Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dengan Retribusi 1. Komputer dengan Program fAplikasi perizinan
2. SOP Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tanpa Retribusi 2. Sambungan Internet/Intranet

3. S0P Peninjauan dan Inspeksi Lapangan 3. GPS

4, SOP Pelayanan Perizinan Secara Paralel 4. Alat Komuniksasi (HP atau HT)

5. SOP Penanganan Pengaduan 5. Kendaraan Operasional

6. SOP Surat Masuk dan Surat Keluar

Peringatan Pencatatan dan pendataan

Jika pelaksanaan prosedur tidak tertib akan mengakibatkan penumpukan berkas
permohonan dan keterlambatan penerbitan surat/izin

g

1 buku register izin dan non perizinan
+ buku register upload persyaratan
: buku register review persyaratan

Front Office

Tim Teknis DPMPTSP

Tim Teknis Dinas Koperasi, Usaha
Kecil dan Menengah, Perdagangan
dan Perindustrian

L)




Prosedur Pelayanan di Front Office

Pelaksana Mutu Baku
. Petugas Meja Tim Teknis Dinas A . Ket
No. Kegiatan . h Pl g 1] 2 Tim Teknis Kop, UKM, Kepala Petugas Meja Fetugas Meja Kelengkapan Waktu Output
emonon elayanan 4, DPMPTSP | Perdagangandan |  OPMPTSP Pelayanan4 | Pelayanan §
dan3 Parindustrian
1. |Mendaftar dan menyerahkan permohonan ke Petugas meja pelayanan untuk nomer entrian dan
bidang petizinan dan non perizinan berkas sesual antrlan | berkas permoherian
permohanan
2. |- Mencatat nomor pendaftaran berkas
- Mermberikan resi pendaftaran
- Memeriksa kelengkapan persyaratan
- Berkas TIDAK LENGKAP dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi berkas Smerit | hedcas pemmohonan
- Berkas LENGKAP dilanjutkan ke Tim Teknis DPMPTSP selaku pengolah pemmohanan
- Menginformasikan kepada pemchon jadwal verifikasi lapangan (bila
diperlukan) i
3. |- Melakukan entry data dan upload persyaratan kedalam sistem [ - berkas vang ifah S——
. n - . . = -
Melakukan verifikasi lapangan bersama Tim Teknis OPD terkait l d—,my?e:?mr upioad. kunjungan
- Memastikan Pemohon melakukan revisi gambar atau pemenuhan keteatuan, ceklist dan jadwal 1 hari lapangan dan
- eninjauan pemenian
atau pembongkaran bangunan jika melanggar "lap:ngan ketontzan
4. 1- -review d i i
Melakukgq e-revi an venﬁkasrl Iagapgan o berkas yang telah betkas yarg elah | 5op pefaksanazn
- Menyetujui atau menolak penerbitan izin/rekomendasiflainnya diber lembar disetijul atau ditolaK. | Review Secara
- Menyusun revisi gambar atau catatan pemenuhan ketentuan jika diperiukan cekiist dan jadwal 1hari Rek:ﬂ:‘?dzsi Tim E:maﬁ fS,P
. peninjauan elnis dan Wz
penyesualan atau perupéhan {apangan Pengesahan Gambar ['"5?
- Menghitung retribusi izin
5. |- Mencetak surat keputusan izin { rekomendasi / lzinnya -
draft surat/sertifikat
Mencetak surat penolakan/keterangan seperiunya berkas 16 merit iHnatassaral | |SOP Penesbitan
- Mencetak Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) permohonan Yang | ooy oncas penalakan, dan SKRD
layak dan dige! P
s il SKRD
6. |- Mengoreksi dan memaraf surat izin/rekomendasiflainnya draft ‘ draft sratserfifikat
- Meneruskan ke Kepata DPMPTSP z‘::g"f:l::]“;::f; dmest 0 yang telah diparat
: ;
7. |- Mengoreksi dan memaraf surat izin/rekomendasiflainnya v aratt ]
- Meneruskan ke Bupali auravsergiiatizin| 3 menit draft suraliserikat
erus«an P gang teiah dparaf izin yang telah diparal
8. |Mengoreksi dan menandatangani surat izinfrekomendasiflainnya draft suratisertifikat izin
swratisertifikat izin § menit yang telah
yang telah diparat ditandatangani
n ) T N —_— S ertifikat iz
9. |Memberi nomar izinfrekomendasi dan menyerahkan ke petugas meja layanan, N <uratisertfikatizin e . SOP Sura: Wasuk
serta mendokumentasikan buldi pemrosesan (arsip) ‘yang telah Smenit  [dan dipfah. serta berkas) " 4p gop
ditandatangani permohonan yang telah | pegoaigiaan Acsip
) tersimpan
- - N B B A’
10. |iMenerima pembayaran retribusi berdasarkan besaran yang telah ditetapkan di
dalam SKRD, dan menyerahkan tanda/bukti pembayaran/pelunasannya kepada ’ lembar ke-2 SKRD Penzg;aan
Pemohon SKRD 3 mentt yang telah tersimpan Retribus]

&

—

_ @)

g )



Pelaksana Mutu Baku
- Tim Teknis Dinas
No Kegiatan Petugas Meja . . Ket
. Tim Teknis Kop, UKH, Kepata Pefugas Meja | Petugas Meja | .., Waktu Output
Pemohon Pe]a?"a:'; 12 BPMPTSP Pardagangan dan DPMPTSP Pelayanan 4 Pelayanan § engkapan P
an Parindustrian
izi i ; A n SuraUseriifiketizin| 3 menit Tandafukt
11. |Menyerahkan surat izin/rekomendasiftainnya }(e pe.rquhon disertai bul-fll_ yeng telah penerimaan berkas
penyerahan setelah pemohon membayar retribusi izin (pelayanan penzinan dibedakan, Geap, dan tanda/ukl
dengan retribusi) dan diplah pehmasan yang telh
tersimpan
T [
12. |Mengisi kuisioner tingkat kepuasan pelayanan Kuisioner tingkal
kuisioner atau 2 merit kepuasan pelayanan
sejenisnya yang sudah diisi
pemeaion
; ;




Nomor SOP 19/32—8/2017 .
20
PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG . S
Tanggal Efektif 01 Januari 2018
SEKRETARIAT DAERAH Disahkan oleh SEKRETARIS DAERAH

Nama Standar Operasional Prosedur (SOP)

PELAYANAN PERIZINAN SECARA PARALEL

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana
1. Peraturan Bupati Nemor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 1. Pendidikan minimal D3/setingkat
Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah 2. Memaham! ketentuan perizinan dan non perizinan
2. Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 3. Dapat rnel:'goperasikan program/aplikasi perizinan
Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan i
Perindustrian }

3. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan

1. SOP Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dengan Retribusi 1. Komputer dengan Program /Aplikasi perizinan

2. SOP Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tanpa Retribusi 2. Sambungan Internet/Intranet

3. SOP Peninjauan dan Inspeksi Lapangan 3. GPS

4. SOP Pelayanan Front Office 4. Alat Komuniksasi (HP atau HT)

5. SOP Penanganan Pengaduan 5. Kendaraan Operasional

6. SOP Surat Masuk dan Surat Keluar

Peringatan Pencatatan dan pendataan
Jika pelaksanaan prosedur tidak tertib akan mengakibatkan penumpukan berkas 1. Ffront Office : buku register izin dan non perizinan
permohcenan dan keterlambatan penerbitan surat/izin 2. Tim Teknis DPMPTSP : buku register upload persyaratan

3. Tim Teknis Dinas Koperasi, Usaha  : buku register review gambar/persyaratan
Kecil dan Menengah, Perdagangan
dan Perindustrian

’) & / [ )



Prosedur Pelayanan Perizinan Secara Paralel

Pelaksana Mutu Baku
A Tim Teknis Dinas Kop, Keterangan
No. iatan '
Ked Pemohon Front Office Tim Teknis DPMPTSP | UKM, Perdagangan Kelengkapan Waktu Output
dan Perindustrian
Menagisi form aplikasi/permohonan paralel, menentukan tipe namor antrian dan ) N
1. |atau jenis usaha, identifikasi awal kebutuhan persyaratan dan SSV;':;:‘::?:E‘::: 3 menit berkas permohonan
perhitungan awal retribusi
Memberikan informasi dan penjelasan perizinan paralel unfuk
usaha yang bersangkutan, penjelasan tarif retribusi, serta Perda, Perbup dan . penjelasan yang baik
2, g . , . Standar Pelayanan 3 ment dan memadai
benchmarking/modeling dengan perizinan parale! yang telah ‘
terbit jika diperlukan oleh Pemohon .
f
a Me!akukgn konsultasi dengan Tim Teknis untuk penjelasan [ betkas permohonan 5 menit penée;:szrles:na:ga?alk
lebih lanjut .
\
- . persetujuan paralel atau
4 Menentukan apakah proses perizinan dapat dilakukan secara berkas permohonan 5 menit secara terpisah (secara
" |paralel atau secara terpisah tisan)
i i 3 izi A berkas permohonan
5 Melengkapi pers.yaratan mastng-ma;l.ngllzin.dengan berkas permchonan 3 menit <osual jenis izin
© |melakukan pemilahan berkas sesuai jenis iZin
- ! . - . \
Mempenkan tanda terima yang juga betisikan nomor'trackmg berkas permohionan s menit andatorime
6. |kemajuan pemrosesan, serta jadwal dan nomor tracking sesuai jenis izin
inspeksi lapangan jika memerlukan kunjungan lapangan
Mengkoordmamkgn lebih !anjut berbagal aspfak tekqls terkait berkas permononan bt covion eldronik
7. |termasuk persetujuan dari OPD Teknis terkait apabila :Ié————%!_____l sesuai jenis izin
diperlukan
1 hari
Memproses persetujuan pemrosesan paralel Kepala DMPTSP Surat Persetujuan
- betkas permohonan Pamrosesan Parale!
8. |({cetak dan penandatanganan) sebagaimana dan SOP Surat sesuai ienis izin Kepalz DMPTSP
Masuk dan Surat Keluar

@




Prosedur Pelayanan Perizinan Secara Paralel

Pelaksana

Mutu Baku
s Tim Teknis Dinas Kop Keterangan
No. Kegiatan )
g Pemohon Front Office Tim Teknis DPMPTSP | UKM, Perdagangan Kelengkapan Waktu Qutput
dan Perindustrian
Melakukan entry data permohonan dan upload persyaratan Surat Persetujuan data eniry dan dokumen
9. [kedalam sistem aplikasi secara sekaligus sesuai jenis usaha Pimffeij‘:d[f_?ge‘ 20 meit ter-upload
. epala
yang diparalelkan =
Melakukan pemrosesan secara sekaligus untuk memastikan:
a. pencantuman tanggal dan masa berlaku yang sama
untuk setiap jenis izin
10 b. penolakan pemberian,izin secara keseluruhan jika terjadi Ej data eatry dan dokumen| 1 bari celflistehtrxcfata;an
) penolakan terhadap sllah satu jenis izin ter-uplozd polipoin KERyIEn
¢. segala tindakan admshistrasi untuk kepentingan
pengendalian terhad:/p salah salu jenis izin terhadap
Keseluruhan jenis izir. yang diterbitkan
data entry dan
. . . . N _ .
" Melakukan review dan ceklist secara sekaligus sebagaimana ‘: persyaratan ter-upload 1 hari pt:;setuluan atiu SOPEG;;eW_k
. R . n pemenuhan eKtroni
SOP Pelaksanaan Review secara Elektronik serta pedoman best cawanpe secara
practice checklist
persetifvanieatatan | gOP Peninjauan
- . . . berka h
12 Melakukan peninjauan dan inspeksi lapangan sebagaimana da; dzge;";;:;‘: 1 hari dpemen;?an I-;etenliuan dan Inspeksi
- .. - rhitungan voiume
SOP Peninjauan dan Inspeksi Lapangan :lé_ parsyaratan ter-uspload Sa?:l;;fsuratgpeﬁngatan Lapangan
- ] l SOP Pelayanan
Memproses permohonan secara sekaligus sebagaimana SOP pifn’::‘u“rl]:i“:::‘ﬁ:n _ Perizinan Denggnp
13. |Pelayanan Perizinan Dengan Retribusi atau SOP Pelayanan 2 hari SertifikaySuratlein  Retribusi atau

Perizinan Tanpa Retribusi

dan perhitungan volume
SKRD

Petayanan Perizinan
Tanpa Retribusi




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN 1,
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KATAPANG )

1dang Pendapatdn ‘Daerah: |
SOP Pendaftaran dan Pendataan J

SOP Penetapan '

SOP Pembayaran Pajak

SOP Permohonan Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak
SOP Penagihan

SOP Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan Dan Penghapusan
‘Atau Pengurangan Sanksi Administrasi

SOP Keberatan dan Banding

SOP Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

f"’.“’P*P.U‘PUU

= 9



Nomor SOP 20/0R-Bf2017
PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG T e e 015
Tanggal Efektif 01 January 2018
SEKRETARIAT DAERAH Disahkan oleh SEKRETARIS DAERAH

MNama Standar Operasional Prosedur {SOP)

PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung 1. Pendidikan minimal D3/setingkat
. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Peraturan Daerah dan Petunjuk Pelaksanaan 2.  Memahami ketentuan tata ruang
Pajak Daerah | 3. Memahami ketentuan bangunan
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undani-Undang 4. Dapat mengoperasikan program/aplikasi perizinan
Nomot 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung f
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberia;f. fzin
“Mendirikan Bangunan :
Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1. SOP Pendaftaran dan Pendataan 1. Komputer dengan Program /Aplikasi perizinan
2. SOP Penetapan 2. Sambungan Internet/Intranet
3. SOP Pembayaran Pajak . 3. GPS
4, SOP Permohonan Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak 4. Alat Komuniksasi (HP atau HT)
5. SOP Penagihan 5. Kendaraan Operasional
6. SOP Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau pengurangan

sanksi administrasi .

7. S0P Keberatan dan Banding
8. SOP Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
Peringatan Pencatatan dan pendataan

Jika pelaksanaan prosedur tidak tertib akan mengakibatkan penumpukan berkas
permohonan dan keterlambatan penerbitan surat/izin

ENTESES

Bidang Pendaftaran dan Pendataan : Formulir Pendaftaran {(FPWPD)
Bidang Pendaftaran dan Pendataan : Formulir Pendaftaran (SPTPD)
Bidang Pendaftaran dan Pendataan : Kartu Data

Bidang Pendaftaran dan Pendataan : Tanda Terima

@




A. Pendaftaran Pajak Daerah Dengan Cara Penetapan Kepala Daerah (Official Assessment) atau menghitung Sendiri (Self Assessment}

' Pelaksana Mutu Baku y
No. Kegiatan eterangan
Wajib Pajak Bidang Pendaftaran dan Pendataan Kelengkapan Waktu Cutput
Forrmuir Pendaft Formulir Pendaftacan
1. |Menyiapkan Formulir Pendaftaran (FPWPD) (? " FPWPD) | sment {FPWPD}
Menyerahkan Formulir Pendaftaran (FPVWPD) kepada Wajib
. ormudir Pendafta . .
2. |Pajak setelah dicatat dalam Daftar FPWPD dan dibuatkan tanda F FPWPD) 2 Smeat Tanda Terima
terimanya
Seteiah Formuiir Pendaflaran (FPWPD) diterima Wajib Pajak dan b , e Ponaramn
3 tanda terima telah ditandatangani cleh Wajib Pajak atau yang \FPWPD} ¢an Tanda Smenlt Pengam";am
" |diberi kuasa, Bidang Pendaftaran dan Pendataan mengarsipkan Terima
tanda terimanya .
Melengkapi Lampiran FPWPD terdirl dari: l
- Fotokapi identitas dirifpenanggung jawab/penerima kuaspi
{(KTP/SIM/Paspor) ;
- Fotokopi Akte Pendirian Perusahaan bagi Badan Usahe|
- Surat Keterangan domisiti tempat usaba N
. ng p Ej tarpianFPWPD | asmeit | | eer9EERL
- Surat fzin Usaha dari Inslansi berwenang L
- Susat Kuasa apabila pemilik/pengelola usaha/ penanggung
jawab berhalangan dengan disertai fotokopi KTP/SIM/Paspor dari
pemberi kuasa
- Menyerahkan ke Bidang Pendaftaran dan Pendataan
Memeriksa Kebenaran dan kelengkapan pengisiahnya:
- Apabila pengisiannya benar dan [ampirannya lengkap, dalam | La"ﬂ;'.:;‘ffma
Daftar Formulir Pendaftaran diberl tanda dan tanggal penerimaan / Kelengkapan 15 merit yarg lelah di
S — Lanmiran FPWPD me vrivikasi dan gicatat
- Apabila belum lengkap, Formulir Pendaftaran (FPWPD) dan "*""L’L’aﬁi’;ﬁiﬁg’;w"
lampirannya dikembalikan kepada Waiib Pajak untuk dilengkepi
dan diserahkan kembali kepada Dinas Pendapatan Dagrah
Kelengkapan o
Lampiran FPWPD R
6 Membuat rangkap dua NPWPD, NPWPD yang asli diserahkan :‘b yongteiah & 15 merit Fm 3‘;?,
" |kepada Wajib Pajak dan tembusannya sebagai arsip "f"ﬂ;’:‘g:;‘:rﬁ‘ pergarsipan
Wajib Pajak

.




dilakukan proses penetapan

Daftar Induk Wajit

Pajak

B. Pendataan Pajak Daerah Untuk Wajib Pajak Baru Dengan Cara Penetapan Kepala Daerah {Official Assessment)
Pelaksana Mutu Baku ot
No. Kegiatan eterangan
Wajib Pajak Bidang Pendaftaran dan Pendataan Kelengkapan Waktu Output
i i i Formulir Pendalaan 5 menit Formulir Pendataan
1. |Menyiapkan Formulir Pendataan (SPTPD) Q (SPTPD) (SPTPD)
|
Menyerat_ikan Formulir Pendataan (SPTPE}) kepacda Wajib Pajak Formulir Pendataan 5 moni Tanda Tesima
2. |selelah dicatat dalam Daftar SPTPD dan dibuatkan tanda (SPTPD)
terimanya.
i . o L
Setelah Formulir Pendataan (SPTPD) diterima Wajib Pajak dan Formaii Pendataan '
5 [|tanda terima telah ditandatangani oleh Wajib Pajak atau yang (SFTPD) dan Tanda 5 menit “e"ga;f;ﬁ:‘a“"“
" |diberi kuasa, Bidang Pendaftaran dan Pendataan mengarsipkan Tedma
tanda terimanya.
| |Metengkapi Lampiran SPTPD terdii dari: E
:' - Fotokopi identitas dirifpenanggung jawab/penetima kuasa ,
} (KTP/SIM/Paspor) : i
' - Fotokopi Akte Pendirian Perusahaan bagi Badan Usaha !
N
. Kelengkapan
4. |- Surat Keterangan domisili tempat usaha E} Lamgitan SPTPO 15ment | | ampian SPTPD
F,
- Surat lzin Usaha dari Instansi berwenang
- Surat Kuasa apabila pemilik/pengelofa usaha/ penanggung
jawab berhalangan dengan disertai fotokopl KTP/SIM/Paspor dari
- Menyerahkan ke Bidang Pendaftaran dan Pendataan
iMemeriksa kebenaran dan kelengkapan pengisiannya:
. Y
- Apabila pengislannya benar dan lampirannya lengkap, dalam J Lo PTRD
Daftar Formulir Pendafiaran diberi tanda dan tanggal penerimaan /> Kelangkapan Sment [Y0telah & verivikasl
5. - Lamplran SPTPD dan dicatal datam
Dafar Induk Wailk
- Apabila belum lengkap, Formulir Pendataan (SPTPD) dan \ Pajak
lampirannya dikembalikan kepada Wajib Pajak untuk dilengkapi
dan diserahkan kembali kepada Dinas Pendapatan Daerah
o Ketengkapan
Lampiran SPTPD
Mencatat data Pajak Daerah dalam Kartu data yang selanjutnya (j yang telah di vorivikasi 45 menit Pencatatan dalem
6. dan dicatal dakam Kartu data




C. Pendataan Pajak Daerah untuk Wajib Pajak Yang sudah Memiliki NPWPD Dengan Cara Penetapan Kepala Daerah (Official Assessment)

Mutu Baku
N Coniat Pelaksana Keterangan
0. agfatan
¢ Wajib Pajak Bidang Pendaftaran dan Pandataan Kefengkapan Waktu Cutput
Formulir Pendatfiaran 5 menit Formulir Pendaftaran
1. |Menyiapkan Formulir Pendataan (SPTPD) (—_r—) (SPTPD) (SPTPO)
]
Menyerahkan Formulir Pendataan (SPTPD) kepada Wajib Pajak Formulis Pendafiaran 5 menit anda Terima
2. |setelah dicatat dalam Daftar SPTPD dan dibuatkan tanda (sPTPD)
terimanya.
Setelah Formulir Pendataan (SPTPD) diterima Waijib Pajak dan Formufic Perdaftaran _ Pengarsipan Tanda
3 tanda terima telah ditandalangani oleh Wajib Pajak atau yang (FPWPD;} dan Tanda 5 menit Terima
* |diberi kuasa, Bidang Pendafltaran dan Pendataan mengarsipkan Terima
tanda terimanya.
Lampiran SPTPD terdiri dari: .
- Fotokopi identitas diri/penanggung jawab/penenma kuasa R
(KTP/SIM/Paspor) !
i
- Fotokopi Akte Pendirian Perusahaan bagi Badan Usaha }
v
4. | Surat Keterangan domisili tempat usaha ‘: 5 : Lamgiran FPWPD 15 menil uf}i:ﬁ’?&?m
- Surat Izin Usaha dari Instansi berwenang /
- Surat Kuasa apabila pemilik/pengelola usahal penanggung
jawab berhalangan dengan disertai fotokopi KTP/SIM/Paspor dari
pemberi kuasa
- Menyerahkan ke Bagian Pendaftaran dan Pendataan
Memeriksa kebenaran dan kelengkapan pengisiannya:
. Kelengkapan
- Apahila pengisiannya benar dan lampirannya lengkap, dalam NP Lampiran FPWPD
: [ . Kelengk . yang telah di verivikasi
. Daftar Formulir Pendaftaran diberi tanda dan tanggal penerimaan / Lsm:;:g :m 5 15 menit dgne;mm dalau;
Daftar Induk Waji
- Apabila belum lengkap, Formulir Pendataan (SPTFD) dan Pajek
lampirannya dikembalikan kepada Wajib Pajak untuk dilengkapi
dan diserahkan kembali kepada Dinas Pendapatan Daerah
Kelengkapan
Lampiran FRWPD
5. |Mancatat data Pajak Daerah dalam Kartu Data untuk selanjutnya d) vangieh dverdas| 5y | NPNPD rrgkap B2
' |digunakan sebagai sumber data untuk proses Penetapan Daftar Induk Wajib
Pajak_
® » P ,r\




D. Pendataan Pajak Daerah Wajib Pajak Yang sudah Memiliki NPWPD Dengan Cara Menghitung dan Membayar Sendiri (Self Assessment)

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Keterangan
Wajib Pajak Bidang Pendaftaran dan Pendataan Kelengkapan Wakiu Qutput
I . F lir Pendaft
1. |Menyiapkan Formulir Pendataan (SPTPD) (__:) Fomu(t-rpwpopand‘;"mn 5 meit om‘?:pv:;ua; e
]
Menyerahkan Formulir Pendataan (SPTPD) kepada Wajib Pajak Formulic Pendafaran ) _
2. |setelah dicatat dalam Daftar SPTPD dan dibuatkan fanda FPWPD) 5 menit Tanda Terima
terimanya.
Setelah Formulir Pendalaan (SPTPD) diterima Wajib Pajak dan i pone
3 tanda terima telah ditandatangani oleh Wajib Pajak atau yang N4 f:;m;;, :anz.n:;z: 5 menlt Pengarsipan Tanda
" |diberi kuasa, Bidang Pendaftaran dan Pendataan mengarsipkan I::' Terima Terima
tanda terimanya. :
Mengisi Formulir Pendataan (SPTPD) dan melengkapi fampiran :
yang diperlukan termasuk Rekapitulast Penerimaan Pembayaran !
dan Rekapitulasi Penerimaan Per Jenis Layanan, dan
menyerahkan kembalike Dinas Pendapatan Daerah. l
Lampiran SPTPD ferdiri dari:
- Fotokopi identitas dirifpenanggung jawab/penerima kuasa
KTP/SIM/Paspor;
4 ( pon Lampiran FPWPD 15 menit La"e‘i""a‘ﬁ“;;\j‘:m
* |- Fotokopi Akte Pendirian Perusahaan bagi Badan Usaha ':\LI mpiEa
- Surat Keterangan domisili tempat usaha ,-\—]
- Surat Izin Usaha dari Instansi berwenang
- Surat Kuasa apabila.pemilik/pengetola usahaf penanggung
jawab berhalangan dengan disertai fotokopi KTP/SIM/Paspor dari
pemberi kuasa
- Menyerahkan ke Bagian Pendaftaran dan Pendataan
Memeriksa kebenaran dan kelengkapan pengisiannya:
- Apabila pengisiannya benar dan lampirannya lengkap, dalam Laﬁ;‘ﬁ":gﬁm
Daftar Formulir Pendaftaran diberi tanda dan tanggal penerimaan N Kslengkapan Sment |Yana telan di verivikasi
5. / Lampiran FPWP D dan dicatat dalsm
ity
- Apabila belum lengkap, Formulir Pendataan (SPTPD) dan > Daﬂar;,na?:: Wi
lampirannya dikembalikan kepada Wajib Pajak untuk dilengkapi \
dan diserahkan kembali kepada Dinas Pendapatan Daerah
'Y Kelengkzpan
Larnpiran FPWPD
6 Mancatat data Pajak Daerah dalam Kartu Data untuk selanjutnya CD yang telah diverivikasil 15 o NF;WPD rangkap dua
T |di i dan dicatal daf an pengarsipan
digunakan sebagai sumber data untuk proses Penetapan ottt dukw:j’i"',
Pajak
L . 3
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Nomor SOP 21/0R-B/2017
Tanggal Pembuatan 08 December 2017

PEMERINTAH KABU PATEN KETAPANG Tanggal Revisi 08 December 2019
Tanggal Efektif 01 January 2018

SEKRETARIAT DAE RAH Disahkan oleh SEKRETARIS DAERAH
Nama Standar Operasional Prosedur (50P)
PENETAPAN
Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung 1. Pendidikan minimal D3/setingkat

2.

-l __tu

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Peraturan Daerah dan Petunjuk Pelaksanaan
Pajak Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin

Mendirikan Bangunan

2.  Memahami ketentuan tata ruang
3. Memahami ketentuan bangunan
4, Dapat mengoperasikan program/apiikasl perizinan

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan

1. SOP Pendaftaran dan Pendataan 1. Komputer dengan Program /Aplikasi perizinan
2. SOP Penetapan 2. Sambungan Internet/Intranet

3. SOP Pembayaran Pajak 3. GPS

4, SOP Permohonan Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak 4, Alat Komuniksasi (HP atau HT)

5. SOP Penagihan 5. Kendaraan Operasional

6. SOP Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau pengurangan

sanksi administrasi

7. S0P Keberatan dan Banding
8. SOP Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
Peringatan Pencatatan dan pendataan

Jika pelaksanaan prosedur tidak tertib akan mengakibatkan penumpukan berkas
permohonan dan keterlambatan penerbitan suratfizin

: Nota Perhitungan Pajak Daerah

1. Bidang Penetapan

2. Bidang Penetapan : Tanda Terima
3. Bidang Penetapan : SKPD

4. Bidang Penetapan : STPD




A. Penetapan Pajak Daerah Dengan Cara Penstapan oleh Kepala Daerah (Official Assessment)

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiata ; Bidang i Keterangan
giatan o Bidang Pembukuan Wajib Pajak b B’ga_r;‘gan ?e"nﬁ?;‘: Kelengkapan Wakiu Output
enetapan dan Pelaporan enagh
1. |Bidang Penetapan membuat Nota Perhitungan Pajak Daerah { ) Note Perhitungan 10ment Neta Perhinmgan
2. [Menerbitkan SKPD berdasarkan Nota Perhitungan Pajak Daerah | l Nota Perhibmgan 10 meat Penertitn SKPD
SKPD ditandatangani oleh Kepala Dinas dan disiapkan tanda
terimanya. SKPD dibuat rangkap 5 {lima}, dengan distribusi
sebagal berikul:
. . . Penandatangan
3 | Asli untuk Wajib Pajak I:‘j . Penerbitan SKPD 15 menit PSKI;’S dan
* emgarsipan
- Tembusan uniuk Bidang Penagihan, Bidang Pembukuan dan )
Pelaporan, dan Bendahara Penerima l
- Arsip . }'
Bidang Penetapan mendistribusikan tembusan SKPD kepada o 4 .]ananuatangan ] Pendistibusian dan
4. |Bidang terkait dan SKPD Asli disampaikan kepada Wajib Pajak :] XDt 15 ment torida terima
dan dibuatkan tanda terimanya. engerse
Apabila SKPD yang.diterbitian tidak atau kurang dibayar setelah
lewat wakiu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejal SKPD A Pendistibusian dan 20 med Perberian sanks!
5 : : tanda tetima 30 ment administasl
- |diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar ? ”
2% (dua persen} tiap-bulan dengan menerbitkan STPD.




B. Penetapan Pajak Daerah Dengan Caga Dihitung dan Dibayar Sendiri {Self Assessment)

No.

Kegtatan

Pelaksana

Mutu Baku

Bidang
Penetapan

Bidang
Pembukuan
dan Pelaporan

Wajib Pajak

Bidang
Penagihan

Bendahara
Penerima

Kelengkapan

Waktu

Cutput

Keterangan

Setelah Whajib Pajak membayar pajak terutang berdasarkan
SPTPD, dicatat dalam Karu Data

-

Pencaletan dalam
Kartu Dala

10 menit

Pencatatan dalam
Kartu Data

Membuat Nota Perhitungan Pajak dengan cara menghitung jumiah
pajak terutang dan jumiah kredit pajak yang diperhitungkan dalam
Kartu Data (Kartu Data diserahkan kemnbali ke Bidang Pendaftaran
dan Pendataan), berdasarkan Kartu Data dan Hasil Pemeriksaan
atau keterangan lain

]

Neta Perhitungan

10 menit

pembuatan Nota
Pechilungan Pajak

Berdasarkan Nota Perhitungan Pajak Daerah dibuat surat
ketetapannya yaitu:

- Jika Pajak terutang kurang atau tidak dibayar maka diterbitkan
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB)

- Jika tidak terdapat selisih antara pajak terutang dan kredit pajak,
maka diterbitkan Sural Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN)

- Jika terdapat tambahan objek pajak yang sama sebagal akibat
ditemukannya data baru, maka diterbitkan Surat Ketetapan Pajak
Daerah Kurang Bayar Tambahan

- Jika terdapat kelebihan pembayaran pajak terutang, maka
diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLE)

e

Surat Ketetapan

15menit

Pernbuatan Surat
Ketetapan

Setelah pembuatan surat ketetapan selesai, dicatat dalam Daftar
Surat Ketetapan (SKPDKB, SKPDN, SKPDKBT, dan SKPDLE)

Panandatahgan
SKPD dan
Pengarsigan

15menit

Pendistribusisn dan
tanda terima

Surat Ketetapan ditanda tangani oleh Kepala Dinas. Surat
Ketetapan (SKPDKB, SKPDN, SKPDKBT, dan SKPDLB) dibuat
rangkap S (lima) dengan distribusi sebagai berikut:

- Asli untuk Wajib Pajak

--Tembusan masing-masing untuk Bidang Penagihan; Bidang
Pembukuan dan Pelaporan, dan Bendahara Penerima

- Arsip

Sural Kelelzpan

15 menit

Surat Kelelapan yang
1elah ditanda langani

Bidang Penetapan mendistribusikan ternbusan SKPDKB, SKPDN,
dan SKPDKBT Kepada pihak-pihak terkait. Sedangkan Asli
SKPDKB, SKPON, dan SKPDKBT disampatkan kepada Wajib
Pajak dan dibuatkan tanda terimanya

Surat Kelelapaa yang
telah, ditanda tangan!

S0menit

Surgt Ketetapan yang
telah dilanda tongani
dan tanda leima

Selelah SKPDKB, SKPDN, dan SKPDKBT Asli diterima Wajib
Paiak dan tanda terima telah ditandatangani, Bidang Penetapan
mengarsipkanny#

Surat Ketetapan yang
telsh ditanda tangan!
dan tands teima

15 menit

Pengarsipan

Apabila SKPDKB atay SKPDKBT yang diterbitkan tidak atau
kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (liga puluh) hari
sejak SKPDKB atau SKPDKBT diterbitkan, Wajib Pajak dikenakan
sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap
’}Jlan dengan menerbitkan STFD.

Penstepan

30 menit

Penetopan Sahks!

TN

ey
\S
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C. Penetapan Secara Jabatan

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Bidan Bidang Bidan Bendahara Keterangat
g jt i 9 Kelengkapan Wakty Output
Penetapan Pembukuan Wajib Pajak Penagihan Penerima
dan Pelaporan
Nota Perhitungan Pajak (Kartu Data diserahkan kembali ke Bidang
Pendaftaran dan Pendataan) berdasarkan Daftar SPTPD, hasil
. Pencatetan defam }

1. |pemeriksaaan danfatau keterangan lain karena SPTPD tidak ( )  artu Data 1omenit Sural leguren

disampaikan dan telah diberikan Surat Teguran untuk

TPD
memasukkan SP — e —
- " ¥

2 Menerbitkan SKPD/SKPDKB dzfn dicatat dfilam Daflar Surat Nete Perhitmgan 10 menit d‘ﬁﬁgm

Ketetapan atas dasar Nota Perhitungan Pajak Syral Ketetanan
3 |Membuat rangkep 5 (ima) SKPD/SKPDKB dan di tanda tangani L—_’:} SKPO/SKPDKE Gment |7 Tg'_"ga“ Kepaly

" |oleh Kepala Dinas "

Mendistribusikan tembusan SKPD/SKPDKB kep:'da pihak-pihak v ) Pegstribusizn dan
4. terkait, Sedangkan Asli SKPD/SKPDKB disamps; kan kepada i::l SKPO/SKFOKE 15ment tandh lerima

Wajib Pajak dan dibuatkan tanda terimanya. i

Setelah Asli SKPD/SKPDKB diterima Wajib Paj |k dan tanda

terima telah ditandatangani melakukan pengarsipan: I:’—-l

- Asli untuk Wajib Pajak — _ Pengarsgan
5, . ! . . ) v o \ SKPD/SKPDKB 15 menit SKROISKPOKS

- Tembusan masing-masing untuk Bidang Penagihan, Bidang | I | | | I

Pembukuan dan Pelaporan, dan Bendahara Penerima

- Arsip

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB karena

berdasarkan hasil pemeriksaan pajak terutang tidak atau kurang

dibayar dan jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam ‘ Peretapan Sarks)
6. |15 (lima befas) hari dan telah ditegur tertulis, dikenakan sanksi I:j SKPOKE 30 mert Administrasi

administrasi berupa bunga dihitung dari pajak yang kurang atau

terlambat dibayar selama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung

sejak terutangnya pajak.

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB karena

kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi dan pajak yang terutang

ditetapkan secara jabatan, dikenakan sanksi administrasi berupa 'j - Penetapan Sari:
7. |kenaikan dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa [: SKPDKA 30mend Administrasi

bunga dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar

untuk fangka waktu paling fama 24 (dua puluh empat) bulan

dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Apabila SKPD/SKPDKB yang diterbitkan tidak atau kurang dibayar

setelah jatuh tempo yaitu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja v Panetapsn Sarksi
8. |setelah saat terutangnya pajak, Wajib Pajak dikenakan sanksi } SKRD/SKPDKB 30menit Namiristnsi

administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan

dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daetah atau STPD.

s /i & &
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Nomor SOP 22/OR-B/2017
T | Pembuat 08 December 2017
PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG oo el = Beromber 3019
Tanggal Efeldif 01 January 2018
SEKRETARIAT DAE RAH Disahkan oleh SEKRETARIS DAERAH

Nama Standar Operasional Prosedur (SOP)

PEMBAYARAN PAJAK

Dasat Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung 1, Pendidikan minimal D3/setingkat

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Peraturan Daerah dan Petunjuk Pelaksanaan 2. Memahami ketentuan tata ruang
Pajak Daerah 3. Memahami ketentuan bangunan

3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 4, Dapat mengoperasikan program/aplikasi perizinan;
Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung ;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin .
Menditikan Bangunan 1

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan

1. SOP Pendaftaran dan Pendataan 1. Komputer dengan Program fAplikasi perizinan

2. SOP Penetapan 2, Sambungan Internet/Intranet

3. SOP Pembayaran Pajak 3. GPS

4, S0P Permohonan Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak 4. Alat Komuniksasi (HP atau HT)

5. S0P Penagihan 5. Kendaraan Operasional

6. SOP Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau pengurangan
sanksi administrasi

7. SOP Keberatan dan Banding

8. SOP Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

Peringatan Pencatatan dan pendataan

Jika pelaksanaan prosedur tidak tertib akan mengakibatkan penumpukan berkas
permohonan dan keterlambatan penerbitan surat/izin

1. Bendahara Penerima : SSPD/STS

2. Bendahara Penerima : Laporan Realisasi Penerimaan dan Penyetoran
3. Bendahara Penerima : Buku Pembantu peneriman Sejenis

4, Bendahara Penerima : Buku Kas Umum




A. Pembayaran Pajak

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan . Bidang . Keterangan
Wajib Pajak BPendaI)ara BldangPP?mbukuan dan Pendaftaran Pfldaf‘hi Kelengkapan Waktu Output
enérima elaporan dan Pendataan nagihan
;. [Menyerahkan setoran disertai SPTPD, SKPD, SKPDKB, i omet |
* |SKPDKBT, danfatau STPD dengan media SSPD. Selotan Setoran
Setalah SSPD divalidasi, 8SPD asli disertal SPTPD, SKPD,
2. [SKPDKB, SKPDKBT, danfatau STPD dikembalikan ke Wajib SSP 15 menit Validas S5P0
Pajak
Befdasarkan SSPD yang telah divalidasi, jumlah pembayaran Pencatatan dalam
3 Pajak Daerah dicatat dalam Register STS/SSPD dan Buku 4 $SPD yang telah 15 menit Registrasi STS/S5PO
: Eﬁ:ﬂbanm Penerimaan Sejenis, serta dibukukan dafam Buku Kas j divalidasi dan Bk Pemosnis
m. i
- . - Y
ry gl?lz}ilzg{:raannl‘g:r?:e Kas Umum Daerah secara harian disertai Ej 'f Setoran Walb Pajak | 15 menit Bukli Seloran Bank
Secara periodik menyiapkan Laporan Realisasi Penerimaan dan v ) Laporan Reaksasi Laporan Periodk
5. |penyetoran uang yang ditandatangani oleh Kepala Dinas [::] :Bﬂsf:::::"udan 15 menlt g:a':::;;::m:::
Pendapatn Daerah enyotoran Lang "
Mendistribusikan:
- Media setoran yang telah divalidasi ke Bidang Pembukuan dan i-l_l*
Pelaporan, Bidang Penagihan, dan Bidang Pendaftaran dan _
5. Pendataan . J i?gi::’:ﬁ;:; F:‘ 30 menit Pendistibusian
- Buku Pembantu Penerimaan Sejenis (BPPS) ke Bidang C:) Cb (r:)
Pembukuan dan Pelaporan seria Bidang Penagihan
- Laporan Realisasi Penerimaan kepada Kepala Dinas
“'.J .\ SN A
(N A\




PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
SEKRETARIAT DAERAH

Nomor SOP 23/0OR-Bf2017

Tanggal Pembuatan 08 December 2017
Tanggal Revisi 08 December 2019
Tanggal Efektif 01 January 2018
Disahkan oleh SEKRETARIS DAERAH

Nama Standar Operasional Prosedur (50P)

PERMOHONAN ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1.
|2

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentand Bangunan Gedung
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Peraturan Daerah dan Petunjuk Pelaksanaan
Pajak Daerah :

1. Pendidikan minimal D3/setingkat
Memahami ketentuan tata ruang
Memahaini ketentuan bangunan
Dapat mengeperasikan program/aplikasi perizinan

N

3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahl.fn 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
' Nomor 28 Tahun 2002 tentang BangLfnan Gedung
4, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomar 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembarian Izin
Mendirikan Bangunan
Keterkaitan Peralatan/petlengkapan
1. SOP Pendaftaran dan Pendataan 1. Komputer dengan Program /Aplikasi perizinan
2, SOP Penetapan 2. Sambungan Internet/Intranet
13. SOP Pembayaran Pajak 3. GPS
4, SOP Permohonan Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak 4. Alat Komuniksasi (HP atau HT)
15. SOP Penagihan . 5. Kendaraan Operasional
6. SOP Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau pengurangan
sanksi administrasi
7. SOP Keberatan dan Banding
8. S0P Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
Peringatan Pencatatan dan pendataan

Jika pelaksanaan prosedur tidak tertib akan mengakibatkan penumpukan berkas
permohonan dan keterlambatan penerbitan surat/izin

1. Bidang Penetapan : Surat Permohonan Angsuran / Penundaan Pembayaran

2. Bidang Penetapan : SPA / SPPP
3. Bidang Penetapan : Daftar SPA / Daftar SPPP




A. Pengajuan Permohonan Angsuran Pembayaran

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan . ) Bidang Keterangan
Wajib Pajak Bidang Penetapan Kepala Dinas Pembukuan Kelengkapan Waktu Output
dan Pelaporan
Kepala Bidang Penetapan atas nama Kepala Dinas menerima Pencelztan dalam
1. |surat Permohonan Angsuran Pembayaran selanjutnya dicatat 5‘“;:;:;’;”’" 10 meit B‘;:*m‘f:gofaf'
dalam Buku Register Permohonan Angsuran Pembayara Angsuran
1
Melakukan penelitian untuk dijadikan bahan dalam pemberian i . Bahan Pemberian
2. |xeputusan persetujuan/penolakan permohionan oleh Kepala Dinas Melakodkan Penetian | 15 ment Keputusan
Menyampaikan hasil penelitian dan Surat Permohonan Angsuran Hasil Peneliian dan Hasil Peneltian dan
3 kepada Kepala Dinas untuk mendapatkan Keputusan m;i:;’:,?m 15 men swaz:mm"
Apabila Eliepala Dinas tidak menyetujui permohonan tersebut, |
Bidang F enetapan membuat Surat Pemberitahuan Penolakan ] ]
4. |Angsurgfi. Sure! Pemberitahuan terssbut dibuat 3 (tiga) rangkap Keputisan Kepale toment [ SureiFmheniamen !
dengan jlitribusi asli diserahkan kepada Whajit Pajak , tembusan (
ke Bidarlg Pembukuan dan Pelaporan, dan arsip I
ApaEbilE KEpala DINds Tenyetud permotoai erseou, Biiang A
Penetapan membuat Surat Perjanjian Angsuran dan dimintakan
5 tanda tangan Kepala Dinas. Surat Perjanjian Angsuran Keputusan Kepala 15 ment Suret Perjanjian
* |Pembayaran dibuat 3 (tiga} rangkap dengan distribusi asli untuk Dines Angsuran
VWajib Pajak, tembusan untuk Bidang Pembukuan dan Pelaporan,
dan arsin ' [ T —
r - Pencatatan datam
6. |Selanjutnya dicatat dalam Daftar Sural Perjanjian Angsuran Surat Penanfan omeat | Datler Surat Perejen
¥ Angsurzn
Angsuran
e A4 Surat Perjgj
7 Menyerahian Surat Perjanjian Angsuran atau Surat CD A,,gm,m{ﬂ‘ ;’,‘m womedt | Pemerakan Kepada
- |Pemberitahuan Penclakan Angsuran kepada Wajib Pajak R P;ﬂfeﬁt::'gﬁn Wajib Pajak
enolakan SUTan =




B. Pengajuan Permohonan Penundaan Pembayaran

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan ' Bidang Keterangan
Wajib Pajak Bidang Penetapan Kepala Dinas Pembukuan Kelengkapan Wakty Output
dan Pelaporan
Kepala Bidang Penetapan atas nama Kepala Dinas menerima &urat Permohonan Bt Regstrasl
1. |Surat Permohonan Penundaan Pembayaran selanjutnya dicatat Perundaan 10 menit ":"""""‘““
dalam Buku Register Permchonan Penundaan Pembayaran Pembayaran pemndaan
5 Melakukan penelitian untuk dijadikan bahan dalam pemberian Melskukan Pereltion | 15 merit Hesl Pencitian
" |keputusan persetujuan/penclakan permohonan oleh Kepala Dinas
Menyampalkan hasil penelitian dan Surat Permohonan Hasil Peneliian dza Hasil Peneftian dan
3. |Penundaan Pembayaran kepada Kepzla Dinas untuk : &T;m@an 15 menit Swigemd:m
mendapatkan Keputusan Pembayaran Perbayaran
Apabila Kepala Dinas tidak menyétujui permchonan tersebut, ! !
Bidang Penetapan membuat Surat Pemberitahuan Penolakan ’
4 Penundaan Pembayaran. Surat Pembaritahuan tersebut dibuat 3 Keputusan Kepala ISmems | St Pemberitatuzn
- |(tiga) rangkap dengan ditribusi asli diserahkan kepada Wajib I Dines Penaiican
Pajak , tembusan ke Bidang Pembukuan dan Pelaporan, dan .
arsip
Apabila Kepaia Dinas menyetujui permohonan tersebut, Bidang
Penetapan mernbuat Surat Perjanjian Penundaan Pembayaran . )
5, [dan dimintakan tanda tangan Kepala Dinas. Surat Persetujuan Ej Kepusankepats | oo | Spreren
* [Penundaan Pembayaran dibuat 3 (tiga) rangkap dengan distribusi, Dinas Pembayaran
asli untuk Wajib Pajak, tembusan untuk Bidang Pembukuan dan
Pelaporan, dan arsip
N A | A ~ Pencal nGalam
Selanjutnya dicatat dalam Daftar Sural Persetujuan Penundaan j |j £ural Perfargn 20 mesit i
6. Pembayaran Ej |: : Pemhaya:,n Penundaan
—Pemhavaran
Menyerahkan Surat Persetujuan Penundaan Pembayaran atau Pa ‘a’t soment | Perverekan Kepada
7. | Surat Pemberitahuan Penclakan Angsuran kepada Wajib Pajak D abpio vl - Waj Pajek
Pembayaran




PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
SEKRETARIAT DAERAH

Nomor SOP 24/0R-B/2017

Tanggal Pembuatan 08 December 2017
Tangdqal Revisi 08 December 2019
Tanggal Efekdif 01 January 2018
Disahkan oleh SEKRETARIS DAERAH

Nama Standar Operasfonal Prosedur (SOP)

PENAGIHAN

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1.
2,

3.

4.

Undang-Undang Nomeor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Peraturan Daerah dan Petunjuk Pelaksanaan
Pajak Dagrah i

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peratur'li':n Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung I
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentahg Pedoman Pemberian Izin

Mendirlkan Bangunan

1

Dl

Pendidikan minimal D3/setingkat
Memahami ketentuan tata ruang

Memahami ketentuan bangunan
Dapat mengoperasikan program/aplikasi perizinan

Keterkaitan

Peralatan/petlengkapan

1, SOP Pendaftaran dan Pendataan 1. Komputer dengan Program /Aplikasi perizinan
2. SOP Penetapan 2. Sambungan Internet/Intranet
3. S0P Pembayaran Pajak 3. GPS
4, SOP Permohonan Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak 4. Alat Komuniksasi (HP atau HT)
5, SOP Penagihan 5. Kendaraan Qperasional
6, SOP Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau pengurangan
sanks! administrasi ;
7. SOP Keberatan dan Banding
8. S0P Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
Peringatan Pencatatan dan pendataan

Jika pelaksanaan prosedur tidak tertib akan mengakibatkan penumpukan berkas
permohonan dan keterlambatan penerbitan surat/izin

kol

Bidang Penagihan : Buku Pembantu Penerimaan
Bidang Penagihan : Surat Ketetapan

Bidang Penagihan : Surat Teguran

Bidang Penagihan : Surat Paksa

X



A. Penagihan Dengan Surat Teguran/Surat Peringatan

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Keterangan
Bidang Penagihan Kepala Dinas Wajib Pajak Ketengkapan Waktu Cutput
Membuat Daftar Surat Teguran/Surat Peringatan berdasarkan Daftar SPTPD, Dattar Dattar Surat
1. |Daftar SPTPD, Daftar Surat Ketetapan, dan Buku Pembantu S”;;‘:m’,‘:;f;;:a“ 30 menit Teguran/Surat
Penerimaan Sgjenis , Ponedimaan Periagatan
Membuat Sural Teguran/Surat Peringatan dan ditandatangani oleh
o Kepala Dinas alas nama Bupati. Surat Teguran/Surat Peringatan T':::’f;n?;‘:‘at jomenn | Tenda Tangan Kepala
* |dibuat rangkap 3 {tiga-yaitu untuk Wajib Pajak, Bidang pembukuan Paringatan Dinas dan rangkap 3
dan Pelaporan dan arsip .
3 Menyampaikan/Menyerahkan Surat Teguran/Surat Peringatan Susa! Tegurn/Surat 40 menit Menyerahkan kepada
* |kepada Waijib Pajak Peringatan Wajib Pajak
!
!
B. Penagifian Dengan Surat Paksai
! Pelaksana Mutu Baku
No. Keaiatan Keterangan
Bidang Penagihan Kepala Dinas Wajib Pajak Kelengkapan Waktu Qutput
. |Membuat Dattar Surat Paksa berdasarkan Daftar Surat ooy
1, |Teguran/Surat Peringatan dan Buku Pembantu Penerimaan Perdngatan dan Buku 30 mealt Daftar Surat Paksa
Sejenis Pembantu
] Panerimaan Sejenis
Membuat Surat Paksa dan ditandatangani oleh Kepala Dinas atas Ei
nama Bupali. Surat Teguran/Surat Peringatan dibuat rangkap 3 ) Tanda Tangan Kepala
2. (tiga yaitu untuk Wajib Pajak, Bidang pembukuan dan Pelaporan Dafiar Surat Paksa Bomenit | bynas dan rangkap 3
dan arsip
N
3. |Menyampaikan/Menyerahkan Surat Paksa kepada Wajib Pajak Sural Paksa 30 menit ”va,’:j;";gj‘;?a“

¥ )




PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
SEKRETARIAT DAERAH

Nomor SOP 25/0R-B/2017

Tanggal Pembuatan 08 December 2017
Tanggal Revisi 08 December 2019
Tanggal Efektif 01 January 2018
Disahkan oleh SEKRETARIS DAERAH

Nama Standar Operasional Prosedur {SOP)

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSA
ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Peraturan Daerah dan Petunjuk Pelaksanaan
Pajak Daerah :

Peraturan Pemerintah Nomaor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian 1zin

Mendirikan Bangunan

1. Pendidikan minimal D3/setingkat

2. Memahami ketentuan tata ruang

3. Memahami ketentuan bangunan  }

4. Dapat mengoperasikan program/apifkasi perizinan

.1

%~

Keterkaltan Peralatan/perlengkapan
1, SOP Pendaftaran dan Pendataan 1, Komputer dengan Program /Aplikasi perizinan
2. SOP Penetapan 2. Sambungan Internet/Intranet
3, SOP Pembayaran Pajak 3. GPS
14. SOP Permohonan Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak 4, Alat Komuniksasi (HP atau HT)
5. SOP Penagihan 5. Kendaraan Operasional
6, SOP Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau pengurangan

sanksi administras!
SOP Keberatan dan Banding
S0P Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

JPeringatan

Pencatatan dan pendataan

Jika pelaksanaan prosedur tidak tertib akan mengakibatkan penumpukan berkas
parmohonan dan keterlambatan penerbitan surat/izin

1. Bidang Penetapan : Buku Registrasi Surat Permohonan
2. Bidang Penetapan : Laporan Hasil Penelitian
3. Bidang Penetapan : Buku Registrasi Surat Keputusan Penolakan

»  J



A. Pembetulan atau Penghapusan Sanksi dan pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapanh Pajak atau Surat Tagihan Pajak
Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan . . Bidang Kelerangan
Wajib Pajak Fungsi Kepala Dinas B|da!'lg Pembukuan Kelengkapan Waktu Output -
Pelayanan Penagihan d
an Pelaporan
Mengajukan Permchanan Pembetutan, Pembatalan, . Sural Permohonan "Pe n;w “r‘]'om
Pengurangan Keletapan, dan Penghapusan atau Pengurangan ( ) Pembel o Pembengan,
’ sanksi adminisirasi melalui fungsi pelayanan, kemudian fungsi Pengurangan \Sment 'f:“ﬁaiaﬁgn
* ipefayanan menyerahkan ke Bidang Penagihan meialui Seksi Ketstapan. gan Kei:,’;‘;“::f‘dan
Penagihan, Keberatan, Pengelolaan Penerimaan Sumber Lain- Fpen;g::p"ng::m Penghapusan atau
Lain. administrasi Pengurangan Sanksi
dminietracl ||
Menerima Sural Permohanan Pembetulan, Pembatatan, oot
Pengurangan Ketetapan, dan Penghaptisan atau Pengurangan . Pembetulan,
5 {Sanksi adminisirasi dari Wajib Pajak dan mencatatnya kedafam L4 ol oment | Pencattaadalam
" |Buku Register Surat Permohonan, Pembatalan Pengurangan E] l mgg;’fm Buku Registrasi
Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi ] Penghapusan atau
Administrasi i Pengurengzn Sanks]
oo odrmnistrast - PEr AR SareT
] Pemohonan
Meneliti kelengkapan permchonan Pembetulan, Pembatalan, A 4 . Pembetan, Veriasi
3 Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan E:I ;’embalﬂla:a comenl kelengkapan
" |Sanksi Administrasi Wajib Pajak, setelah ditakukan penelitian dan the"gh“paa'n'gm | permahonan dan
bila perlu dilakukan pemeriksaan, dibuat Laporan Hasil Penefitian penghapusan altau Laporan Perielen
Pengurangan Sanksi
U —_ peprinjerpct
h
Menyampaikan laporan Penelitian kepada Kepala Dinas untuk ) Kepuiisan Kapala
4. |ditelti dan dipertimbangkan untuk ditolak atau diterima Lsporan Peneffian | 20 ment Dinas
- —— ]
Apabila permohonan disetujui maka menyampalkan Surat
Keputusan yang disetujui untuk Kepala Dinas dan apabila ' Keputusan Kepala

5. | permohonan ditolak maka dibuatkan Surat Keputusan penolakan LeporanPenclien | €0 mart Dinas

pembetulan
" TMencatat Surat Keputusan Penolakan kedalam Buku Register ,
Surat Keputusan Penclakan Pembetulan dan mencatat Surat ! Pencatatan dalsm

5 |Keputusan Pembetulan kedalam Buku register Surat Keputusan - ‘::I Surat Keputisa 16 menk Buku Registrasi
Pembetulan setelah Surat Keputusan diotorisasi — | ] B ]
Mendistribusikan Surat Keputusan kepada Wajib Pajak dengan (j v (L) (J%

7. len:abusan kepata plhiak-plhak.yang terkal.t yaitu Asli untuk Wajib { ] curnt eputusan 1o menit Tembusan dzn
Pajak, tembusan masing-masing untuk Bidang Pembukuan dan . pendistiibuslan
Pelaporan, Fungsi Pelayanan, dan arsip

L 2 8 Jj

-




PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
SEKRETARIAT DAERAH

Nomor SOP 26/0R-B/2017

Tanggal Pembuatan 08 December 2017
Tanggal Revisi 08 December 2019
Tanggal Efektif 01 Japuary 2018
Disahkan oleh SEKRETARIS DAERAH

Nama Standar Operasional Prosedur (SOP)

KEBERATAN DAN BANDING

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

L
2.

3.

4,

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Peraturan Daerah dan Petunjuk Pelaksanaan
Pajak Daerah |

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2002 tentang Banﬁunan Gedung

Peraturan Menteri Dalarm Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian 1zin
Mendirikan Bangunan

. Pendidikan minimal D3/setingkat
Memahami ketentuan tata ruang

2.
3. Memahami ketentuan bangunan
4. Dapat mengoperasikan program/aplikasi perizinan

sanksl administrasi

Ketarkaitan Peralatan/perlengkapan

1., SOP Pendaftaran dan Pendataan 1. Komputer dengan Program fAplikasi perizinan
2. SOP Penstapan 2. Sambungan Internet/Intranet

3. SOP Pembayaran Pajak 3. GPS

4. SOP Permchonan Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak 4.  Alat Komuniksasi (HP atau HT)

5. SQP Penagihan 5. Kendaraan Operasional

6. SOP Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau pengurangan

7. SOP Keberatan dan Banding
8, SOP Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
Peringatan Pencatatan dan pendataan

Jika pelaksanaan prosedur tidak tertib akan mengakibatkan penumpukan berkas
permohonan dan keterlambatan penerbitan surat/fizin

2. Bidang Penagihan ; SKPDLB

1. Bidang Penagihan : Surat Keputusan Penolakan Keberatan / Keberatan

3. Bidang Penagihan : Buku Registrasi Surat Permohonan Keberatan / Keputusan Keberatan

'}.




A. Penyelesaian Keberatan

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Bidang Bidang Keterangan
Wajib Pajak Penagihan Kepala Dinas Bupati Pembukuan Kelengkapan Waktu Cutput
dan Pelaporan
1. |Mengajukan Permohonan Keberatan ke Bidang Penagihan @ swatPemmonan | 10ment Surat Peqmanonan
Menerima Surat Permohonan Keberatan dari Wajib Pajak dan
2. |mencatatnya kedalam Buku Register Surat Permohonan SeatPemhonat | 10 mentt Pencaatan dalom
Keberatan gt
Mengliti kelengkapan Surat Permahonan Keberatan Wajib Pajak ! Verifikasi
3. |setelah dilakukan penelitian dan bila perlu dilakukan pemeriksaan, I | SurniPermoranan | 30menit keleoghopan Suat
dibuat Laparan Hasil Penelitian Keberatan
4 i Menyampaikan |§p0ran Penelitian kepada Kepa1_a Dinas untuk L——‘j Surat Permohonan 60 merit Keputusn Kepala
) : diteliti dan diperimbangkan untuk ditolak atau diterima yang telah diverifkasi Dinas |
] Setelah mendapatkan pertimbangan dari Kepaia Dinas, berkas T f
* |keberatan Wajib Pajak disertai pertimbangan Kepala Dinas
disampaikan kepada Bupati untuk mendapatian keputusan
terhadap keberatan yang diajukan Walib Pajak tersebut. Bupati
dalam fangia waktu paling lama 12 ( dua befas ) bulan sejak surat N
5. |permohanan keberatan diterima, harus memberi keputusan atas : |"“‘ "“‘[:__I Keputusan kepala 12bdan | Keputssan Bupat
keberatan yang diajukan. Keputusan atas keberatan dapat berupa | :
menerima seluruhnya atay sebagian, menolak atau menambah
besamya pajak yang terutang. Apabila jangka walktu 12 (dua
belas) telah lewat dan Bupati tidalkcmemberikan keputusan,
keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan
Apabila permohonan keberatan tidak disetujui, Bidang Penagihan St Keputusan
membuat Surat Keputusan Penolakan Keberatan. Sedangkan A | paratakan Keberaton
B8 o L ,: Keputuson Bupati 30 menit " Keberata
- |apabila disetujui, Bidang Penagihan membuat Surat Keputusan :] atau Surat Keputusan
Keberatan Keberatan
_ B Kedua ‘Surat Keputusan tersebut ditanda tangani oleh Bupati atau
Pejabat yang ditunjuk, Surat Keputusan Penolakan Keberatan . .
dibuat rangkap 2 (dua) yaitu asli untuk Wajib Pajak dan arsip L__j Surat Keputusan Pen‘;’;g:m:\:m
y Penolakan Keberatzn p
7. lsedangkan Surat Keputusan Keberatan dibuat rangkap 4 (empat) b SurotKepulysan| 0S| Surat Keputusan
yaitu asli untuk Wajib Pajak, satu untuk arsip dan dua tembusan Kebsratan Keneratan dan
untuk Bidang Pembukuan dan Pelaporan serta Bidang rRngkap arsp
___ |Pendaftaran dan Pendataan
Berdasarkan Surat Keputusan Keberatan dicatat dalam Buku | ! \ curat Keputusan
8 Register Surat Keputusan Keberatan. Selanjutnya Bidang é D $ural Keputusan 30 meit Keberatpan dan
- |penagihan mendistribusikan Surat Keputusan, asli kepada Wajib Keberatan Pencatatan dalam
Pajak dan tembusan kepada pihak ferkait. tulas Reglstrast
»; -




Nomor SOP 27{0R-8/2017
PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG T e o s015
Tanggal Efektif 01 January 2018
SEKRETARIAT DAERAH Disahkan oleh SEKRETARIS DAERAH

Nama Standar Operasional Prosedur (SOP)

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Dasar Huskum

Kualifikasi pelaksana

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung 1. Pendidikan minimal D3/setingkat
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Peraturan Daerah dan Petunjuk Pelaksanaan 2. Memahami ketentuan tata ruang
Pajak Daerah ’ 3. Mernahami ketentuan bangunan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang 4. Dapat mer'goperasikan program/aplikasi perizinan
Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung .!
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian 1zin ]'
Mendirikan Bangunan |
Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1. SOP Pendaftaran dan Pendataan 1. Komputer dengan Program /Aplikasi perizinan
2. SOP Penetapan 2. Sambungan Internet{Intranet
3. SOP Pembayaran Pajak 3. GPS
4. SOP Permohonan Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak 4. Alat Komuniksasi (HP atau HT)
5. SOP Penagihan 5. Kendaraan Operasional
6. SOP Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau pengurangan
sanksi administras
7. SOP Keberatan dan Banding
8. 50P Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
Peringatan Pencatatan dan pendataan

Jika pelaksanaan prosedur tidak tertib akan mengakibatkan penumpukan berkas
permohonan dan keterlambatan penerbitan suratfizin

Al

Bidang Pendaftaran dan Pendataan : Permohonan Kelebihan Pembayaran Pajak
Bidang Pendaftaran dan Pendataan : Kartu Data

Bidang Penetapan : SKPDLB dan SPMKPD

BUD / Kuasa BUD : SP2D




A. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegfatan Bidang Bidang
Waijib Pajak Pendaftaran PcBr:::‘angan p Blda?hgn Pembukuan | KepalaDinas Bupati Bluglgg asa Kelengkapan Waktu Qutput
dan Pendataan P enag dan Pelaporan
. . . Surat P Permeh:
1 Waijib Pajak membuat Surat permohonan Pengembalian u::Lg:mmb:r;i:r;aﬂ 10 menit S"QZ‘HESETL'LQT'
' |Kelebihan Pembayaran Pajak Ketebihan Kelebihan
Pembayaran Pajak Pembayaran Pajal
——— ]
Menerima Sural parmohanan Pengembalian Kelebihan Sural Permshonan
2. |Pembayaran Pajak, selanjutnya atas surat permohonan tersebut P°.2§,i’§-..'12rn'a" 1sment  |Verlvikast cian Valid
dilakukan pemeriksaan dan membuat laporan pemeriksaan. Pembayaran Pajak
Laporan pemeriksaan ditandatangani eleh petugas dan 2
3. |dimintakan konfirmasi kepada Wajib Pajak dan apabila telah ] SwstPermabonan | tsmenn | KOOSR
disetujui Wajib Pajak ikut menandatangani laporan pemeriksaan |
. |
Mencatat dala perpajakan ke dalam Kartu Data, selanjutnya {—: iy . Pencatatan dalan
4 menyerahkan kepada Bidang Penetapan yang U Laporan Pamerisasn | 10memt Kary Cata
|
Melakukan penghitungan untuk dilakukan penghitungan _ _ Pertitungan
5. |penetapan kelepihan pembayaran pajak Laposan Pemeriksadd | 30 merit ”E"m"::!::'ebm'
Berdasarkan hasil penghitungan tersebut diperhilungkan dengan
6. |utang/Tunggakan pajak yang lain dan kemudian dibuat nota Shasi perhitungan 30 menit Pe::;:ﬁf:‘“g:’:“
perhitungan.
Setelah diperhilungkan dengan ulang pajak yang lain temyata -
keleblhan pembayaran pajak kurang/sama dengan utang pajak X )
7. |lain fersebut maka Wajib Pajak menerima bukti pemindah bukuan, l::l Hasil Perhitungan 30 meait B"“:f:um"ah
sebagai bukti pembayaran/kompensasi dengan pajak terutang .
dimaksud, karena dalam SKPDLB tidak diterbitkan
Bukti Pemindahbukuan dibuat rangkap 3 (tiga) dengan distribusi X
8. |asli untuk Wajib Pajak, tembusan masing-masing untuk Bidang E—__, Bukti pemindahbukuan) 30 menit Ra&gm‘:f“
Pembukuan dan Pelaporan dan Arsip
‘ - o]
0 Setelah disetujui oleh Kepala Bidang Penetapan selanjutnya Bukti — N 15 men Persetujuan Kepa
- |Pemindahbukuan didistribusikan ke pihak yang terkait Ui pemindahbukuan meri | Bidang dan Distib
® £ 2



No.

Kegiatan

Pelaksana

Mutu Bakn

Wajib Pajak

Bidang
Pendaftaran
dan Pendataan

Bldang
Ponetapan

Bidang
Penagihan

Bidang
Pembukuan
dan Polaporan

Kepala Dinas

Bupatl

BIUD/Kuasa
BUD

Kelengkapan

Waktu

Cutput

10.

Apabila setelah diperhitungkan/dikompensasikan dengan temyata
kelebihan pembayaran pajak iebih besar dibandingkan dengan
utang pajak, maka Wajib Pajak akan menerima bukti
pemindahbukuan dan sebagai bukli pembayaran dan kompensasi
dan diterbitkannya SKPDLB. SKPDLB dibuat rangkap 3 (tiga)
dengan distribusi asli untuk Wajib Pajak, tembusan untuk Bidang
Penagihan serta satu tembusan untuk arsip

—{ ]

Hasil Perhitungan

30 menit

Bukti Perbayaran:
penestitan SKPDI

11

Selanjutnya berdasarkan SKPDLB diproses penerbitan: SPMKPD.

- |SPMKPD dibual rangkap 3 (tiga) dengan distribust asli untuk

BUD/kuasa BUD, satu tembusan untuk Kepala Dinas, dan safu

Fenerbitan SKEDLB

15 meril

Penebitan SPMKI
dan pendistribusii

12

tembusan untuk arsip ]

i
SPMKPD selanjutnya disz mpatkan ke Bupati untuk diotorisasl

untuk kemudian didistribu jsl'kan kepada pihak-pihak yang terkait

i

Penerbitan SPMKPD

1 hari

\
|

Otoritas ke € pa
i

13

BUD/kuasa BUD, berdasarkan SPMKFD memproses penerbitan
SP2D untuk mengembalikan kelebthan pembayaran pajak kepada
Wajib Pajak. SP2D dibuat sekurang-kurangnya rangkap 4 {empat)
dengan disribusi sebagai berikut:

a. Asii untuk wajib pajak

b. Tembusan masing-masing untuk Bank tempat menyimpan Kas
Daerah dan Bidang Pembukuan dan Pelaporan

(e
U

c. Arsip

SPMKPD

30 menit

[—

i

Penerbitain SP20 ¢
rangkap

®

@



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KATAPANG

4. _ Bldang Adm1n1stras1 Kependudukan dan Pencatatan |

0 po o

= 0

S1p11
SOP Pelayanan Kartu Keluarga (KK) /{
SOP Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-¢l)
SOP Pelayanan Akta Catatan Sipil

SOP Pelayanan Surat Keterangan Pindah

SOP Pelayanan Secara Paralel/Simultan

.SOP Pelayanan Pembetulan atau Perba.lkan KK/KTP-el/Surat Keterangan

Pindah o |
SCP Pelayanan Pembetulan atau Perbaikan Akta Catatan Sipil
SOP Pel_ayanari,‘_ Pengaduan/Keluhan Pelanggan

@ t 8 J R/



PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Nomor SOP 28/0R-B/2017
Tanggal Pembuatan 08 Desember 2017
Tanggal Revisi 08 Desember 2019

Tanggal Efektif 01 Januari 2018

Disahkan oleh

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Nama SOP

PELAYANAN KARTU KELUARGA (KK)

Dasar Hukum
1.

Administrasi Kependudukan di Kabupaten Ketapang;

2. Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan
Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di
Kabupaten Ketapang.

Kualifikasi Pelaksana

Peraturan Daerah Nomor 9@ Tahun 2015 tentang Penyelenggaraaan 1. Mengetahui/memahami tugas pokok, fungsi dan sisdur adminduk

2 Mr'smahami tatacara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil

3 Tsf}:rampil mengoperasikan komputer SIAK
4 Mengetahui/memahami tugas dan proses pembuatan KK

Keterkaitan
1. SOP Pelayanan Kartu Keluarga (KK)
2. SOP Pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
3. SOP Pelayanan Akta Catatan Sipil
4. SOP Pelayanan Surat Keterangan Pindah
5. SOP Pelayanan Pembetulan atau Perbaikan
KK/KTP/Surat Keterangan Pindah
SOP Pelayanan Pembetulan atau Perbaikan Akta Catatan Sipil
7. SOP Pelayanan Pengaduan/Keluhan Pelanggan

o

Peralatan/Perlengkapan
1. Komputer dengan aplikasi SIAK
Sambungan Internet/Jaringan Komunikasi Data (Jarkomdat)
Server
Printer
Scanner
Blangko KK
Formulir Permohonan
Lembar Kerja/Disposisi

©®NO oA WN

Peringatan
- Jika pelsksanaan prosedur tidak tertib akan mengakibatkan
penumpukan berkas permohonan dan keterlambatan penerbitan
atau perubahan Kartu Keluarga (KK/KK Pengganti)
- Data tidak boleh dikeluarkan tanpa izin tertulis dari pejabat yang
berwenang

Pencatatan dan Pendataan

1. Kabid : Paraf pada lembar ke-2 (lembar untuk dinas)
2. Kasi : Paraf pada lembar ke-2 (lembar untuk dinas)
3. JFU : Buku Register

)



A. Prosedur Pelayanan Pembuatan Kartu Keluarga Menggunakan Perangkat Yang On-Line

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan : : . .
Pemochon |Petugas Pendukung Pelayanan/ Operator Kasi Kabid Kepala Dinas| Kelengkapan Waktu Output
Pemohon mengisi Formulir dan melengkapi
persyaratan : Fotocopy Akta Nikah/Kutipan Akta ( AW ian d
1 |Perkawinan, Surat Keterangan Pindah/Surat — bt‘:gz’::ﬂgzﬂo::n 2Menit  |Berkas Permohonan
Keterangan Pindah Datang, 1zin tinggal tetap bagi
orang asing.
Menerima berkas, mengkoreksi data permohonan
, ( | 3 Berkas Permchonan
2 mence.“at daI‘Bm bu.ku !’&glstrash qan mem_buat bu.kﬁ >| I Berkas Permohonan 2 menit yang telah
penerimaan *Apabila tidak sesuai maka dikembalikan diverifikasi
kepada pemohon
; i A Berkas Permohonan Berkas Parmchanan
3 Memilah berkas berdasarkan kecamatan dan noraor [:fj yang telah + menit yang telah diberi
arut .[ diverifikasi nomor urut
I
O kukan 1 ! i I Y I Berkas Pemohonan . Ky
4 perator melakukan input data ke SIAK dan yang telah dibe 3 menit mpu[an.KK yang
mencetak KK nomor urul perberkas telah dicetak
. Kumpulan KK yang
Menyerahkan kumpulan KK yang telah dicetak kepada \f-—l Kumpulan KK yang . -
. - . I » ] telah diverifikasi dan
> Kasi dan Kabid untuk di verifikasi akhir 'E’]‘_'—D telah dicatak 1 menit a :iz:rlafs 3
i . ) K
Manyerahkan kumpulan KK yang telah diverifikasi Kumpulan KK yang 1 menit umpulan KK yang
B ia Di . ) telah diverifikasi dan berkas telah diverifikasi dan
kepada Kepala Dinas untuk ditandatangi diparaf pe diparaf
S ——— _ —— — -_— —_ Pyl — — e il | —— -
7 |epata Dinas menandatangani KK yang tefah E:':‘ tg‘;:‘:ﬂi’;&gsﬁ“:n Cment | ¥umpulan KK yang
diverifikasi diparaf letah ditandatangani
N\
. . . Kumpulan KK yang
Mengarpbll kudm{)ulag P'((K yang lela.h dita:g_a tangani | I Kumpulan KK yang e telah ditandatangari
8 |untuk dicatat dalam buku registrast untuk diserahkan telah ditandatangani meni dan di catat dalam
kepada petugas loket buku registrasi
. Kumputan KK yang K lan K
g |Menyerahkan dan mendistribusikan KK melalui loket | | telah ditandatangani + menit ;ﬁi“gguk':k‘;“g
pengambilan da':ug:f:‘gai;a:;m dan stempel basah
- o o o F - S N ) —K 1f KKyang v
s : umpulan Kti
10. Pemqhon menerima KK dan menyarahkan bukti { ) tolats dibukukan, dan 1 menit Tanda bl;) t1k
Penerimaan stempel basah penerimaan berkas

s Ji



B. Prosedur Pelayanan Pembuatan Kartu Keluarga Menggunakan Perangkat Yang Oft-Line

penerimaan

stempel basah

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan P
efugas Pendukung Pelayanan/ .
Pemohon 9 g yanan Kasi Kabid Ke.pa!a Kelengkapan Waktu Qutput
Operator Dinas
Pemohon mengisi Formulir dan melengkapi
persyaratan : Fotocopy Akta Nikah/Kutipan Akta ( \< .
1 |Perkawinan, Surat Keterangan Pindah/Surat — Nomoranizhdan | ament  |Berkas Pemnoonan
Keterangan Pindah Datang, Izin tinggal tetap bagi barkas permohoaan
orang asing.
Menerima berkas, mengkoreksi data permohonan, — Pemoh
mencatat dalem buku registrasi, dan membuat bukti > Berkas Pefmofionan
2 ' )
penerimaan *Apabila lidak sesuai maka dikembalikan /I_:] Bariies Permohonan 2 ment y'ang'it:m‘
kepada pemchon diverifkasi
Memilah berkas berdasarkan kecamatan dan nomaor h Berkas Permohonan | Berkas Pefmohonan
3 urut nomo l: yang telah 1menit | vang telahdiber
diverifikasi |I nomor urut
|
\ |
4 [Operator memback up data ke Sefver AFIS di | | Berkas tP fr:gl"”.an 3menit [ Kurpulan KK yang
Kecamatan / Dinas yang online dan mencetak KK yang tetah diberl perberkas telah dicatak
nomor urut
Menyerahkan kumpulan KK yang felah dicetak kepada Y ' Kumpulan KK yang
5 ! ) ) ! p — N Kumpulan KK yang . . a
Kasi dan Kabid untuk di verifikasi akhir LJ_ '[—| |‘ ‘*[ I telah dicetak 1menit  [telan d;i;lk?s' dan
o |Menyerahkan kumpulan KK yang telah diverifikasi Kumpulan KK yang tmenit | Kumpulan KK yang
kepada Kepala Dinas untuk ditandatangi tetah diverifkasidan | oo e |teleh diveriikasi dan
diparaf diparaf
D OV FOSRU U EE e eymermstin®t - | — —
Kepala Dinas menandatangani KK yang lelah | | Kumpulan KK yang KK
7 epal " o A . Kumpulan yang
diverifikasi telah dlv'enﬁkas1 dan 1 menit telah ditandatangani
diparaf
Mengambit kumpulan KK yang telah ditanda tangani N Kumputan KK yang
8 |untuk dicatat datam buku registrasi untuk diserahkan Kumpulan KKyang | oy |telah ditandatangani
kepada petugas loket | | telah ditandatangani dan di catat dalam
. buku registrasi
h 4
Kumpulan KK yang
9 Menyerahkan dan mendistribusikan KK melalui ioket E:] tefeh ditandatangani ] Kumpulan KK yang
il X 1 menit telzh dibukukan,
pengambilan dan di catat dalam dan stempel basah
buku registrasi an stemg
Pemohon m;nerima KK dan menyerahkan bukti h 4 Kumpulan KK yang -
10. ¥ f telah dibukukan, dan| 1 menit Tanda buki

penerimaan berkas

s/



PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Nomor SOP 29/0R-B/2017

Tanggal Pembuatan 08 Desember 2017

Tanggal Revisi 08 Desember 2019

Tanggal Efektif 01 Januari 2018

Disahkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Spil

BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Nama SOP

PELAYANAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP)

Dasar Hukum
1.

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraaan

Administrasi Kependudukan di Kabupaten Ketapang;

2. Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata
Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten
Ketapang.

Kualifikasi Pelaksana |
1. Memahami tatacara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
2. Terampil mengopera JFsikan komputer SIAK

Keterkaitan
1. SOP Pelayanan Kartu Keluarga (KK)

Peralatan/Perlengkapan
1. Komputer dengan aplikasi SIAK

2. SOP Pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) 2. Sambungan Internet (Jarkomdat)

3. SOP Pelayanan Akta Catatan Sipil 3. Server, Kamera Digilal, Finger Print Scanner, Smartcard Reader/Writer, iris
4. SOP Pelayanan Surat Keterangan Pindah Scanner Signature Pad, Card Personalization Printer, Mesin Personalisasi,
5. SOP Pelayanan Pembelulan atau Perbaikan Blangko KTP-El, Digitai Scanner, Mesin Sortir.

KK/KTP/Surat Keterangan Pindah 4. Printer

6. SOP Pelayanan Pembetulan atau Perbaikan Akta Catatan Sipil 5. Buku Register

7. SOP Pelayanan Pengaduan/Keluhan Pelanggan 6. ATK
Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Jika pelaksanaan prosedur tidak tertib akan mengakibatkan penumpukan| 1. Kabid : Tanda tangan pada lembar kendali
berkas permohonan dan keterlambatan penerbitan Kartu Tanda Penduduk; 2. Kast . Paraf pada lembar kendali
(KTP) : 3. JFU : Buku Register

l.

@
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A. Prosedur Pelayanan Perekaman KTP-el Menggunakan Perangkat Statis Yang On-Line (Data Sudah Terdadftar Dalam Data Base Kependudukan)

Pelaksana _ Mutu Baku
No. Kegiatan Keteran|
Penduduk Petugas Pendukung Pelayanan / Operator Kelengkapan Waktu Cutput
L Mengisi formulir permohonan Fatokopl KK BRUKTP] 5 g1y Eimoﬁ:{‘x"“mm"
. | non elektronik
- Membawa fotokopi KK atau fotokopi KTP non elekirontk non elaktrani
Menyerahkan berkas ke Petugas Pendukung Pefayanan:
v Berkas Parmohonan
- i dan fotokspi KKKTP 1 Menit Barkas Pemchon
2. |- Fonmulir Permohonan | | o
- Fotokopi KK atau Fotokopi KTP non elektronik
- Menerima berkas
- Memverifikasi & Validasi ! X X
3 H ! J I: Barkas Pemahon 2 Menit Be«;:ﬁ?k:;?h d
" |- Mencatat datam buku harian !’
*} Jika ada perubahan data, mengikuti SOP perubahan data . _
. . . T Berkas Setelah df : Berkas yang siap di
4. |Menerima berkas dari Petugas Pendukung Pelayanan | l eias | 1hert gt i
- Operator membuka dan membacakan data penduduk o
5 e . Bekasyand siapdl | 4 yionn | Perokaman KTP-!
- |- Operator merekam Pas Photo, tanda tangan, sidik jari dan : Input
iris mata penduduk
- Operator memverikasi data telunjuk jari kiri dan kanan |
G. penduduk | Perekaman KiP-e 3Menit | Verifikasi Telunjuk Jadi
- Penduduk menandatangani pernyataan kebenaran data
___ isecara elektrenik ~ ] - o o ) . I
- Operator memvalidasi hasil perekaman dengan sidik jari
" 3
7 I Operator memastikan hasil perekaman tersimpan dalam !: Verkasi Tehutiok Jari| 2 Merit v::?:;; :::n
- |server
- Operator menyerahkan berkas kepada pefugas
pendukung . 3 o R UV E—— e -
6 | Mengarsipkan berkas [j Validasi Hasi s ot AP Beckas dan Bukd
: Perekaman Perekaman
- Memberikan bukti perekaman kepada penduduk
hd ' ¥ L J



B. Prosedur Pelayanan Perekaman KTP-el Menggunakan Perangkat Statis Yang Off-Line (Data Sudah Terdadftar Dalam Data Base Kependudukan)

- Memberikan bukti perekaman kepada penduduk

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Keterangan
Penrduduk Petugas Pendukung Pelayanan [ Qperator Kalengkapan Waktu Output
- Mengisi ulir permo Berkss Parmohonan
1 engisi formulir p honan F"‘“,,";ﬂ‘ .::mﬁ'kmp 2Hort | an oropt KIHTP
- Mernbawa fotokopi KK atau fotokopi KTP non elekironik Cj non elaktronik
Menyerahkan berkas ke Petugas Pendukung Pelayanan:
L Berkas Pemmshonan
2. - Formulir Permohaonan [::j dan folokopi KKATF | 1Menit | Bewkas Pemohan
rion eleklronik
- Fotokopi KK atau Fotokopi KTP non elekironik
- Menerima berkas
- I\;f!em\.fer'ﬁk'-J si & Valldasi ‘j ; E
3. l !i ] Berkas Perohon 2 Menit Bems:ﬁi?::h d j
- Mencatat c;alam buku harian i
*) Jika ada pletubahan data, mengikuti SOP perubahan l
data — — L e—
. . h di N Berkas yang siap di
4. |Menerima berkas dari Petugas Pendukung Pelayanan | | Beﬂﬁ:r;ifsia I 1 Menit - Lp‘:ﬁ i .
- Operator membuka dan membacakan data penduduk Berkas yang 529 d
¥ 3 Meai kaman KTP-el
3. |- Operator marekam Pas Photo, tanda tangan, sidik jari dan I ] Input Meall 1 Perakaman KiP-¢
iris mata penduduk
- Operator memverikasi data telunjuk jari kiri dan kanan il
6 penduduk E:I Pemkaman KTP-el | 3Menit |Verifiasi Tetunjuk Jari
- Penduduk menandatangani pernyataan kebenaran data
_|secara elektronik e s — _ - —
- Operator memvalidasi hasil perekaman dengan sidik jari
- Operator membackup data perekaman untuk dikirimkan ) validasi Hasi
7. |ke Pusat Data melalui Server AFIS di Kec/Dinas yang | Verifikasl Teluniuk Jar) 2 Menit Perekaman
Online
- Operator menyerahkan berkas kepada petugas
- ___tpendukuna ., _ e e e NN R e —
- Mengarsipkan berkas . Valicasi Hasil ey | Ao Berkas den
& Perekaman e Bukli Perakaman




C. Prosedur Pelayanan Perekaman KTP-el Menggunakan Perangkat Mobife (Data Sudah Terdadftar Dalam Data Base Kependudukan)

Pelaksana RMutu Baku
No. Kegiatan - Keterangan
Penduduk QOperator Moblle Kelengkapan Waktu Qutput
’ - Mengisi formulir permochonan Fotckopl KK AU KTP| 5 ::rm:t;o::;rlnonona;
) lekirorik RIKT
- Membawa fotokopi KK atau fotokopi KTP non elektronik non eletren o clektronk
Menyerahkan berkas kepada Petugas:
b Berkas Pemohonan
2. |- Formulir Permchonan I: dan fotokopi KK/KTP | 1 Merit | Berkes Pemohon
nen elekirdnik
- Fotokopi KK atau Fotokopi KTP non elektronik
- Menerima berkas
- Memverifikasi & Validasi f '
% |- Mencatat dafam buku [:v:l ! gekas Pomoren | zient | PN
- Menca alam buku harian i
1*) Jika ada perubahan data, mengikuti SOP perubahan }
data
- Operator membuka dan membacakan data penduduk Borkas Setalan di
orkas Sele i kaman KTP-el
4. |- Operator marekam Pas Photo, tanda tangan, sidik jari dan [j Verificasi 3 Menit ) Peraaman 1F=a
iris mata penduduk .
- Operator memverikasi data telunjuk jari kiri dan kanan v
5. penduduk Perekaman KTP-8l 3Menit | Verfikast Telunjuk Jarl
- Penduduk menandatangani pernyataan kebenaran data
______ secara elektronik o o ] i ]
- Operator memvalidasi hasil perekaman dengan sidik jari
. - v B 3 9 . o
6. 5 ;)rsz:ator memaskitan hasil perekaman tersimpan datam [:L_—I Veciikasi Tetunjsk Jari| 2 Merit V::f;;:::"
- Operator menyerahkan berkas kepada petugas
- pendukung I S
- Operator membackup data perekaman untuk dikirimkan Y . A
A . ) dasi Hasil ) Arsip Berkas d
7. ke Pusat Data melzlui server AFIS di Kec/Dinas yang “Sﬁfj,fgﬁii‘ 1 Menit Bfme P:reﬁ:rn::
online
o, ‘.J\ 3



D. Prosedur Pelayanan Penerbitan KTP-el Bagi Penduduk Yang Belum Melakukan Perekaman Dan Tidak Terdaftar Dalam Data Base Kependudukan

1. Pencatatan Blodata Penduduk Melalul Pelayanan SIAK Yang Sudah Tersambung (on-ine)

No,

Pelaksana

Mutu Baku

Kegiatan

Penduduk

Petugas Pendukung Pelayanan / Operater

Helengkapan

Waktu

Output

Keterangan

Membawa berkas:

- Formulir permohonan pencatatan biodata dari
desafkelurahan

- Fotokopi Biodata Penduduk yang telah ditandatangani
Penduduk dan Kepala Desa/Lurah

- Fotokopi Akta Kelahiran atau fotokopi ljazah yang dimitiki
atau Surat Kelerangan dari Kepala SukufAdat Setempat

- Fotokopi Buku Nikah/Akta Kawin atau fotokopi Akta
Perceraian

CJ

Fotokepi KK atau KTP
nan elektronik

2 Menit

Berkas Pemchenan
dan fotokopi KKIKTP
non elektronik

- Menerima berkas
- Memverifikasi & Memvalidast

- Mencatat dalam buku haran

- Memberikan salinan permohonan kepada penduduk

Berkas Permchoran
dan totokopi KKKTP
non eledronik

2 Menit

Berkas Pemochon

- Menerima berkas dari Petugas Pendukung Pelayanan
- Merekam hasil pengisian Formulir Biodata Penduduk
menggunakan aplikasi SIAK

- Memastikan datanya terkiim ke server Database
Kependudukan Kabupaten/Kota

- Operator membuka dan membacakan data penduduk
melalui Aplikasi AFIS

- Operator merekarn Pas Photo, tanda tangan, sidik jari,

_|dan iris mata penduduk

fBerkas Pemohen

2 Menit

Qerkas Setelah di
Verifikasi

- Operator memverikasi data telunjuk fari kiri dan kanan
penduduk

- Penduduk menandatangani pernyataan kebenaran data
secara elektronik

- Operator memvalidasi hasil perekaman dengan sidik jari
- Operator memastikan hasil perekaman tersimpan dalam
server

- Operator menyerahkan berkas kepada petugas
pendukung

- Mengarsipkan berkas

- Memberikan bukti perekaman kepada penduduk

Berkas Setetah ai
Verifiasi

3 Menit

Parekaman KTP-El

Berkas yang sizp di
kvpul

3 Menit

Perekaman KTP EL

perekaman KTP EL

2 Meqit

Verifikasi Telunjuk Jaril

Yenfikast Telunjuk Jari

1 Manit

Validasi Hasit
Perekaman

N




D. Prosedur Pelayanan Penerbitan KTP-el Bagl Penduduk Yang Belum Moalakukan Perekaman Dan Tidak Terdaftar Dalam Data Base Kependudukan

2. Pencatatan Blodata Panduduk Melalul Pelayanan SIAK Yang Sudah Belum Tersambung (off-lino}

Pelaksana

No. Keglatan

Mutu Baku

Penduduk Petugas Pendukung Pelayanan / Operator

Kelangkapan

Wakiu

Qutput

Kelerangan

Membawa dan menyerahkan berkas:

- Formulir permohonan pencatatan biodata dari
desakelurahan

- Fotokopi Biodata Penduduk yang telzh ditandatangani
Penduduk dan Kepala Dasallurah

- Fotokopi Akta Kelahiran atau fotokopi ljazah yang dimiliki

- Fotokapi Buku. Nikah/Akta Kawin atau fotokopi Akta
Perceraian

- Surat Keterangan dad Kepala Sukw/Adat Setepat

Folokopt KK atau KTP
non alekimnik

2Menlt

Berkas Permohonan
dan folokopi KK/KTP
nen eloktronik

|

- Mencatat dalam buku harlan '

- Mengirimkan berkas ke Petugas Pendukung Petayanan
Dinag

- Memberikan satinan permohonan kepada pendudui

- Menerima berkas

- Memverifikasi & Memvalidasi

Berkas Permohanan
dan fotekopl KKKTP
non aleXronik,

2 Mohd

Barkas Pamghon

- Menerima berkas dari Petugas Pendukung Pelayanan
Kecamatan

- Memverifikasi & Memvalidasi b 4
- Mencatat dalam buku harian

- Menyerahkan barkas ke operator Dinas

Berkas Pemohon

- Menerima berkas dari Petugas Pendukung Pelayanan

- Merekam hasil pengisian Formulir Biodata Penduduk
menggunakan apfkasi SIAK

- Mencetak Kartu Keluarga KK

~ Menyerahkan bsrkas dan KK ke Petugas Pendukung

Pelayanan

~ Melaporkan kepada ADB untuk melakukan SOP
Penylapan Database Kependugdukan o

- Memproses penandatanganan dan stempel KK

- Mengirim berkas dan KK ke Kecamatan

Berkas Setalah di
Verifikasi

Berkas yang elap di
tnput

2 Menil

Borkas Setetah di
Verifkasi

2 Menlt

Beskos yang sisp di
Input

Perekeman KTP-¢l

- Menerima KK dari Dinas Dukeapil

- Menginformasikan kepada penduduk bahwa sudah bisa
melakykan perekaman KTP-el

- Menerima KK dari Petugas Kecamatan

- Melanjutkan ke Tahapan Perekaman KTP-el

Porekaman KTP-e!

Vaerifikasi Telunjuk
Jar

1 Menit

1 Menit

Verifikesl Telunjuk
Jari

Validesi Hasd
Perekaman

*



E. Prosedur Pelayan Penerbitan KTP-el Pengganti (Salah Data)

1. Pelayanan di Tempat Pelayanan KTP-¢l Kecamatan/Kelurahan

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Keterangan

Penduduk Potugas Pendukung Pelayanan / Kepala Seks| Kelengkapan Waktu Output
Qperater

Membawa befkas:

- KTP-el yang salah data ' Borkas Pormehonan

" - [:3 Fo!o::;r:: eﬁfﬁn?kmp 2 Menit | dan fotokopt KK/KTP
- Formulir permohonan non elekironik

- Fotokopi dokumen pendukung lainnya

Menyerahkan berkas ke Petugas pendukung Pelayanar: ‘

- h 4 Pemoh !

2 TP yand salah data I: E:rﬁz?ok:;?w : 1 Menit Berkas Pemchon
- Formulir permohonan non elekironik [

- Fotokopi dokumen pendukung lainnya

- Menerima berkas

- Memverifikasi & Memvalidasi

3. Mencatat dalam buku harian Ej Berkas Pemohion 2 Menit Bemﬁ:ﬂsﬂig?h a
- Menyampaikan ke-Petugas Pelayanan Dinas Dukcapil
Kab/Kota

- Memberikan salinan permohonan ke penduduk

- Menerima berkas

- Memverifikasi & Memvalidasi E’j Berkas Setelah di aoa | Bk yang siap G
[=]

Verifikasi put
- Mencatat dalam buku harian

- Menyampaikan berkas ke Operalor Dinas

- Menerima berkas dari Petugas Pendukung

- Memperbaikt data yang salah melalui aplikasi SIAK 3
5. |- Mencetak KTP-el . BerkasyargSiap di | 5p0 0 | perckaman KTP-el

Input
- Verifikasi data dalam chip %
- Menyerahkan berkas ke kepala seksi




Pelaksana Mutu Baku
; Keteranfan
No. Kegiatan
? Ponduduk Petugas Pendukung Polayanan / Kaepala Seksl Kelsnghapan Waktu Qutput
Qperator
- Meneliti dan mencocokan hasil cetakan KTP-el dengan ]
5 e romsomsnrear | zwet | LS
" }- Menyerahkan KTP-el dan berkas kepada Petugas [:':]
Pendukung Pelayanan ;
- I Menyerahkan KTP-gl ke Petugas Pendistribusian KTP-el Dokument KTPl | 1 Hea Pengarsipan
- Meiakukan pengarsipan —]
- Menerima KTP-el dari Petugas Pendistribusian KTP-el
g, {disertai Berita Acara Dokument KTP-el | 1 Menit Beiita Acara
- Mengkonfimasikan panduduk untuk mengambil KTP-el — ) ]
I _ . ,
9. |- Menerima KTP-el dari Petugas Pendukung Pelayanan [j | Barita Acara 1 Ment Tenda Tedma
8 2

@

&



E. Prosedur Pelayan Penerbitan KTP-el Pengganti {Salah Data)

2. Pelayanan di Tempat Pelayanan KTP-el di Dinas Kabupaten/Kota

Pelaksana Muty Baku

Ne- Keglatan Penduduk Petugas Per;i::;::rPalaynnanf Kepala Seksi Kelengkapan Waktu Cutput Hererangan
Membawa berkas:

1. | KTP-el yang salah data | Fotokopi KK alau KTP| - 5, o ffﬂifoiiﬁ'? KT
- Formulir permechonan nan efeidront nen elaklronix
- Fotokopi dokumen pendukung lainnya
Menyerahkan berkas ke Petugas pendukung Pelayanan: ‘

2. - KTP-el yang salah data f [:":' fiﬁf.iﬁ:’ii?ﬁ?? 1 Menit Berkas Pemohon
- Formulir permohonan I non elekironlk
- Folokopi dokumen pendukung lainnya
~ Menerima berkas .

3. |- Memverifikasi & Memvalidasi Ej Berkas Pemahon 2 Menit Bem\?‘:ﬁsﬁigiah !
- Mencatat dalam buku harian

B - Menerima berkas dari Petugas Pandukung ) B -

- Memperbaiki data yang salah melalui aplikasi SIAK .

4. |- Mencetak KTP-e! L—_j Berias b SO 3 pent | Perskaman KTP-el
- Verifikasi data datam chip
- Menyerahkan berkas ke kepala seksi

"7 |“Meanélifi dan mencocokan hasil cetakan KTP-gl dengan T T — T B -

5. l_J :ﬂﬂéiierahkan KTP-el dan berkas kepada Petugas I:“_L_-I Dofument KTP-8l | 1 Menil Ts?’f:u?aima

Pendukung Pelayanan
L Menerima berkas dan }a'F-el I — — A T

6. |- Menyzrahkan KTP-el ke Penduduk é Tar;deam;z:;ma 1 el Tai::g_?;sr;iaan KdTaFr:-en
- Mengarsipkan berkas dan KTP-el yang salah

s

@
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PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Nomor SCP 30/OR-B/2017

Tanggal Pemhbuatan 08 Desember 2017

Tanggal Revisi 08 Desember 2019

Tanggal Efektif 01 Januari 2018

Disahkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

BIDANG PENCATATAN SIPIL

Nama SOP

PELAYANAN AKTA PENCATATAN SIPIL

'Dasar Hukum

| Administrasi Kependudukan di Kabupaten Ketapang;

2. Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2015 tentang Persyaratan dan
Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di
Kabupaten Ketapang.

I. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraaan

Kualifikasi Pelaksana
1. Memahami tatacara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
2. Terampil mengoperasikan komputer SIAK
3. Memahami tatacara penerbitan Akta Pencatatan Sipil

Keterkaltan

Peralatan/Perlengkapan

1. SOP Pelayanan Kartu Keluarga (KK) 1. Komputer dengan aplikasi SIAK

2. SOP Pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) 2. Sambungan Internet (Jarkomdat)

3. SOP Pelayanan Akta Pencatatan Sipil 3, Lembar Disposisi, Blangko Akta, Register, Stempel, Buku Tanda Terima

4. SOP Pelayanan Surat Keterangan Pindah 4. Printer

5. SOP Pelayanan Pembetulan atau Perbaikan 5. ATK

KK/KTP/Surat Keterangan Pindah

6. SOP Pelayanan Pembeiulan atau Perbaikan Akta Catatan Sipil

7. SOP Pelayanan Pengaduan/Keluhan Pefanggan
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Jika pelaksanaan prosedur tidak tertib akan mengakibatkan| 1. Kabid ' Paraf pada lembar ke-2 (lembar untuk dinas)
penumpukan berkas permohonan dan keterlambatan penerbitan Aktal 2. Kasi : Paraf pada lembar ke-2 {lembar untuk dinas)
Pencatatan Sipil 3. JFU : Buku Register

'@



A. Prosedur Pelayanan Pembuatan Akta Kelahiran
1. Prosedur Pelayanan Pembuatan Akta Kelahiran Umum (Sebelum Batas 60 Hari Setelah Kelahiran)

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Petugas
Penduduk Pendukung Operator Kasl Kabid Kepala Dinas Kelengkapan Wakiu Output
Pelayanan
Membawa berkas:
- Formutir Permohonan
- Surat Penganiar Kelahiran dari Dokter/Bidan/Penolong kelahiran
- Fotokopi Akta Nikah/Kutipan Akta Perkawinan
- Fotokopi KTP Kedua Orang Tua/Wali/Pelapor
- Fatokopi KTP 2 Orang Saksi ! Nomor Antrian dan .
1. P (___\___Jg | Berkas Permahonan 2 Menit Berkas Permahonan
- Folokopi KK i
1
- Fotokopi Paspor/KITASIKITAP bagi WNA {
- BA Kepolisian untuk anak yang tidak diketzahui asal usulnya
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Atas Kelahiran, jika surat
kelahiran dari dokterbidanfpenclong kelahiran tidak terpenuhi
- SPTJM Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Isteri dalam hal 2kta nikalvkutipan akta perkawinan
- ... |tdak terpenuhi — — N N B [ EESUUN SR VRSN [OOSR
- Menerima berkas dar pemchon
- Verifikasi & Validasi
Berkas Permohonan
- Mencatat datam Buku Registrasi yd yang teah di
2 > Berkas Permohonan 5 Mefit Verifikasi dan Tanda
- Memberikan Salian Permohonan \ Bukti penerimaan
Berkas
- Menyerahkan berkas ke bagian Operator
*} jika ada perubahan ada mengikuti SOP perubahan data
- Menerima berkas dari Petugaé Pendukung F'-elayanan. "—_I
- Mengentry data kedalam database SIAK Berkas Pemochonan Kutipan Akta
3. i yang tefah di 3 Menit Kelahiran yang felah
- Mencetak Kutipan Akta Kelahiran Verifikasi dicetak
- Menyerahkan Kulipan Akia Kelahiran yang tefah di cetak ke Kasi dan Kabid
e mat arvsrne e ememe ien e me e mee o e e N RN [V eyt N [P SO | e e e e e e e -
- Menerima Berkas dar Operator I:L‘:lq—
’ . Kutipan Akla
- Meneliti dan mencocokan hasil cetakan Kutipan Akia Kelahiran dengan berkas permohonan Kutipan Akta ) Ketahiran yang felah
4, Kelahiran yang lelah 5 Menit i paraf oleh Kasi
- Memberikan paraf pada Kutipan Akta Kelahiran yang Valid dicatak dan Kabid
|: Menyerahkan berkas kepada Kepata Dinas

.f ‘.7 {‘_‘,;



Pelaksana Mutu Baku
Kegiatan Petugas
Penduduk Pendukung Operator Kasi Kabid Kepala Dinas Ketengkapan Wakitr Output
Pelayanan
- Memproses Penandatanganan i Kutipan Akta Kellpan Akta
Kelahiran yang telah 1 Menit Kelzhiran yang lelah
- Menyerahkan berkas ke Petugas Pendukung Pelayanan ﬂ_ diparaf ditandatanganl
- Memproses stempel Kutipan Akia Kelahiran ] Kufipan Akta
Kutipan Akta Kelahiran yang
- Mencatat dalam buku registrasi Kelahiran yang telah 2 Menit dicatat dalam buku
ditandatangani registrasi dan
| Monyeranian berkas ke Pelugas Penduung Petayanan stompe basch
. . X 5 T B —_— ' Kutipan Akla -
- Menginformasikan ke Pemohen untuk mengambil Kutipan Akta Kelahiran Ke|ar|:iran yang
i dicatat dalam buku 1 Menit Tanda Bukdi Terima
- Menyerahkan Kutipan Akta Kelahiran ke Pemohon dengan tanda terima . registrasi dan
/ stempel basah




A. Prosedur Pelayanan Pembuatan Akta Kelahiran

2. Prosedur Pelayanan Pembuatan Akta Kelahiran Terlambat (60 Hari Setelah Kelahiran)

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Petugas
Penduduk Pendukung Operator Kasl Kabid Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output
Felayanan
Membawa berkas:
- Fermulir Permohonan
- Surat Pengantar Kelahiran dari Dokter/Bidan/Penolong kelahiran anak
- Fotokopi Akte Pemikahan
- Fotokopi KTP Kedua Orang Tua T
. , . A Nomor Antrian dan .
1. Fotokopi KTP 2 Orang‘ Saksi l Berkas Permohonan 2 Menit Berkas Permohonan
- Fotokopi KK {
- Fotokopi Paspor/KITAS/KITAI! bagi WNA
- Surat Pernyatgan Tanggung . }awab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Atas Kelahiran, fika surat
kelahiran dari dok'lerfbldanfpenolong kelahiran tidak terpenuhi
- SPTJM Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Isteri dalam hal akta nikah/kutipan akta perkawinan
tidak terpenuhl
- Megnerima berkas dari pemohon
- Vierifikasi & Validasi ._./ Berkas Permohonan
2. \ Berkas Permohonan 3 Menit yang telah di
- Meminta pemohon untuk membayar denda administrasi {jika terflambat melapor) Verifikasi
‘) jlka ada perubahan ada mengﬂ(utl S0P perubahan data
- Membayar denda administrasi di loket ¥ Berkas Permohonan Tanda Bukti
3. yang lelah di 2 Menit Pembayaran denda
- Menyerahkan berkas ke Petugas Pendukung Peiayanan Verifikas administras!
- Menenma landa buktl pembayaran denda admlmstrasl )
L Tanda Bukl ) Berkas Permohonan
4. |- Mencatat dalam Buku Registrasi Pembayaran denda 5§ Menit dan Tanda Tefima
i adntinistrasi
- Memberikan Sallan Permohonan
- Menerima berkas dan Petugas Pendukung Pelayanan
- Mengentry data kedalam database SIAK Kutipan Akta
5. " . Berkas Permohenan 3 Menit Kelahiran yang lelah
- Mencetak Kutipan Akta Kelahiran dicetak
- Menyerahkan Kutlpan Akta Kelahiran yang telah di cetak ke K351 dan Kab|d :
@, £ J )

L



Pelaksana Muty Baku
No. Kegiatan Petugas
Penduduk Pendukung Operator Kasi Kabid Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output
Pelayanan
- Menerima Berkas dari Operatar
L ) . . " Kutipan Akta
- Meneliti dan mencocokan hasil cetakan Kutipan Akta Kelahiran dengan berkas permehonan Kutipan Akta Kelahiran yang telah
6. ?—j"‘_’l—] Kelahiran yang tefah 5 Menit di pacaf cleh Kasl
- Memberikan paraf pada Kutipan Akta Kelahiran yang Valid dioetak dan Kabld
- Menyerahkan berkas kepada Kepala Dinas ‘————l
- Memproses Penandatanganan Kutipan Akla Kutipan Akia
T Kelahiran yang telah 1 Menil Kelahiran yang felah
- Menyerahkan berkas ke Petugas Pendukung Pefayanan diparaf ditandatangani
- Memproses stempel Kutipan Alta Kelahiran o I . Kutipan Akta
Kutipan Akta Kelahiran yang
8. |- Mencatat dalam Buku Registrasi Ke'ahiran yang telah 2 Menit dicatat dalam buku
Jitandatangani registrasi dan
. Menyerahkan berkas ke Petugas Pendukung Pelayanan ~ { stempel baszh
. : ¢ . f Kutipa_nTk_ta I i
- Menginformasikan ke Pemohon untuk mengambil Kutipan Akta Kelahiran } Kelahiran yang
9. gicatat dalam buku 1 Menit Tanda Bukii Tefima
- Menyerahkan Kutipan Akta Kelahiran ke Pemchon dengan tanda terima registrasl dan
stempel basgh
L J &,



B. Prosedur Pelayanan Pembuatan Akta Kematian

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan PFelugas
Penduduk Pendukung Operator Kasl Kabid Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Cutput
Felaygnan M
Membawa berkas:
- Formulir Permohonan
- Surat Keterangan Kematian dari Doktet/Rumah Sakit/Paramadis - Nomar Antrian dan
1. e erks P honan 2 Menit Berkas Permohonan
- Surat Keterangan Kematian dari Desa Berkas Permofm
- Fotokopi KTP
- Fotokopi KK
- Menerima berkas dari pemohon dan mencatat dalam agenda pendaftaran .
- Verifikasi dan validasi berkas persyaratan permohonan . I
— f Berkas Perrmohonan
2. |- Mencatat dalam Buku Registrasi l Berkas Permohanan 5 Menit yang tetah di
Verifikasi
- Memberikan Salian Pemohonan . -
- Menyerahkan berkas ke Qperator
- Menerima berkas dari Petugas Pendukung Pelayanan
-M a kedal 3
3 engentry data kedalam database SIAK |: 3en;::,1 ;’cla;::r:;nan astent Kutipan Akta yang
- Mencetak Kutipan Akta Kematian Varifikasi telah dicetak
- Menyerahkan Kutipan Akta Kematian yang telah di cetak ke Kasi dan Kabid
- Menerima Berkas dari Operator ' '
- Meneliti dan mencocokan hasil cetakan Kutipan Akta Kematian dengan berkas permehonan R | Kutipan Akla yang
4. 'D— d | K e 5 Menit telah di parat oeh
- Memberikan paraf pada Kutipan Akla Kematian yang Valid Kasi dan Kabid
- Menyerahkan berkas kepada Kepala Dinas
s | Memproses Penandatanganan N Kutipan Akta yang L Mt Kufipan Akta yang
- Menyerahkan berkas ke Petugas Pendukung Pelayanan ? telan diparat telah ditandatangani
- Memproses stempel Kutipan Akta Kematian Kutipan Akta yang
- H H Kutipan Akla yang N dicatat dalam buku
6. |- Mencatat dalam Buku Registrasi elah ditandatangant 2 Menit registrasi dan
- Menyerahkan berkas ke Patugas Pendukung Pelayanan stempet basah
- Menginformasikan ke Pemohon untuk mengambil Kutipan Akta Kematian K,““Pa’:n”a s;)a:;(g
7. dmfet:?straa;n;a: u 1 Menit Tanda Bukti Terima
- Menyerahkan Kutipan Akta Kematian ke Pemahon dengan tanda terima stempel basah
A/ e



C. Prosedur Pelayanan Pembuatan Akta Perkawinan

5 Menyerahkan berkas kepada Kepala Dinas

)

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Patugas
Penduduk Pendukung Operator Kasl Kabid Kepala Dinas|  Kelengkapan Wakiu Qutput
Pelayanan .
Membawa berkas:
- Formulir Permohonan
- Surat Keterangan telah terjadinya perkawinan dari gerejafviharafpura yang ditandatangai oleh
pemuka agamanya masing-masing atau surat perkawinan penganut kepercayaan yang
ditandatangani oleh pemuka penganut kepercayaan
1. |- Pas Photo 4X6 Suami Isti berdampingan sebanyak S Lembar Nomor Anfrian dan 2 Menit Berkas Permchonan
. _J4 Berkas Penmohonan
- Fotokopi KTP dan KK Suami Istri
- Surat Keterangan dari kepala desafdurah .
|
- Folocopy paspor bagi suami ister warga negara asing (
“)Jika persyaratan kurang maka di kembalikan ke pemohon 1
- Menerima berkas dari pemohon dan mencatat dalam agenda pendaftaran
- Verifikasi dan validasi berkas persyaratan permohonan Berkas Permohonan
2 . ] Berkas Permohonan 1 Menit yang telah di
- Meminta pemohon untuk membayar denda administrasi (jika terflambat melapar) Verifikasi
*) jika ada perubahan ada mengikuti SOP perubahan data
- :er_nPhon _dap s:ktsu menandatangani Register Akia Perkawinan dan membayar denda - Rerkas Permohonan Tanda Bukfi
3, (administrasi di loke . yang telah di 2 Menit Pembayacan denda
- Menyerahkan berkas ke Petugas Pendukung Pelayanan N Verifikas administrasi
- Menerima tanda bukti pembayaran denda administrasi .
- Tarda Bukli . Berkas Penmohonan
4. |- Mencatat dalam Buku Registrasi Pembayaran 5 Menil dan Tanda Teima
Retribusi n Tanda le
- Memberikan Salinan Permohonan
_|- Menerima berkas dari Petugas Pendukung Pelayanan [_%:l
- Mengentry data kedalam database SIAK ) Kutipan Akta
5. Berkas Permohonan 3 Menit Perkawinan yang
- Mencetak Draft Kutipan Akta Perkawinan telah dicetak
- Menyerahkan Kutipan Akta Perkawinan yang telah di cetak untuk diteliti dan di paraf Kasi dan
Kabid S U RUASRINUN IGNUESURPUUS SUPSIRSTRE - S ———— ] e
- Menerima Berkas dari Operator
- . . , . Kutipan Akta
- Meneliti dan mencocokan hasil cetakan Kutipan Akta Perkawinan dengan berkas permohcnan Kutipan Akla Perkawinan yang
B. Perkawinan yang 5 Menit {elah di paraf cleh
- Kasi dan Kabid memberikan paraf pada Kutipan Akta Perkawinan yang valid teiah dicetak

Kasi dan Kabid




Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Petugas
Penduduk Pendukung Operator Kasi Kabld Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output
Pelayanan
- Memproses Penandatanganan Kutipan Akfa Kutipan Akta
7. . Perkawinan yang 1 Menit Perkawinan yang
- Menyerahkan berkas ke Petugas Pendukung Pelayanan ”Q telah diparaf telah ditandatangani
- Memproses stempel Kutipan Akta Perkawinan ) Kutipan Akta
. Kutipan Akta Perkawlnan yang
8. |- Mencatat dalam buku registrasi Perkawlnan yang 2 Menit dicatat datam tuku
tetah ditandatangani registrasi dan
- Menyerahkan berkas ke Petugas Pendukung Pelayanan stempel basah
—— — —
. . . . R TOMP A rFRid
- Menginformasikan ke Pemohon untuk mengambil Kutipam Akta Perkawinan Perkawinan yang
8. " dicatat dalam buku 1 Menit Tanda Bukli Terima
- Menyerahkan Kutipan Akta Perkawinan ke Pemohon dengan tanda terima registrasi dan
- |_hagal

v,

e

@




D. Prosedur Pelayanan Pembuatan Akta Perceraian

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Pelugas
Penduduk Pendukung Operator Kasi Kabid Kepala Dinas Ketengkapan Waklu Output
~Pelavanan
Membawa berkas:
- Formulir Permohonan :
- Salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum teta;
1. 9 yang pn ? qu— BN"::;r;\: nu:‘ao::::n 2 Menit Berkas Permohonan
- Fotokopi KTP dan KK Suami lstri <
- Kutipan Akta Perkawinan
"\Jika persyaralan kurang maka dl kembahkan ke pemohcn
- Menerima berkas dari pemohon dan mencatat dalam agenda pendafiaran
- Verifikasi dan validasi berkas persyaratan permaohonan | Berkas Permohonan
z > ! Berkas Permohonan 1 Menit yang telah di
- Meminta pemohon untuk membayar denda administrasi (jika pelaporan terdambat) ! Verifikasi
')jika ada perubahan ada mengikuti SOP perubahan data j
v T S et e e et e bt + — SRR I SR I ————
admm?st?:su «jlnioket i menandatangani Register Akta Perceraian dan membayar denda Berkas Permohanan Tanda Bukt
3 yang telah di 2 Menit Pembayaran dqnda
- Menyerahkan berkas ke Petugas Pendukung Pelayanan Verifikas adminisiras!
- Mener:ma tanda bukfi pembayaran danda admumstrasm i
. Tanda Bukl . Berkas Permohonan
4. |- Mencatat dalam Buku Registrasi PT::";;‘:;?" 5 Merit dan Tandz Terima
- Membenkan tanda buktl pendaﬂaran
- Menenma berkas dan Petugas Pendukung Pelayanan
- Mengentry dafa ke dalam database SIAK A Kutipan Akta
5 " !: Berkas Permchonan 3 Menit Perceratan yang
- Mencetak Draft Kutipan Akta Perceraian telah dicetak
- Menyerahkan Kutipan Akta Perceraian yang telah di cetak untuk diteliti dan di paraf Kasi dan
Katid e e e . S D A AN ORI NN SRS
- Menerima Berkas dari Operator ‘E::I‘“ -
" . ) . " ) Kutipan AktA
- Meneliti dan mencocokan Kutipan Akta Perceraian sesuai permohonan Kutipan Akta i Perceraian yang
6. Perceraian yang telah 5 Menit felah di paraf aleh
- Kasi dan Kabid memberikan paraf pada Kutipan Akta Perceraian yang valid dicetak Kasi dan Kabid
- Menyerahkan berkas kepada Kepala Dinas | L L |
e A _ e
- 4 >



Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Teiogas
Penduduk Pondukung Qperator Kasi Kabid Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output
Prlavanan
- Memproses Penandalanganan Kutipan Akla Kulipan Akia
7. Percataian yang telah 1 Menit Perceraian yang
- Menyerahkan berkas ke Petugas Pendukung Pelayanan D diparaf telah ditandetangani
- Memproses stempel Kutipan Akta Perceralan | Kutipan Akta
. Kutipan Akta Perceraian yang
8. |- Mencatat datam buku registrasi Perceraian yang telch 2 Menit dicatat dalam buku
ditandatangani registrasi dan
- Menyerahkan berkas ke Petugas Pendukung Pelayanan stempel basah
-_ _ _a_—l-.— .
- Menagi . . , . Kutipan Akia
nginformasikan ke Pemchon untuk mengambil Kutipan Akta Perceraian Perceralan yang
5. . dicatat dalam buku 1 Menit Tanda Buktl Terima
- Menyerahkan Kutipan Akta Perceraian ke Pemohon dengan tanda terima registrasi dan
stempel basah
. »
¢

.




E. Prosedur Pelayanan Pembuatan Akfa Pengakuan Anak
Pelaksana Mutu Baku
No. i Pet
Keglatan Penduduk | Pendurung | Operator Kasl Kabid  |Kepala Dinas) Kelengkapan Walki Output
Pelayanan .
Membawa berkas:
- Farmulir Permchonan ;
- Surat Penganiar dari DesafKelurahan Nomor Antrian dan 2 Menit Beckas Permohonan
1. . ( Y Berkas Permohonan
- Surat Pengakuan Anak dari ayah biologis yang disetujui ofeh ibu kandung
- Fotokopi KTP dan KK Pemohon dan Kutipan Akta kelahiran
*) Jika persyaratan kurang maka di kembalikan ke pemchon ! ] . 1 - B
- Menerima berkas daii pemohon dan mencatat dalam agenda pendaftaran i
. . - . Berkas Permohonan |
) - Verifikasi dan valida ?lil berkas persyargtan permohonan ;/ > Berkas Permohonan 1 Menit yang telah di I
N Verifikasi
- Meminta pemohon“[ ntuk membayar denda administrasi (jika pelaparannya terdampat} [
") jika ada perubahan ada mengikuti SOP perubahan data -
- Pemohon dan saksi menandatangani Register Akta Pengakuan Anak dan membayar denda Berkas Permahenan Tanda Buktl
3 administrasi di [oket yang telah di 2 Menit Pemt;aygr_a: d:inda
- erifikas administra
- Menyerahkan berkas ke Pelugas Pendukung Pelayanan o . —— —
- Menerima tanda bukti pembayaran denda administrasi T:nda Bu:;ti | o tent Berkas Permohonan
aran aenda i
4. |- Mencatat dalam Buku Registrasi Perlﬂmisuasi dan Tanda Tefma
- Memberikan Salinan Permohonan I I s e -
- Menerima berkas dari Petugas Pendukung Pelayanan
) L . N Drafi Catatan Pinggir
s Mengentry data kedalam database SIAK dan mencetak draft catatan pinggir akta kelahiran EE‘ Berkas Permohonan 2 Menit aAk‘a oo
- Mencetak Kutipan Akta Pengakuan Anak
- Menyerahkan Kutipan Akta Pengakuan Anzk yang telah di cetak ke Kasi dan Kabid o e e ]
- Menerima berkas dari Operatar -
. i . " =l| I*——’[ l nan AKL Kutipan Akla
- Meneliti dan mencocokan hasil cetakan Kutipan Akta Pengakuan Anak dengan berkas ‘ Kutigan Akla ) Pengakuan Anak
6. |Pemmafionan Penga‘l(u:r;;\n:(k 5 Mealt yang telah di paraf
. yang talah dice! i bid
- Kasi dan Kabid memberikan paraf pada Kutipan Akta Pengakuan Anak yang valid cleh Kasi dan Kabi
|_- Menyerahkan berkas kepada Kepala Dinas \_ R R L e e



. Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Petugas
Penduduk Pendukung Oporator Kasl Kabid Kepala Dinas " Kelengkapan Waldu Output
Pelayanan
- Memproses Penandatanganan
7. Kutipan Alda Pel:\mgfaﬁak
n
- Menyerahkan berkas ke Petugas Pendukung Pelayanan Pengakuan Anak 1 Menit 8 1sh
yang teleh diparaf yang telal
Y - ditandatanganl
emproses stempel Kutipan Akta Pengakuan Anak : K
utipan Akla
8. |- Mencatat dalam buku registrasi Peﬁ";iii‘;ﬂ“:‘:ak Pengakuan Anak
- Menyerahkan berkas ke P b e EE dl?;?a:ia::;:
etugas Pendukung Pelayanan ditandatangant slefr:g el basah
) ) —_— =] ——anm — P
. - Menginformasikan ke Pemohon untuk mengambil Kutipan Akta Pengakuan Anak % Kutipan Akta
) Pengakuan Anak
} . yang dicatat dalam 1 Menit Tanda Bukti Terima
Menyerahkan Kutipan Akta Pengakuan Anak ke Pemohon dengan tanda terima buku registrasi dan
! sternpel basah
|
J
i
- -




Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Petugas | -
Penduduk Pendukung Qperator Kasl Kabid Kepala Dinas Ketenghapan Waktu Output
Pelayanan )
- Memproses Penandatanganan ' Kutipan Akta
P 6 Kutipan Akt Pengesahan Anak
7. Pengesahan Anak 1 Menit yang telzh
- Menyerahian berkas ke Petugas Pendukung Pelayanan "l:‘ yang telah diparat ditandatangani
- Memproses stempel Kutipan Akta Pengesahan Anak ] Kutipan Akta
Kutipan Akta P hon Anak
- Mencatat dalam buku registrasi Pengesahan Anak . engesanan
8. 9 elah 2 Menit yang dicatat dalam
_yar;g 12 i buku registrasi dan
- Menyeratikan berkas ke Petugas Pendukung Pelayanan ditzafalangent stempel basah
- Menginformasikan ke Pemohon untuk mengambil Kutipan Akta Pengesahan Anak 1 o K“”E:: ﬁk.::wak
engesahal
S. ( ) yang dicatat datam 1 Menit Tanda Bukti Tefima
- Menyerahkan Kutipan Akta Pengesahan Anak ke Pemohon dengan tanda tetima i buku registrasi dan
stempel basah
!
~a

L

{
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PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Tanggal Efektif
Disahkan oleh

Nomor SOP 31/OR-B/2017
Tanggal Pembuatan 08 Desember 2017
Tanggal Revisi 08B Desember 2019

01 Januari 2018

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipll

Nama SOP

BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

PELAYANAN SURAT KETERANGAN PINDAH

Dasar Hukum i
1. Peraturan Daerah Nomor 9-}:' Tahun 2015 tentang Penyelenggaraaan
Adminisirasi Kependudukan di Kabupaten Ketapang;
2. Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan
Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di
Kahupaten Ketapang.

Kualifikasi Pelaksana X

1. Memahami tatacara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
2. Terampil mengoperasikan komputer SIAK

3. Memahami tatacara penerbitan Surat Keterangan Pindah

Keterkaitan

1. SOP Pelayanan Kartu Keiuarga {KK)

2. SOP Pelayanan Kariu Tanda Penduduk (KTP)

3. SOP Pelayanan Akta Catatan Sipil

4. SOP Pelayanan Surat Keterangan Pindah

5. SOP Pelayanan Pembetulan atau Perbaikan
KK/KTP/Surat Keterangan Pindah
SOP Pelayanan Pembetulan atau Perbaikan Akta Catatan Sipil
7. SOP Pelayanan Pengaduan/Keluhan Pelanggan

o

Peralatan/Periengkapan

Komputer dengan aplikasi SIAK
Sambungan Internet (Jarkomdat)
Buku Register

Printer

ATK

Lembar Disposisi

o oW

Peringatan

Jika pelaksanaan prosedur tidak tertib akan mengakibatkan
penurpukan berkas permohonan dan keterlambatan penerbitan Surat
Keterangan Pindah

Pencatatan dan Pendataan

1. Kabid - Paraf pada lembar ke-2 (lembar untuk dinas)
2. Kasi - Paraf pada lembar ke-2 (lembar untuk dinas)
3. JFU : Buku Register

y

.



Pelaksana Muty Baku
Kegiatan Kepala
Penduduk | Erent Office | Operator Kasi Kabid Dinas Kelengkapan Waktu Output
Membawa berkas:
- Formulic Permohonan
. Nomar antrian dan ]
- Surat Keterangan dari RT/RW B;k";: P:ﬂ‘;u“ onan 2 Menit Berkas Permohonian
- Asti KK dan KTP-el
- Fotokopi KK dan KTP-el
- Menerima berkas dari pemohon
. X . 3 . Berkas Permghonan
- Verifikasi & Validasi Berkas Permohonan A Meatl | yong telah divepificasi
*) jika ada perubahan ada mengikuti SOF perubahan j
data . ot
N S - ‘ e e E—
- Menyerahkan berkas ke Petugas Pendukung |
Pelayanan B . e [ D
- Menerima tanda bukti pembayaran denda
administrasi -
- Mencatat dalam Buku Registrasi Berkas P:g?‘":i;::". Berkas Permohonan
yang lelah divel si 2 Menil dan Saliaan
) dan tanda pembayaran Permohonan
- Memberikan Salian Permchonan retribust
- Menyerahkan berkas ke bagian Operator
Meror arkas dor Patugas Pendukurg V7T T T B N |
remeren l:i
- Mengentry date kedalam database stak Berkas Permeohenan ’ Sural Kererangan
dan Salinan 3 Menit Pindah yang telah di
- Menerbitkan Surat Keterangan Pindah Permohanan cetak
- Menyerahkan Surat Keterangan Pindah yang telah di
_ {cetak ke Kasi dan Kabid _ _ - — R S SRS
- Menerima Beskas dari Operator
Y
- Meneliti dan mencacokan hasil cetakan Surat —>l:|
i Syral Kererangan Sural Kererangan
Keterangan Pindah dengan berkas permohonan Pindah yang telah di 2 Menit Pindah yang letah o
- Memberikan paraf pada Surat Keterangan Pindah cetak celak dan di verifikasi
yang Valid .
|_- Menyerahkan berkas kepada Kepata Dinas | L {



No. Kegiatan Kepala
Penduduk | Front Office | Operator Kasi Kabid Dinas Kelengkapan Waktu Output
Membawa berkas:
- Memproses Penandatangan q Surat Kererangan Surat Keterangan
7 Pindah yang teah i 1 Menit Pindah yang telah i
- Menyerahkan berkas ke Petugas Pendukung cetak dan di verifikasl tandatangani
Pelayanan
- Memproses stempa! Surat Keterangan Pindah J
Surat Ketersngan
Surat Keterangen . Pindah yang dicatat
& |- Mencatat dalam buku registrasi Pindah yang teleh di 2 Menit talam buka registrasi
tandatangznt dan stempel basah
- Menyerahkan berkas ke Petugas Pendukung
_|Felayanan I T §
:.S tqreart‘?( gzce)rr;n:s;:agi:zaiemohon untuk mengambil ) Sural Keterangan
5 s ( ) ; indan yang ‘ﬁ;at‘:l. 1 Menit Tanda Bukli Terima
- Menyerahkan Surat Keterangan Pindah ke Pemokion : atam buku regstasi

dengan tanda tarima

dan stempel basah

¢




W

Nomor SOP 32/0OR-Bf2017
Tanggal Pembuatan 08 Desember 2017
PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG Tanggal Revisi 08 Desember 2018
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |Tanggal Efektif 01 Januari 2018
Disahkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
BIDANG ADMINISTRAS| KEPENDUDUKAN Nama SOP

Pembetulan KK / KTP-el / Surat Keterangan Pindah

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana
1. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentarg Penyelenggaraaanj 1. Memahami tatacara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
| 2. Terampil mengoperasikan komputer SIAK
Administrasi Kependudukan di Kabupaten Ketapang; 3. Memahami tatacara pembetulan KK/KTP-el/Surat Keterangan Pindah
2. Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan
Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di
Kabupaten Ketapang.

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Penerbitan atau Perubahan Kartu Keluarga (KK/KK Pengganti) 1. Komputer dengan aplikasi SIAK
2. SOP Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP}) 2. Sambungan Internet (Jarkomdat)
3. SOP Penerbitan Akta Kelahiran 3, Buku Register/Agenda
4. SOP Pemberian Surat Keterangan Pindah 4. Printer
5. SOP Pelayanan Pembetulan atau Perbaikan 5. ATK
KK/KTP/Surat Keterangan Pindah
6. SOP Penerbitan Akta Perkawinan
7. SOP Penerbitan Akta Perceraian
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Jika pelaksanaan prosedur tidak tertbb akan mengakibatkan| 1. Kabid - Paraf pada lembar ke-2 (lembar untuk dinas)
penumpukan berkas permohonan dan keterlambatan pembetulan KK,| 2. Kasi - Paraf pada lembar ke-2 {lembar untuk dinas)
KTPel dan Surat Keterangan Pindah “13. JFU . Buku Register
* 7 8



A. Prosedur Pelayan Perbaikan Pembuatan Kartu Keluarga (KK) / KTP-el / Surat Keterangan Pindah (Salah Data)

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Opefatorf Kepala Keterar
OperatoriPatugas . . P
Penduduk Pendulung Palayanan pe:u%aes;az::::kung Kasi Kabid Dinas Kelengkapan Waktu Qutput
Membawa berkas:
1 Formulir Formuliy
- KK/KTP-elfSurat Keterangan Pindah yang salah data pemohon dan Permohon dan
1. | l KKKTP-ell Surat|  2Menit | KKIKTP-elf Sural
i Keterangan Keterangan
- Formulir permohonan Pindzh Pindah
- Fotok{-’)pi dokumen pendukung lainnya
——— e e e i e T ——— e ———— N _——— - - {.——- ————
Menye}'ahkan berkas ke Petugas Pendukung Pelayanan:
. L Formulir
- KK/KTP-el/Surat Keterangan Pindah yang salah data Y Pefmohon dan
2. [:j KK/KTP-elf Surat 1 Menit Berkas Pemohon
. Keterangan
~ Formulir permohanan . Pindah
- Fotokopi dokumen pendukung lainnya
- Menerima berkas
" . . . ' . Berkas Setelah di
3. |- Memveriflikasi dan memvalidasi Berkas Pemohon | 2 Menit Verifikasi
- Mencatat dalam buku harian
, ) 4
- Menerima berkas dari Petugas Pendukung Pelayanan I::‘
- aiki d i ikasi Pencetakan
Memperbaiki data yang salah melalui aplikasi SIAK Berkas yang sizp I PP
4. di lnput 3 Menit Keterangan
- Mencetak KK/KTP-el/Surat Keterangan Pindah Pindah
- Menyerahkan berkas ke Kasi dan Kabid untuk di paraf l I
& X\ - -




Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Operator! i Kepala Keterar
g Penduduk P::Zﬁ:::;"::l:?::m Petugas Pendukung Kasi Kabid Diﬁas Kelengkapan |  Waktu Qutput
Pelayanan
- Menerima berkas dari Operator/Petugas Pendukung
Pelayanan
- Meneliti dan mencocokan hasil cetakan dengan berkas —1 pencetakan Ben?lf ;ﬁ? i
5 permohonan KKGKTP-el Surat] o o Keterangan
’ ] . r -—DL J Ke‘tje'ran%an Pindah yang telah
- Memberikan paraf pada berkas yang Valid inda di verifikasi
- Menyerahkan berkas kepada Kepala Dinas
B R - I Berkas KIIKTP- Berkas KK/KTP-
- Memproses Penandatanganan | . elf Surat elf Surat
6. j Keterangan 1 Menit Keterangan
‘ Pindsh yang teiah Pindah yang telah
- Menyerahkan berkas ke Petugas Pendukung Pelayanan ] di verifikasi di tandatangani
- P-
Memproses stempel Basah Berkas KIGKTP- Berk:;‘ ;ﬂ?
A
; ; K:'ll’efalﬁa;n 2 Menit Keterangan
7. |- Mencatat dalam buku registrasi i 9 Pindah yang telah
Pindzh yang telah Catat dan
di tandatangani Stempel Basah
- Menyerahkan berkas ke Petugas Pendukung Pelayanan
- Menerima berkas Berkas KK/KTP-
elf Surat .
. h Tanda Terima dan
- Menyerahkan KK/KTPel/SKP yang telah dibetulkan ke Keterangan il |Arsip Berkas yan
8. P h Pindah yang telah 1Men P Salah yang
emohon Catat dan
- Mengarsipkan berkas dan KK/KTP-el/Surat Keterangan Stempel Basah
Pindah yang salah
s % ® &



B. Prosedur Pelayan Perbaikan Pembuatan Kartu Keluarga (KK) / KTP-el / Surat Keterangan Pindah (Hilang)

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan S : Keteran
peratof/Potugas
Penduduk OperatorPotugas Pendukung Kasi Ke_pala Kelengkapan |  Waktu Output
Pendukung Pelayanan Pelayanan DlnaS
Membawa berkas:
- Surat Keterangan Hitang KK/KTP-el/Surat Keterangan Formulit Formufic
Pindah dari Kepolisian Pefmohon dan Permohan dan
1. KKKTP-elf Surat|  2Ment | KK/KTP-elf Surat
- : Keterangan Keterangan
Formulir permohaonan Pindah Rindsh
- Fotokopi dokumen pendukung lainnya l
— [ — i- - — ——— - —_—
Menyerahkan berkas ke Petugas Pendukung Pelayanan: ’
- Surat Keterangan Hilang KKfKT P-el/Surat Keterangan ‘ Formulir
Pindah dari Kepolisian Pecmohan dan
2. KKIKTP-elf Surat 1 Menit Berkas Permohan
_ . Keterangan
Formulir permohonan Pindah
- Fotokopi dokumen pendukung lainnya
- Menerima berkas
. . . . A A Berkas Setelah di
3. |- Memverifikasi dan memvalidasi | Berkas Pemohon 2 Menit Verffikasi
- Mencatat dalam buku harian
- Menerima berkas dari Petugas Pendukung Pelayanan |:V____I
- Memproses melalui aplikasi SIAK ' Pencetakan
Berkas yang siap . KK/KTP-¢!f Surat
4. . di Input 3 Menit Keterangan
- Mencetak KK/KTP-el/Surat Keterangan Pindah Pindah
A 4
- Menyerahkan berkas ke Kasi dan Kabid untuk di paraf | l
(KK dan SKP) L

. J



Pelaksana Mutu Baku _
No. Kegiatan 5 Keteran
OperateriPatugns peratofiF etugas . . Kepala
Penduduk pendukung Pelayanan I'-;e:::u:::f Kasi Kabid Dinas Kelengkapan Waktu Qutput
- Menerima berkas dari Petugas Pendukung
Pelayanan/Operator
- Meneliti dan mencocokan hasil cetakan dengan berkas pencetakan Berkas KKIKTP- |
permohonan l KKIKTP-el Surat ) elf Surat
5. Keterangan 2 Menit Keterangan
_ . . ’| i " Pindah yang telah
Memberikan paraf pada berkas yang valid Pindah diverifikasi
- Menyerahkan berkas kepada Kepala Dinas
- Memproses penandatanga;'lan Berkas KK/KTP- Berkas KK/IKTP-
i \ elf Surat elf Surat
8. l j Keterangan 1 Menit Keterangan
_ N ‘ Pindah yang telah Pindah yang telah
Menyerahkan berkas ke Pritugas Pendukung Pelayanan di verifikasi di tandatangari
- Memproses stempel basah Berkas KK/KTP- Berkas KK/KTP-
. \ el Surat Ketorangan
7. |- Mencatat dalam buku registrasi Keterangan 2Menit g d
. indah yang telah
Pindah yang telah Catat dan
di tandatangani Stempel Basah
- Menyerahkan berkas ke Petugas Pendukung Pelayanan p
- Menerima berkas
- KKIKTP-elf Surat
y Keterangan Tanda Terima dan
8. |- Menyerahkan KK/KTP el/SKP ke Pemohon Pingah yang telah| 1 Menit Avsip Berkas
Catatdan Permohonan
. Stempel Basah
- Mengarsipkan berkas permohonan

L J



PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Nomor SOP 33/0R-B/2017

Tanggal Pembuatan 08 Desember 2017

Tanggal Revisi 08 Desember 2019

Tanggal Efektif 01 Januari 2018

Disahkan oleh Kepata Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

BIDANG ADMINISTRAS|I KEPENDUDUKAN

Nama SOP

Pembetulan Akta Pencatatan Sipil

Dasar Hukum

Administrasi Kependudukan di Kabupaten Ketapang;

2. Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan
Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di
Kabupaten Ketapang.

1. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraaan

Kualifikasi Pelaksana i

1. Memahami taiacara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
2. Terampil mengoperasikan komputer SIAK

3. Memahami tatacara penerbitan Akta Pencatatan Sipil

Keterkaitan
1. SOP Penerbitan/Perubahan Kartu Keluarga (KK/KK Pengganti)
SOP Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
SOP Penerbitan Akta Kelahiran
SOP Pemberian Surat Keterangan Pindah
SOP Pelayanan Pembetulan atau Perbaikan
KK/KTPR/Surat Keterangan Pindah
SOP Penerbitan Akta Perkawinan
7. SOP Penerbitan Akta Perceraian

ok

@

Peralatan/Perlengkapan
1. Komputer dengan aplikasi SIAK
Sambungan Internet (Jarkomdat)
Lembar Disposisi, Blangko Akta, Register, Stempel, Buku Tanda Terima
Printer
ATK

;bW

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Jika pelaksanaan prosedur tidak tertib akan mengakibatkan] 1. Kabid . Paraf pada lembar ke-2 (lembar untuk dinas)
penumpukan berkas permohonan dan keterlambatan proses pembetulan| 2. Kasi - Paraf pada lembar ke-2 (lembar untuk dinas)
Akta Pencatatan Sipil 3. JFU : Buku Register

2 X




A. Prosedur Pelayan Perbaikan Pembuatan Akta Catatan Sipil (Salah Data)

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Potugas Petugas Keterangan
Pendukung Pondukung : . .
Kk Kal Waktu Qutput
Pendudu pelayanan! pelayanani Kasi Kabid Kepala Dinas engkapan_ P
QOperator Operator
Membawa berkas:
- Akta Catatan Sipil yang salah data Formulic Pesmohan Formullr
1 . dan Akta Catatan 2 Went permehonan dan
' Sipil yang saleh Akta Catain Sipi
- Formulir permohonan | dala yang salah data
- Fotokopi dokumen pendukung lainnya ’
Menyerahkan berkas ke Petugas Pendukung Pelayanan: '
- Akta Catatan Sipil yang salah data h J Formuir
| Permohonan dan .
2 |: Akta Catatan Sipl 1 Menit Berkas Pemohon
- Formulir permohonan yang salah data
- Fotokopi dokumen pendukung lainnya
- Menerima berkas permohonan, mencatat dalam agenda v .
e dan me i i i
3 pendaftaran da mberikan tanda bukti pendaftaran l ' Berkas Pemohon - Berks: n?:_li:sllah di
- Memverifikasifmemvalidasi berkas permohonan
T Nienerima berkas dari Petugas Pendukung | T T U T -
Pelayanan/Operator l :j
- Memperbaiki data yang salah melalui aplikasi SIAK . L
4. Berkas Iﬁ:g sEpdil 3 e Pencetakan
- Mencetak Akta yang sudah diperbaiki |
- Menyerahkan berkas ke Kasi dan Kabid untuk di paraf L é L




—

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Petugas Petugas Keterangan
Pendukung Pendukung . . .
duk kt utput
Pendudu belayanan! pelayanan/ Kasi Kabid |Kepala Dinas| Kelengkapan Waktu Qutp
Operator Operator
- Menerima berkas dari Operator
- Meneliti dan mencocokan hasil cetakan dengan berkas
ermohonan Berkas Akta
P —D Peg;:;k:g{.::la 2Menit | Catatan Sipll yang
- Memberikan paraf pada Akta Catatan Sipil yang valid telah di verifiasl
- Menyerahkan berkas kepada Kepala Dinas g
—— e = —— i —_—— IJ —— — e e ——— ] - - —— |
- Memproses penandatanganan | Berkas Akla Ca’f:":‘as? ‘:;'“:ng
! ‘j Catatan Sipl yang 1 Menit te{ahpdiy
- Menyerahkan berkas ke Petugas Pendukung Pelayanan I__—_ telah di vesifikas] tandatangani
- Memproses Stempel Basah
Berkas Akta
Berkas Akta Catain .
. . L . ’ Catatan Sipil yang
- Mencatat dalam Buku Registrasi Sind yang telan i} 2Menit | Tk Catat dan
andatangani Stempel Basah
- Menyerahkan berkas ke Petugas Pendukung Pelayanan
- Menerima berkas
h
- 0 i Akla Catatan Sipil Tanda Terima dan
Menyerahkan Akta Catatan Sipil yang sudah dibetulkan [ ] o o acatot | Abterit | Arip Berkas yang
ke Pemochon - dan stempe! basah Salah
- Mengarsipkan berkas permohonan
N L
- S r""' "
}



B. Prosedur Pelayan Perbaikan Pembuatan Akta Catatan Sipil (Hilang)

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan P::;‘;iasg P::::uias Keterangan
un! ukun . .
Penduduk polayananf pelayan an? Kasi Kabid ({Kepala Dinas} Kelengkapan | Waktu Quiput
Operator Qperator
Membawa berkas:
- Surat Keterangan Hilang Akta Catatan Sipil dari
Kepolisian Formulir Permohan Farmulie
1. | dan Akta Catatan 2 Menit Permohon dan
- Formulir permohonan Sipil Akia Catatan Sipil
j . . ]
[- Fotokopi dokumen pendukung lainnya .
Menyerahkan berkas ke Petugas Pendukung Pelayanan: '
- Surat Keterangan Hilang Akfa Catatan Sipil dari v
Kepolisian ‘ I Formuir Permohan
2. dan Akta Catatan 1 Menit Berkas Pemohon
- Formulir permohonan Sipit
- Fotokopi dokumen pendukung lainnya
————— —.—--—---~--~——'——~-- —— e et e Akt e - e —— ———— ir— — PSR P - — S I KU S SRV JE, ... —
- Menerima berkas permohonan, mencatat dalam agenda |
pendaftaran dan memberikan tanda bukfi pendaftaran i
3. Berkas Pemohon 2 Menit Berkas Sefelah di
Verifikasi
- Memverifikasii/memvalidasi berkas permohonan
" |Tiieneria berkas dar Pefugas Pendukung S I et i I M M Aty It Ealiey Sl
Pelayanan/Operator
4. |- Mencetak Akta Berkas yang sfap di 3 Menit Pencetakan Akla
Input Catatan Sipi
- Menyerahkan berkas ke Kasi dan Kabid untuk di paraf
SN SV LU TUREIpINSRIES S RO RSpR — —— TS D B .
! ] - 2 1




Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Petugas Petugas
Pendukung Pendukung . . .
Penduduk pelayanant polayananf Kasi Kabid Kepala Dinas| Kelengkapan Waktu Output
Operator Operator
- Menerima Berkas dari Operator
- Meneliti dan mencocokan hasil cetakan dengan berkas
permohonan l Berkas Akta
5, 1 |<_ —VI_ J Peg:f:::gi‘:ra 2Menil | Catatan Sipll yang
- Memberikan paraf pada Akta Catatan Sipil yang valid lelah di verffias}
- Menyerahkan berkas kepada Kepala Dinas H
e — e i e s e = = !
i
- Memproses penandatanganan ‘ Berkas Akt Berkas Akta
8. } 3 Catatan Sipil yang 1 Merit Catat;a;}:ﬂli yang
- Menyerahkan berkas ke Petugas Pendukung Pelayanan l l telah di verifikas| {andatangani
- Memproses stempei basah
h Berkas Akla Berkas Akta
- i i Catatan Sipil yang . Catatan Sipil yang
7. 1- Mencatat dalam Buku Registrasi I Selah 2 Menit teta Catat dan
. tandatangani Stempel Basah
- Menyerahkan Akia Catatan Sipil ke Petugas Pendukung gan
Pelayanan
~ Menerima berkas
. c f‘:ﬁpag. p.““a Tanda Terima dan
8. |- Menyerahkan Kutipan Akta Catatan Sipil ke Pemohon A f‘e Iaa:ré:atlglt ;::g 1Menit | Arsip Berkas yang
Stempel Basah Salah
- Mengarsipkan berkas permohonan
§ ¥

&
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BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Nomor SOP 34/0OR-B/2017
Tanggal Pembuatan 08 Desember 2017
PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG Tanggal Revisi 08 Desember 2019
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |[Tanggal Efektif 01 Januari 2018
Disahkan oleh Kepala Dinas Kepandudukan dan Pencatatan Sipil
Nama SOP

Pelayanan Pengaduan / Keluhan Pelanggan

Dasar Hukum |

1. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelehggaraan

!
Administrasi Kependudukan di Kabupaten Ketapang;
2. Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan
Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di
Kabupaten Ketapang.

Kualiftkasi Pelaksana
1. Memahami tatacara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
2. Terampil mengoperasikan komputer SIAK

Keterkaitan
1. SOP Penerbitan/Perubahan Kartu Keluarga (KK/KK Pengganti)
SOP Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
SOP Penerbitan Akta Kelahiran
SOP Pemberian Surat Keterangan Pindah
SOP Pelayanan Pembetulan atau Perbaikan
KK/KTP/Surat Keterangan Pindah
SOP Penerbitan Akta Perkawinan
7. SOP Penerbitan Akta Perceraian

OB LN

o

Peralatan/Perlengkapan

1. Komputer dengan aplikasi SIAK
2. Sambungan Internet (Jarkomdat)
3. Buku Agenda
4, Printer
5. ATK

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Jika pelaksanaan prosedur tidak tertib akan mengakibatkan pelayanan| 1. Kabid o ’ - Paraf pada lembar ke-2 (lembar untuk dinas)
2. Kasi -~ - Paraf pada lembar ke-2 {lembar untuk dinas)

dan permasalahan administrasi kependudukan tidak dapat tertangani 3. JFU/ - - Buku-Register

. // ‘:‘ | /

iz !



Pelaksana Mutu Baku
Keglatan pomohon | B2%-Tata | Pelaksana | Kepala Kepala Kepala Kelengkapan Waktu Output
Usaha Teknis Seksl Bldang Dinas
Memasukan Sura! pengaduan ke baglan Tata Usaha ( )—' Surat Pengaduan 1 Menit Surat Pengaduan
mn
Menerma dan memasukan surat pengaduan ke surat Surat Pengaduan 1 Menit Surat Masuk
mastk, dan mengajukan ke Kepala Dinas -
Memberikan disposis] kepada Kepala Bidang sesual dengan Surat Masuk 2 Menit Disposisi ke Kabid
jenisibidang aduan
Menerima disposisi dad Kepala Dinas dan mendisposisikan
surat pengaduan kepada Kepala Seksi sesuai dengan Disposist ke Kabid 2Menitt | Disposisike Kasi
jenisfbidang aduan —
Menerima disposisi dari Kepala Bidang dan menugaskan Disposis! ke Kasi 2 Menit Surat Tugas
pelugas ke lapangan
1

Melakukan pengecekan lokas] di lapangan apakah sudab Pengece'an Lokasi .
sesuai dengan syaral teknis yang beraku, mencalat dalam Surat Tugas 5 Menit di sertal masukan !
buku laporan, memberikan sara’masukan dzn mediasi dan saran |
berkoordinasi dengan atasan dan pejabal daersh setempat l
Membual draft awal surat hasil pemeriksaan lapangan yang ’
ditujukan kepada terlapor dengan tebusan kepada . ;
petapor/pemohon serta instans! terkait dengan melampirkan P;“siﬁk;:::k':: 20 Menit pg‘;a:r;:::al o
hasit pemeriksaan lapangan, kemudian meminta dan saran tapangan
perselujuan kepada Kepala Sekst sesual dengan Jenis
aduan I
Membersikan kareks! dan persetujuan draft awal sural hasil Draft hasil Koreksi dalam Draft
pemeriksaan lapangan dan meminta persetujan Kepafa /‘ pemerksazan 2 Menit hasil pereriksaan
Bidang lapangan lapangan

\ Koreksi dzlam Drafi Koregsrla?lk::s?lalam
Menelaah draft Final dan mengajukan ke Kepala Dinas / hasil pemerksaan 2 Menit pemersaan

lapangan lapangan
¢t i
Menelaah, mengkoreks! dan memberikan persetujuan Korelss;s:‘k:gst;alam ) P%?:ﬂ ,{—:La; ﬂ:l:ﬂm
dengan menandatangani draft Final surat hasil pemeriksaan ’ pemeriksaan 2 Msnil Pemesiksaan
lapangan lapangan Lapangan
Perselujuan dalam

Menesima surat dan menyampaikan kepada terlapor serta Draft Final hasit Surat Tembusan
tembusannya Pemeriksaan




